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BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 277 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN
EABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun
2025-2029;

Mengingat » 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor  5587)
sebagaimana telah dmbah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara I?Epublik Indonesia Nomor 6856);



Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomeor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7040);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Ewvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomeor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Deaerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kera
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312];

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodehkasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah scbagaimana telah beberapa kah
diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;




Menctapkan

10, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman Pernyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029,

11, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 20235-2045 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4
Tahun 2014  tentang Sistem  Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2014 Nomeor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 [Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 107];

14, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKARN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN
2025-2029,

BAR |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Daerah adalah Kabupaten Bandung,

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan  daerah  yang
memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.




10.

11.

12,

13.

Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah vyang
selanjuinya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah vyang berkedudukan
sebagal unsur penyelenggara pemerintah daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Dinas Kebudayaan yang selanjutnya disebut
Disbud adalah Perangkat Daerah vang bertugas
sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang
kebudayaan dan Tugas Pembantuan vyang
diberikan kepada Daerah.

Badan Perencansan Pembangunan, Riset, dan
Inovasi Daerah atau yang disebut dengan
Bapperida adalah Perangkat Daerah vang bertugas
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan bidang
perencanaan, peneliian, dan pengembangan
daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah,.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara vang
selanjutnya  disingkat PPAS adalah program
prioritas dan batas maksimal anggaran vang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program dan lkegiatan sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan  anggaran
Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
vang sclanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk
periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah
vang sclanjuinya disingkat RPJMD adalah
dokumen  perencanaan Daerah Kabupaten
Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Disbud vang selanjutnya disebut
Renstra Disbud adalah deokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah vang
selanjutnya disingkat RKFD adalah doltumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode
l {satu} tahun.




14. Rencana Kerja Disbud yang selanjutnya disebut
Renja Disbud adalah dokumen perencanaan
Perangkat Dacrah untuk periode 1 (satu) tahunan.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
vang selanjutnyva disingkat RKA PD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu
FPerangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara
yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan PPAS APBD.

BAB 11
RUANG LINGKUP RENSTRA DISBUD

Pasal 2
Dokumen Renstra Disbud merupakan dokumen
perencanaan strategis Disbud untuk periode 5 (lima)
tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Disbud yang
memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja,
strategi dan kebijakan dalam Renstra Disbud yang
berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029,

Pasal 3
Dokumen Renstra Disbud bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi
pelaksanaan pembangunan dengan wisi misi
RPJMD dan sesuai dengan tupas dan fungsi
Disbud dalam kerangka waktu sesuai kapasitas
Disbud dalam implementasinya;

b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah
Daerah terkait perkembangan pelayanan Disbud
agar lebih dipahami dan bermanfaat bag
magyarakat;

¢. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah
diarahkan untuk menangani isu strategis yang
menjadi prioritas pelayanan Disbud;

d. menyediakan dasar (benchmark) untuk mengukur
sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan
dan sasaran Disbud;

e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah
yvang jelas untuk mencapai tujuan; dan

f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja
Disbud.
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BAB Il
SISTEMATIKA RENSTRA DISBUD

Pasgal 4

Renstra Disbud Tahun 2025-2029 menjadi
pedoman Disbud dalam menyusun Renja Disbud.
Renstra Disbud sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

B

bab I pendahuluan paling sedikit memuat:

1. latar Belakang;

2, dasar hukum penyusunan;

3. maksud dan tujuan; dan

4. sistematika penulisan.

bab 1l gambaran pelayanan, permasalahan

dan isu strategis Disbud paling sedikit

memuat:

1. gambaran pelayanan Disbud; dan

2. permasalahan dan isu strategis Disbud.

bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah

kebijakan paling sedikit memuat:

l. tujuan dan sasaran Renstra Disbud
Tahun 2025-2020;

2, strategi Disbud dalam mencapai tujuan
dan sasaran Renstra Tahun 2023-2029;
dan

3. arah kebijakan Disbud dalam mencapai
tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-
2029,

bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan

kinerja penyelenggaraan bidang urusan

pahng sedilat memuat:

1. uraian program, kegiatan, subkegiatan,
beserta kinerja, indikator, target, dan
pagu indikatif;

2. uraian  subkegiatan dalam rangka
mendukung program prioritas
pembangunan daerah;

3. tarpet keberhasilan pencapaian hijuan
dan sasaran Renstra tahun 2025-2029
melalui indikator kinerja utama Disbud;
dan

4, target kinerja penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah Tahun 2025-2029
melalui indikator kinerja kunci.
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e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
1. kesimpulan;
2. kaidah pelaksanaan; dan
3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
terhadap perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan.
Dokumen Renstra Disbud sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA DISBUD

(1)

(2]

(3

(4)

Pasal 5

Disbud melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Renstra Disbud dan
evaluasi hasil Renstra Disbud sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan dilaporkan
kepada Bupati melalui Kepala Bappenda.
Bapperida melakukan verifikasi atas hasil
pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Disbud
terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Disbud.
Kepala Disbud menindaklanjuti hasil verifikasi
scbagaimana pada ayat (2) scbagai bahan
penyempurnaan dan perbaikan Renstra Disbud.
Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi
sebagaimana ayat (1) dan ayat {2) berpedoman
pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BABR WV
PERUBAHAN RENSTRA DISBUD

Pasal 6

Perubahan Renstra Disbud dapat dilakukan apabila -

.

b.

perubahan  Renstra Disbud  mempedomani
perubahan RPJMD,

perubahan Renstra Disbud dilakukan sekurang
kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran,
program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan;
dan

apabila terdapat perubahan kelembagaan Disbud,
maka Renstra Disbud dapat dilakukan perubahan
dengan tetap mempedomani program, indikator
program dan pendanaan indilkatif dalam RPJMD,




Pasal 7

Perubahan Renstra Disbud sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(1)

(€]

(3]

()

BAB V1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal &
Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang
tercantum dalam Dokumen Renstra Disbud Tahun
2025-2029 dapat berubah sesuai dengan
perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun
berkenaan.
Dalam hal pelaksanaan Renstra Disbud terjadi
perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi
tidak mengubah indikator sasaran pembangunan
jangka menengah, perubahan dapat dilakukan
dalam Renja Disbud.
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja
dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun
keseluruhan pada bagian tersebut.
Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan,
bBelanja dan pembiayaan yang tercantum dalam
Peraturan Bupati ini merupakan angka vang
bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan
kebijakan pemerintah pusat, kebijakan
pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan
daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 9

Peraturan Bupati inmi mulai berlaku pada tangeal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

(AD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

n ...,. DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 277
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR 277 TAHUN 2025

TENTANG  RENCANA  STRATEGIS  DINAS
KEBUDAYAAN TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025-2029

BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 20252029, serta Surat
Edaran Bupati Bandung Nomor 000.8./042 / 398 / BAPPERIDA Tentang Surat
Edaran Agenda Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029, menegaskan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah dilakukan secara berjenjang dan sistematis sesual dengan periodisasi
dan substansinya, baik pada tingkat pemerintah dacrah maupun Peranghkat
Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri
darl Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Eencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Penyusunan dokumen RPJMD
dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah (Bapperida) Kebupaten Bandung, sementara penyusunan Renstra PD
menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah sesual dengan
tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Perangkat Daerah, termasuk Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung,
sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah, memerlukan
perencanaan strategis yang baik dan terukur sebagai dasar pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan. Renstra PD merupakan instrumen
perencanaan yang disusun dengan mengacu pada visi, misi, serta arah
kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD, dan bersifat
indikatil.

Pemerintah Kabupaten Bandung saat ini telah memiliki dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung
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Tahun 2025-2045 vang telah ditetapkan melalul Peraturen Daerah Nomor ©
Tahun 2024, serta dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2020
yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomeor 11 Tahun 2025, Dengan
demikian, penyvusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten
Bandung Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari sistem
peréncanasan pembangunan daerah vang bertujuan untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan vang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam
upaya memajukan kebudayaan daerah secara berkelanjutan.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung, sebagai salah satu Perangkat
Dacrah yang mengemban urusan pemerintahan bidang kebudayaan, memiliki
kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Sirategis [Renstra) sebagai
landasan perencanaan jangka menengah lima tahunan. Penyusunan Renstra
ini merupakan langkah awal yang penting dalam rangka pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun
2025-2029, serta menjadi pedoman dalam menyusun arah kebijakan dan
prioritas pembangunan sektor kebudayaan secara terarah, terukur, dan
berkelanjutan,

Adapun keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD
ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut;

Gambar 1.1 Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan PD

EEs s .- EESSRESsEmE RS e e e e e

e —Em

__.__ Ssmarn 3

Sumber : Hasil analisis Disbnad, 2025

Dalam proses penyusunannya, Renstra Dinas Kebudayaan didasari oleh
analisis lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, yang mencakup
identifikasi atas kekuatan [strengths), kelemahan (weaknesses), peluang
fopportunities), dan tantangan (threats). Analisis lingkungan internal dilakukan
untuk menggali berbagai permasalahan dan potensi yang ada dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama ini. Sementara itu, analisis
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lingkungan eksternal bertujuan untuk mengantisipasi dinamika perubahan di
luar organisasi, termasuk perkembangan sosial, ekonomi, teknologi, dan
regulasi, yang dapat berdampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan
kkebudayaan.

Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung disusun untuk
merumuskan strategi pembangunan kebudayaan yvang efektil dan efisien, serta
memberikan arah dalam pengambilan keputusan yang adaptif terhadap
perubahan. Dokumen ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strateg,
Kebijjakan, Program, dan Keglatan yvang disesuaikan dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas Kebudayaan serta berpijak pada arah kebijakan yang tertuang
dalam RPJMD. Renstra ini bersifat indikatil, dan juga berfungsi sebagai
dokumen publik vang menggambarkan komitmen pelayanan Dinas Kebudayaan
kepada masyarakat selama kurun waktu lima tahun mendatang.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas Kebudayaan juga menjadi
acuan utama dalam pelaksanaan fungsi organisasi, dengan mempertimbangkan
kondisi internal serta faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian
kinerja, Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) menjadi bagian
penting dalam penyusunan dokumen ini, guna memastikan bahwa setiap
strategi dan program yang dirumuskan benar-benar selaras dengan kebutuhan
masyarakat dan mendullung pencapaian visi pembangunsn kebudayaan
daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Dalam penvusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten
Bandung Tahun 2025 - 2029, mengacu pada :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 5168);

¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
(Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6055);

. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7040);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Ewvaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah scbagesimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-588%
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi




Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2023-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Sistern Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 3);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomeor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 63);

. Peraturan Dacrah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
|Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomer 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 20235 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121};

. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 000.8./042/398/ BAPPERIDA

Tentang Agenda Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten

Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut ;

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rensira Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung
Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyediakan pedoman
perencanaan strategis vang menjadi arah kebijakan pembangunan
kebudavaan daerah secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan guna
mewujudkan masvarakat Kabupaten Bandung wang berkarakter,
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berbudaya, dan memiliki jati diri yvang kuat melalui pelestarian dan

pemajuan nilai-nilai budaya lokal.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten

Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam kebijakan
sektoral di bidang kebudayaan dalam bentuk tujuan, sasaran,
strategi, dan arah kebijakan vang operasional dan terukur.

b. Meningkatkan efektivitas dan eflisiensi pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Kebudayaan dalam merencanakan dan melaksanakan
program/kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

c. Memberikan kerangka acuan strategis bagi seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders) pembangunan sektor kebudayaan di
Kabupaten Bandung dalam membangun sinergi lintas sektor dan
lintas wilayah.

d. Menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sektor
kebudayaan, melalui penyusunan indikator kinerja utama (IKU)
vang jelas dan dapat diukur setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistemnatika penulisan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten

Bandung adalah sebagai berikut :

BAE |

BAB 11

PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, serta sistematika penyusunan Renstra,

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGEAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas
secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian
capaian penting vang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra
Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian
program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan
hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui
Renstra Perangkat Daerah ini.



BAR III

BAB IV

BAB V

B |

TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi informasi tentang peran tugas, fungsi, dan struktur
organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daersh, mengulas secara
ringkas apa saja sumber daya vang dimiliki Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bandung dalam penvelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian capaian penting vang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung periode
sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas
Kebudayaan Kabupaten Bandung vang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, kinerja pelayanan
perangkatl deerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang
masih dihadapi serta tantangen dan pcluang pengembangan
pelayanan Dinas Kebudayaan dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra
Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung. Di bab ini menjelaskan pula
tentang Identifikasi permasalahan berdasarkean tugas dan fungsi
pelayanan Dinas Kebudayaan, telaahan visi, misi, dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan
Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu Strategis,
PROGRAM, KEGIATAN, SUB  KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan uraian program, kegiatan dan sub
kegiatan, beserta kinerja indikator, target, dan pagu indikatif,
Dikemukakan juga indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan target kinerja
penyelenggaran urusan pemerintahan daerah tahun 2025 - 2029
melalui Indikator Kinerja Kunci (TKK).

PENUTUP

Bab in1 memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan
pemerintahan daerah.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS
KEBUDAYAAN

2.1 QGambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Kebudayaan
Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2025
Tugas Pokok Dinas Kebudayaan mempunyai tugas pokek membantu
Bupati dalam penyusunan kebijakan serta menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kebudayaan, vang meliputi penpembangan
kebudayaan, pelestarian sejarah, budaya dan museum, =erta pengelolaan
kawasan pemajuan kebudayaan scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kebudavaan
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
b. Penyelenggaraan urusan pemeérintahan dan pelayanan umum yang
terkait dengan kebudayaan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional untuk
pengembangan, pelestarian, dan pemajuan kebudayaan daerah;
d. pengelolaan administrasi dinas secara menyeluruh dan akuntabel;
serta
e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan kewenangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2025
tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, bahwa
susunan organisasi Kebudayaan adalah sebagai berikut :
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Gambar 2.1 Bagan struktur organisasi Disbud Kabupaten Bandung

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN
KAB BANDUNG

mnm
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—
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PENELAAH TEKHIS KEELIALAN PIRGOLAH DATA BAM INFORMAS

Sumber : Hasil analisis Disbud, 2025
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Gambar 2.2 Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Kawasan Pemajuan
Kebudavaan

STRUKTUR UPTD DINAS KEBUDAYAAN

EASURAD TU UFTD PEPK

PEMGELDLA LAYANAN CPERASICHAL OPSRATOR LAY ANAN OPFRASIONAL USTD

Sumber | Hasll analisis Disbud, 2025
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A. Kepala Dinas
Mempunyai tugas pokok — memimpin, mengatur,
merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang Kebudayaan. Fungsi Kepala Dinas
Kebudayaan adalah :
1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan linglkup
tugasnya.
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum sesual dengan ingkup tugasnya.
3] Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
Lugasnya.
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan flungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin  oleh seorang Sckretaris vang
mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, penyusunan
program, pengelolaan umum dan kepegawalan scrta pengolahan
weuangan. Sekretanis membawahkan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
C. Bidang Pengembangan Kebudayaan

Bidang imi bertugas mengembangkan potensi kebudayaan
daerah, termasuk mengelola cagar budaya, serta dokumentasi
sejarah dan permuseuman. Kepala bidang ini mengoordinasikan
pelaksanaan kebijakan teknis, menyusun rencana kerja, serta
memantau dan mengevaluasi capaian kinerja. Di bawah bidang ini
terdapat jabatan fungsional seperti Pamong Budaya vang berperan
dalam perencanaan dan pelaksanaan program teknis.
D. Bidang Pelestarian Sejarah, Budaya, dan Museum

Bidang ini bertanggung jawab atas pelestarian warisan
budaya, kesenian tradisional, sejarah lokal, dan pengelolaan
museum. Tugas-tugasnya mencakup pengembangan kapasitas
SDM budaya, pelindungan dan pengelolaan cagar budaya, serta
penguatan lembaga-lembaga sejarah dan kesenian tradisional.
Kepala bidang ini juga memiliki kewenangan dalam pembentukan
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tim kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegatan
pelestarian budaya.
E. UPTD Pengelolaan Kawasan Pemajuan Kebudayaan

Unit Pclaksana Teknis Daerah ini memiliki peran dalam
mengelola kawasan yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan
pemajuan kebudaysan. UPTD bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas dan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang membawahi
Subbagian Tata Usaha. UPTD menyelenggarakan pembinaan,
pengembangan, dan penpendalian kawasan kebudayaan, serta
menyvediakan laporan kinerja dan dokumentasi pengelolaan teknis
operasional kawasan budaya.
F. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Pungsional mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara professional
berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan
dengan kebutuhan.
G. Pelaksana

Disermua unit organisasi terdapat jabatan pelaksana yang
membantu tugas-tugas administratil dan teknis. Tugas pelaksana
meliputi penelaahan teknis kebijakan, pengelolaan data dan
informasi, administrasi perkantoran, serta layanan operasional baik

di tingkat sekretariat, bidang, maupun UPTD.

Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap unit kerja dalam Disbud
wajib menjunjung prinsip-prinsip tata hubungan kerja yang
transpararn, akuntabel, kolaboratif, dan kontributf, Hubungan
kerja antara jabatan pimpinan, administrasi, dan fungsional
dilandasi oleh semangat kolegialitas dan integrasi yang memastikan
koordinasi efeltif di antara berbagai unit.

Dengan struktur yang komprehensif dan pembagian tugas
yang sistematis, Dinas Kebudayasn Kabupaten Bandung
diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memajukan
kebudayaan lokal, melestarikan warisan budaya, seria
mengembangkan kesenian dan tradisi sebagai bagian dari identitas
dan kekayaan daerah yang bernilai strategis bagi pembangunan
masyarakat Kabupaten Bandung.
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Pasca pemisahan kelembagasn antara Dinas Kebudayaan
dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bandung menghadapi tantangan sekaligus peluang
untuk memperkuat kapasitas kelembagaannya. Pemisahan ini
menuntut adanya penguatan fungsi, struktur, serta cakupan
layanan vang lebih fokus pada urusan kebudayaan. Namun
demikian, dalam praktik penyelengparaan pemerintahan daerah,
peningkatan lipe organisasi perangkat dacrah harus didasarkan
pada kajian objelktif yang menggambarkan kebutuhan nyata, beban
kerja, serta potensi pengembangan urusan kebudayaan ke depan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pada pericde Renstra 2025-2029
Dinas Kebudayaan merencanakan pelaksanaan kajian pemetaan
urusan kebudayaan, Kajian ini akan diarahkan untuk
mengidentifikasi secara komprehensif cakupan substansi, beban
kerja, sumber daya manusia, kelembagaan, serta dukungan sarana
dan prasarana yang terkait langsung dengan urusan kebudayaan.
Hasil kajian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai
tingkat kompleksitas urusan kebudayaan, sekaligus menjadi dasar
argumentasi dalam pengusulan kenaikan tipe dinas.

Kajian pemetaan ini tidak hanye bersifat administratif,
melainkan juga memperhatikan aspek strategis, yaitu bagaimana
kebudayaan di Kabupaten Bandung berperan sebagai kekuatan
identitas daerah, sumber dayva pembangunan, sekaligus instrumen
ketahanan sosial. Dengan pemetaan yang baik, Dinas Kebudayaan
dapat menyusun strategi kelembagaan yang lebih solid,
memastikan ketersediaan unit-unit layanan yang memadai, serta
mengoptimalkan tata kelola kebudayaan daerah sesuai amanat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan peraturan terkait lainnya.

Melalui kajian pemetaan ini, Dinas Kebudayaan menegaskan
komitmennya untuk memperkuat kelembagaan pasca pemisahan,
sehingga dapat bertransformasi menjadi perangkat daerah dengan
tipe yang lebih tinggi, sesuai dengan kompleksitas tugas dan fungsi
yang diemban. Dengan demikian, pelayanan kebudayaan di
Kabupaten Bandung akan semakin efektif, akuntabel, dan berdaya
saing, serta mampu mendukung pencapaian tujuan Renstra yaitu
“Terwujudnya Berkebudayaan Maju.”
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2.1.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan

Pada tahun 2025, jumlah pegawai Dinas Kebudavaan Kabupaten

Bandung berjumlah 22 [dua puluh dua) orang, terdirl dari 20 orang PNS
dan 2 orang PPPK. Dengan didukung oleh jumlah pegawai tersebut, tugas
pokolk dan fungsi dibagi habis kepada seluruh pegawai yang berada pada
tupoksi bidang-bidang, Seckretariat dan UPTD yang berada di Dinas
Kebudayaan. Untuk mengetahui jumlah pegawai dan tingkat pendidikan

vang bertugas di Dinas Kebudayaan Jawa Barat, sebagaimana tabel
berikut :

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Kebudayaan

My

Bidang/UPTD

Struloaral Fun

geional

JPT Pratama

Perendcana

g:
&
4

Administrator
Priaksana

Analis S0OM

Arsiparis

Pamong Budaya

Tat

—

—Profmata Kompter

=

Kepala Dinag

Brkretariat

Bideng
Pengembangan
Hebudaysan

Bidang
Pelestarian
Sgjarah
Budays dan
Museum

UPTD

Pemajuan
Kebudavaan

1 1|3

JUMLAH

d(1 (&5

13

Berdasarkan tabel nominatif pegawai, total pegawai yang tercatat
adalah 22 orang vang tersebar di berbagai bidang dan unit kerja. Berikut

Sumber : Hasil analisis Disbud, 2025

analisis dari data tersebut:

1. Komposisi Jabatan
a. Sebagian besar pegawai berada di sekretariat (8 crang), pegawai

lainnya tersebar di berbagai bidang yaitu di UPTD Pengelolaan
Kebudayaan (5 orang), Bidang Pelestarian Sejarah, budaya, dan
museum (5 orang), Bidang Pengembangan kebudayaan (3
orang).

. Jabatan struktural terdiri dari JPT Pratama (1 orang),

Administrator (3 orang), dan Pengawas (3 orang). Ini
menunjukkan bahwa jumlah pejabat struktural relatif sedilat
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dibandingkan dengan pegawal pelaksana dan fungsional.
2. Distribusi Pegawai Fungsional

a. Jabatan fungsional perencana, analis sumber daya manusia,
dan arsiparis belum terdapat pegawai (0 orang), vang
menunjukkan adanya kekosongan pada posisi strategis terkait
perencanaan, pengembangan SDM, pengelolaan data, maupun
dokumentasi arsip.

b. Jabatan fungsional Pamong Budaya (2 orang] menjadi satu-
satunya jabatan fungsional yang terisi dalam tabel ini
Jumlahnya masih terbatas, namun menunjukkan adanya
perhatian  terhadap  pelestarian dan  pengembangan
kebudavaan.

¢. Distribusi fungsional yang minim pada kategori lain dapat
berdampak pada kurang optimalnya fungsi analisis,
perencanaan, serta manajemen data, sehingga perlu adanya
penguatan jumlah dan kompetensi pada jabatan fungsional
tertentu.

Analisis Potensi Kesenjangan Sumber Daya
1. Distribusi Pegawai di Bidang Kebudayaan

a. Bidang Pengembangan Kebudayaan: 3 pegawai — 1
Administrator, 1 Pelaksana, 1 Pamong Budaya.

b. Bidang Pelestarian Sejarah, Budaya Dan Museum 5 pegawai —
1 Administrator, 1 Pelaksana, 1 Pamong Budaya.

¢. UPTD Pengelolaan Kawasan Pemajuan Kebudayaan: 5 Pegawal
— 1 administrator , 1 pengawas, 3 Pelaksana.

Temuan:

Sebagian besar Pamong Budaya (2 Crang) Pengelolaan kebijakan

dan program kebudayaan. Jumlah pamong budaya di bidang

Pengembangan kebudayaan 1 orang, yang cukup kecil di

bandingkan dengan kebutuhan pelestarian budaya

2. Perbandingan Pegawai Fungsional

a. Pamong Budaya: 2 orang, jumlah masih terbatas dan belum
merata di semua bidang.

b. Perencana, Analis SDM, Arsiparis: 0 orang, menunjukkan
kekozongan pada jabatan fungsional strategis.

Temuan:

a. Jumlah Pamong Budaya masih jauh dari kebutuhan ideal,
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mengingat fungsi utama dinas ini adalah pelestarian dan
pengembangan kebudayaan.

b. Kekosongan pada jabatan perencana, analis, dan arsiparis
berpotensi menghambat perumusan strategi berbasis data
scrita pengelolaan dokumentasi kebudayaan secara digital.

3, Keseimbangan antara Pegawai Administratif dan Fungsional

a. Komposisi pegawai masih didominasi oleh jabatan struktural
(JPT, Administrator, Pengawas) dan Pelaksana (total 22 orang).

b. Porsi fungsional sangat kecil (hanya 2 Pamong Budaya),
sehingga aspek pelaksansan program kebudayaan masih lebih
banyak ditopang oleh tenaga pelaksana umum dibanding
tenaga fungsional ahli.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai dan Tingkat Pendidikan ASN

Pendidikan
)] Bidang, UPTL Tot
CE) 52 81 | DIV | DIN | SMA | SMP | 5D

L Kepala Dinas 1 |

2 Seloretariat 3 3 2 B
Bidang

3 Pengembangan 2 1 ]
Kebudayaan
Bidang Pelestarian

4 Bejarah Budays 1 i &
dan Museum
UFTD kawasan

2 Pemajuan 1 1 3 ]
Kebudayaan .. .
JUMLAH & | E] 5 'I a9

Sumber : Hasil analists Disbud, 2025

Pada pendidikan strata 1 (S1) dilatarbelakangi oleh berbagai disiplin
ilmu seperti sarjana administrasi negara, sastra, antropologi, administrasi
pendidikan, administrasi pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial politik,
sejarah, biologi, seni, manajemen, teknik planclogi, arsitek, hubungan
internasional, bahasa, statistik, ilmu komunikasi, dan pariwisata.
Sedangkan pada program strata 2 (52| dilatarbelakangi oleh pendidikan
magister manajemen, kajian budaya, administrasi pendidikan, hukum,
administrasi negara, sastra, ekonomi, permuseuman, dan pariwisata.

Hampir separuh (40.9%] pegawai telah memiliki pendidikan
minimal 51, dan sekitar (36.4%) telah menyelesaikan pendidikan tinggi
(52). Namun, ada proporsi signifikan lulusan SMA (22.7%].

1. Beberapa temuan spesifik per unit kerja:
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a. Sekretariat menjadi unit terbesar dengan 8 orang, didominasi
oleh lulusan 81 (3 orang), 32 {3 orang), dan SMA |2 orang)
dengan sebaran vang relatfl merata.

b. UPTD Pengelolaan Kebudayaan merupakan unit dengan
jumlah pegawai (5 orang) dan variasi pendidikan yang paling
beragam lulusan 81 (1 arang) 82 (1 Orang) SMA (2 Orang).

c. Bidang Pengembangan Kebudayaan rata-rata merupakan unit
dengan jumlah pegawai (3 crang) lulusan S1 (1 orang) 32 (2
Orang.

d. Bidang Pelestarian Sejarah, Budaya, dan Museum rata-rata
merupakan unit dengan jumlah pegawai (5 orang) Iulusan 31
(4 orang) 32 (1 Orang)

¢. Kepala Dinas memiliki pendidikan, vaitu S2.

2. Catatan Penting dan Implikasi Kebijakan

a. Dominasi lulusan 81 dan 52 menandakan bahwa sebagian
besar pegawal berada dalam level manajerial dan teknis vang
memadai untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi
program-program strategls.

b. Tingginya jumlah lulusan SMA (5 orang), menunjukkan masih
perlunya program peningkatan kapasitas atau pengembangan
karier melalui pelatihan teknis atau penyetaraan kompetensi.

c. Kesenjangan jenjang pendidikan antar bidang (misalnya,
pemasaran vs kebudayaan atau UPTD) perlu diantisipasi agar
tidak menimbulkan ketimpangan beban kerja atau kualtas
hasil kerja.

d. Sumber daya manusia yang sudah bergelar 51 dan 32 (17 orang,
17%) dapat diberdayakan lebih strategis untuk mendukung
inovasi kebijakan, penguatan data, atau penyusunan naskah
akademik dan kerja sama lintas sektor.

3. Rekomendasi Strategis

a. Penguatan kompetensi SDM [ulusan SMA melalui pelatihan
tematik, bimbingan teknis, dan penugasan fungsional yang
SEegal.

b. Optimalisasi peran SDM S51/52 dalam kajian strategis dan
pengembangan kebijakan berbasis bukti.

c. Pemetaan ulang kebutuhan S8SDM per bidang untuk

menyamakan distribusi beban dan kapasitas, terutama antara
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sekretariat, bidang telnis, dan UPTD.

Tabel 2.3 Analisa Jumlah Pegawai berdasarkan Gender

Mo Uraian E P Tatal
1 | Kepala Dinas 1 1
2 | Sekretariat & 2 8
3 | Bidang Pengembangan Kebudayaan i‘j 2 3
4 Bidang Pelestarian Sejarah Budaya dan Muscum 3 ' 2 5
5 | UPTD Kawasan Pemajuan Kebudsyaan 4 1 >

i JUMLAH 15 7 23

Sumber : Hasil analisis Disbud, 2025

Komposisi pegawai menunjukkan dominasi laki-laki, 7 pegawai

adalah perempuan, menunjukkan tingkat representasi yang relatif

seimbang secara umum. Persentase laki laki sebesar 68% dan perempuan
sebesar 32%, Meskipun proporsi pegawai laki-laki lebih tinggi, partisipasi
perempuan sudah cukup signifikan dan merata di beberapa bidang.
Berikut analisa gender dari jumlah pegawai di lingkungan Dinas
Kebudayaan Kabupaten Bandung.

a. Dominasilaki-laki secara total masih terlihat, terutama pada posisi

di Sekretariat, namun di beberapa bidang fungsional dan
sekretariat, perempuan menunjukkan proporsi signifikan bahkan
sctara.

Bidang-bidang yang berkaitan dengan Pengembangan Kebudayaan
dan Bidang Pelestarian Sejarah, Budaya dan museum
menunjukkan potensi peran gender dalam fungsi komunikasi,
kreatif, dan pelayvanan publilk.

c. Jabatan struktural dan strategis tertinggi (kepala dinas) masih

dipegang oleh laki-laki, membuka peluang penguatan peran
perempuan dalam jabatan keahlian tinggi.

Rekomendasi Strategis

a. Mendorong pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembinaan

karier dan pengisian jabatan struktural dan fungsional strategis.
Mengoptimalkan potensi perempuan di bidang pemasaran,
kebudayaan, dan peran-peran inovatif untuk memperkuat kualitas
pelavanan publik.

Peningkatan kapasitas SDM perempuan, Khususnya dalam
pengembangan destinasi dan industri, agar terjadi keseimbangan
kontribusi lintas bidang.
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Saat ini Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung memiliki 3 [tiga)
sarana vang dapat digunakan untuk ruang atraksi dan apresiasi budaya
serta pelayanan Dinas Kebudayaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4 Sarana Pelayanan Dinas Kebudayaan

No. Sarana Pelayanan Urusan Kebudayaan

1. | UFTD PENGELOLAAN KAWASAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
a. GEDONG BUDAYA SOREANG
b. DOME BALERAME

c. GEDUNG SCIENCE CENTER
Sumber : Hasil analisis Disbud, 2025

Berikut adalah ruang informasi resmi terkait Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bandung:
a. Website resmi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dengan
situs: www.disbud. bandungkab.go.id
b. Sosial Media Dinas Kebudayvaan:
1. Instagram : @disbud kabbdg
2. Tiktok » {@disbud. kabbdg
c. Sosial Media UPTD Pengelolaan Kawasan Pemajuan Kebudayaan:

1. Instagram : @sciencecenter_soreang

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik, sarana dan
prasarana memiliki peran strategis sebagai pendukung utama
terlaksansnya program dan kegiatan Dinas Kebudayvaan. Kondisi sarana
pelayanan yang representatif akan berimplikasi langsung terhadap
kualitas kerja aparatur, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta
kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan kebudayaan.

Saat ini, fasilitas kantor Dinas Kebudayaan masih menghadapi
keterbatasan, baik dari aspek kapasitas ruangan, ketersediaan fasilitas
penunjang, maupun kesesuaian dengan standar pelayanan publik.
Rondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya tata kelola
kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta ruang interaksi
antara pemerintah daerah dengan masyarakat maupun pelaku
kebudayaan.

Scbagai jawaban atas kebutuhan tersebut, pada periode Renstra
2025-2029, Dinas Kebudayaan merencanakan pembangunan gedung
kantor baru vang representatif, modern, dan ramah budaya. Gedung ini
diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga
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sebagai cultural hub atau simpul interaksi budaya di Kabupaten
Bandung. Pembangunan gedung kantor Disbud akan didesain dengan
mempertimbangkan nilai-nilai arsitelkctur lokal Sunda, prinsip ramah
lingkungan, serta tata ruang yang mendukung integrasi pelayanan
publik.

Pembangunan gedung ini diproyeksikan menjadi salah satu
prioritas strategis dalam penguatan sarana pelayanan, karena akan
mendukung peninglkatan produktivitas aparatur, memperkuat identitas
kelembagaan Dinas Kebudavaan, serta menghadirkan ruang vang lebih
terbuka bagi masyarakat, komunitas, dan seniman dalam mengakses
layanan kebudayaan. Dengan tersedianya fasilitas kantor yang memadai,
diharapkan pelayanan Dinas Kebudayaan dapat berlangsung lebih cepat,
akuntabel, dan berkualitas, schingga berkontribusi pada pencapaian
tujuan besar Renstra, vaitu *Terwujudnya Berkebudayaan Maju® di
Kabupaten Bandung,

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Kebudayaan

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Urusan yang
menjadi Tanggung Jawab Dinas Kebudayaan

Kabupaten Bandung memiliki kekayaan budayva yang sangat
beragam, baik dalam bentuk seni pertunjukan, cagar budaya,
tradisi lisan, adat istiadat, maupun ekspresi budava lainnya.
Keanekaragaman ini merupakan identitas daerah vang harus dijaga
dan dikembangkan secara berkelanjutan. Di tengah perkembangan
dan kemajuan teknologi digital yang cepat, pelestarian budaya tidak
cukup dilakukan secara seremonial, melainkan perlu didukung
oleh sistern yang kuat, mampu menyesuaikan perubahan, dan
melibatkan peran aktif masyarakat.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung memandang bahwa
lingkung seni merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga
kesinambungan budaya. Lingkung seni berperan sebagai pelaku
aktif dalam pewarisan nilai-nilal budaya lokal, pengembangan,
pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.
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Gambar 2.3 Jumlah Lembaga /Linglkung Seni Per Kecamatan di
Kabupaten Bandung

JUMLAH LEMBAGA/LINGKUNG SENI PER KECAMATAN
DI KABUPATEN BANDUNG
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Sumber : Hesll analisis Disbud, 2025

Berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2024, terdapat 501
lingkung seni alktif yang tersebar di 31 kecamatan di Kabupaten
Bandung. Sebagian besar lingkung seni ini tumbuh secara mandiri
dan Dberbasis komunitas/lembaga, menunjukkan tingginya
partisipasi masyarakat dalam menjaga |kelestarian dan
mengembangkan budaya.

Pelestarian dan pengembangan budaya melalui
pemberdayaan lingkung seni merupakan strategi kunci dalam
membangun peradaban dacrah yang berkarakter. Melalui
dukungan kebijakan, memfasilitasi, dan kolaborasi lintas sektor,
diharapkan lingkung seni dapat terus berkembang sebagai budaya
yang tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga menjadi
motor penggerak inovasi dan identitas daerah di masa depan.

Dalam rangka pelestarian warisan budaya, Dinas
Kebudayaan Kabupaten Bandung terus melakukan inventarisasi,
verifikasi, serta pengembangan objek-objek cagar budaya di wilayah
Kabupaten Bandung. Berdasarkan data dari Portal Satu Data
Kabupaten Bandung, terdapat sejumlah 111 objek vang tercatat
sebagai cagar budaya pada periode 2020-2022. Namun, pada tahun
2023 hingga 2024, jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi
107 objek. Penurunan ini disebabkan oleh proses verifikasi ulang
vang mengklasifikasiltan ulang beberapa objek berdasarkan kriteria
ketat dari tim ahli cagar budaya.
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Gambar 2.4 Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Bandung

Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Bandung per
Tahun (2017-2024)
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Bumber ; Hasil analisis Diskod, 2025

Adapun dari total tersebut, sebanyak 60 objek telah masuk
dalam program pengembangan secara berkelanjutan sejak tahun
2020 hingga 2023. Pada tahun 2024, terdapat penambahan tiga
objek yang sedang dikembangkan, yaitu Situs Cikahuripan, Situs
Gintung Gantunpgan, dan Makom Galudra (Garuda Ngupuk), vang
semuanya berlokasi di Kecamatan Ibun.

Meskipun demikian, hingga tahun 2021, mayoritas situs
tersebut belum memiliki status resmi scbagai cagar budaya.
Penetapan status resmi memerlukan proses kajian oleh Tim Ahl
Cagar Budaya (TACB) dan persetujuan dari pemerintah daerah.
Percepatan penetapan cagar budaya menjadi prioritas dalam
pelaksanaan kebijakan pelestarian.

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2024, sebanyak 7 Objck
Diduga Cagar Budaya (ODCB) telah resmi ditetapkan sebagai cagar
budaya, di antaranya adalah Candi Bojongmenje, Radio Nirom
Rancackek, Rumah Bupati Wiranatakusumah V, dan Pabrik Kina
Kertasari.
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Gambar 2.5 Visualisasi Data Kebudayaan di Kabupaten Bandung
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Bumber : Hasll analisss Disbud, 2025

Sebagal daerah yang kaya akan warisan budaya, Kabupaten
Bandung memiliki potensi besar dalam pelestarian dan
pengembangan kebudayaan. Berdasarkan data terbaru Dinas
Kebudayaan Kabupaten Bandung, berikut adalah kondisi terkini
ekosistem kebudayaan di wilayah ini:

1. Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan sebanyak 15 objek telah
ditetapkan sebagai Cagar Budaya Tingkat Kabupaten melalui
mekanisme penilaian dan verifikasi oleh Tim Ahli Cagar
Budaya. Objek-objek ini telah memiliki status perlindungan
hukum dan menjadi prioritas pelestarian, konservasi, serta
pengembangan kawasan strategis budaya.

2. Kabupaten Bandung juga memiliki 111 objek yang telah
tercatat sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB). Objek-
objek ini menunjukkan potensi signifikan untuk ditetaplan
sebagai cagar budaya di masa mendatang dan sedang dalam
proscs kajian, inventarisasi, dan dokumentasi lanjutan oleh
Dinas Kebudayaan.

3. Terdapat 9 lembaga kebudayaan yang aktif, baik berbentuk
yayasan, komunitas adat, maupun organisasi lokal vang
memiliki peran penting dalam pelestarian nilai-nilai budaya,
pendidikan tradisional, serta pelaksanaan event seni dan
budaya masyarakat.
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4, Ekosistem kesenian di Kabupaten Bandung sangat dinarmis
dengan keberadaan 501 unit komunitas seni, vang terdiri
dart;

» Lingkung seni kampung

» Paguron pencak silat

» Sanggar tari dan karawitan

» Komunitas kreatif berbasis budaya
Lingkung seni ini menjadi ujung tombak pelestarian budaya
di tingkat lokal, sekaligus menjadi wadah regenerasi pelaku
Seni.

2. Kaebupaten Bandung mencatat sedikithya 51 jenis kesenian
vang tumbuh dan berkembang di masyarakat, meliputi seni
musik, seni pertunjukan, seni kriva, seni tari dan seni sastra.
Ragam kesenian ini menjadi fondasi utama dalam penguatan
wdentitas budaya daerah,

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan hehwa
Kabupaten Bandung memiliki ekosisiern budaya yang hidup,
dinamis, dan partisipatif, serta memerlukan arah kebijakan yvang
strategis dan berkelanjutan dalam pelestarian, pengembangan, dan
pemanfaatan nilai-nilai budaya Iokal untuk generasi mendatang.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK
Tahun 2021-2024

Perencanaan pembangunan merupakan proses vang
berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta
pengendalian dan evaluasi, Hasil pembangunan yvang disajikan
dalam bentuk evaluasi pelaksanaan Renstra merupakan informasi
penting bagi proses perencanaan periode berikutnya.

Pencapaian indikator Kinerja utama pada Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bandung tahun 2021 sampal dengan tahun 2024,

sebagaimana tabel di bawah ini:
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Tabel 2.5 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2024

Mo

Indilcator
Kinerja

Target Renstra Perangkat Doemh Tehun ke-

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian Pada Tahun

e

Sesual Tugas
dan Fungsi
Perangkat
Craerah

2022

2033

2024

2005

2026

2022

2023

2024

2025

2026

2022

2023

2024

2025

2026

i)

i2)

1=

14)

(5

([

(M

(B)

(9]

(10)

(11]

(12)

|13}

(14)

(15

{16

(17)

| Eebudayaan

Indelks
Pembangunan

49 Poin

50 Poin

51 Poin

22,25 Poin

52,50 Poin

55,07 Poin

55,00
Poin

56,19
Pain

N/A

N/A

L12,38%: | 1

10, 1 8%

110,59%

N/A

N/A

Peraentase
Oyl
Pemajuan
Eebudayaan
¥Yang

Ot

18%

27

7%

2%

2T%

27%

2a%

N/A

N/A

1504

203,70%

N/A

N/A

dilestarikan

Bumber: hasil anadisis isbud, 2025
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Pada tabel vang disajikan dapat terlihat, Indikator pertama
vang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam sektor
kebudayaan adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan.
Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku
kebijakan dan data wyang berkaitan dengan pembangunan
kebudayaan di Kabupaten Bandung. Data ini diperoleh
berdasarkan kajian yang dilakukan untuk menilai realisasi
Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bandung, dengan
menggunakan 7 dimensi, yaitu: Ekonomi Budaya, Pendidikan,
Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Kebebasan Ekspresi
Budaya, Budava Literasi dan Gender.

Melalui  indikator-indikator tersebut, [PK  dapat
menggambarkan sejauh mana kebudayaan lokal terus berkembang
dan mendapat perhatian di berbagai sekter kehidupan masyarakat.
Realisasi yang melebihi target ini menunjukkan upaya nyata dalam
meningkatkan  kualitas pembangunan  kebudayaan dan
pengembangan  potensi daerah melalui  kebudayaan yang
berkelanjutan.

Pada indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK),
realisasi capaian dari tahun 2022 hingga 2024 secara konsisten
melampaul target yvang telah ditetapkan. Misalnya, pada tahun
2022 target IPK sebesar 49 poin, namun realisssi mencapai 55,07
poin atau setara dengan 112,38% dari target. Tren capaian tersebut
berlanjut hingga tahun 2024, dengan realisasi 56,19 poin, yvang
berarti melampawi target 51 poin dengan rasio pencapaian
110,59%. Capaian ini mencerminkan kerjasama vang solid antara
pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku seni dalam menjaga
dan mecmperkenalken kebudayaan lokal, serta meningkatnya
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya sebagai bagian
dari identitas daerah.

Faktor pendukung yang dapat mendorong tercapainya Indeks
Pembangunan Kebudayaan ini antara lain partisipasi masyarakat,
dukungan anggaran, dan kolaborasi dengan organisasi budaya. Di
sisl lain, faktor penghambat seperti kurangnya edukasi budaya,
keterbatasan sarana dan prasarana, atau minimnya pelatihan bagi
pelaku seni dapat menghambat tercapainya target yang diinginkan,
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Selanjutnya, indikator kedua wvang digunakan yaim
Persentase objek pemajuan kebudayaan wvang dilestarikan,
indikator ini merupakan suatu instrumen vang digunakan untuk
mengukur sejauh mana pembangunan kebudayaan berhasil
dilaksanakan, Pembangunan kebudayaan mencakup berbagai
aspek penting, salah satunya adalah kualitas objek pemajuan
kebudayaan yang meliputi pengelolaan dan pelestarian sejarah,
cagar budaya, serta museum sebagai bagian dari warisan budaya
bangsa.

Dalam hal i, persentase tersebut menunjukkan hubungan
antara jumlah objek kebudayaan vang berhasil dilestarikan dengan
jumlah objek yang telah teridentifikasi atau terdaftar untuk
dilestarikan, Scmakin tinggi persentase objek kebudayaan yang
dilestarikan, semakin berhasil pula wupaya pemajuan dan
pelestarian kebudayaan yvang dilakukan. Hal ini penting dalam
mendukung keberlanjutan dan perkembangan kebudayaan, serta
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnys menjaga
warisan budaya untuk generasi mendatang,

Indikator Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang
Dilestarikan juga memperlihatkan capaian yang jauh melebihi
terget. Sejak tahun 2022, realisasi sebesar 27% telah melampaui
target yang hanya 9%, dengan rasio pencapaian mencapai 300%.
Pada tahun 2024, capaian meningkat pesat menjadi 55%, jauh di
atas target 27% dengan rasio pencapaian 203,70%. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa program pelestarian objek pemajuan
kebudayaan berjalan dengan akselerasi yvang signifikan, bahkan
melebihi ekspektasi awal wyang dituangkan dalam dokumen
perencanaan. Hal ini dapat dimaknai sebagai hasil dari penguatan
kolaborasi antara pemerintah daerah dengan komunitas budaya,
serta adanya dukungan regulasi dan kebijakan vang lebih progresif.

Secara keseluruhan, kedua indikator menunjukkan capaian
vang konsisten positif dan berada jauh di atas target yang
direncanakan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa terdapat
ketidaksinkronan antara target yang ditetapkan dengan realisasi
capaian di lapangan. Target yang relatif rendah membuat capaian
terlihat sangat tinggl, padahal secara substansi hal ini
mencerminkan perlunyva peninjauan ulang terhadap penetapan
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target kinerja agar lebih realistis dan berbasis capaian aktual.
Dengan demikian, perencanaan pada periode selanjutnya
diharapkan dapat menctapkan target yang lebih menantang namun
tetap terukur, sehingga mampu mendorong pemajuan kebudayaan
secara lebih optimal dan berkelanjutan,

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran
vang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Kebudayaan pada
Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan,
dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif, transparan, dan akuntabel, diperlukan suatu evaluasi
menyeluruh terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran yang
tclah menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan. Evaluasi ini tidak
hanya dimaksudkan untuk menilai sejauh mana program,
kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas
Kebudayaan Tahun 2021-2026 telah dilaksanakan, tetapi jugs
untuk melihat efektivitas, efisiensi, serta dampak dari implementasi
kebijakan yang telah dijalankan.

Melalui evaluasi capaian kinerja, dapat diketahui tingkat
keberhasilan indikator yang telah ditctapkan dalam Renstra,
sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara target dengan
realisasi. Sementara itu, evaluasi capaian anggaran memberikan
gambaran mengenal sejauh mana pemanfeatan sumber daya
keuangan daerah mampu mendukung pencapaian sasaran
strategis bidang kebudayaan. Dengan demikian, evaluasi ini
menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah
anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat
optimal bagi masyarakat, khususnya dalam pemajuan,
pelindungan, dan pelestarian kebudayaan daerah.

Selain berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban,
hasil evaluasi juga menjadi bahan refleksi dan perbaikan kebijakan
ke depan. Berikut data capaian kinerja dan anggaran Dinas
Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun




=

Selama pericde 2022 hingga 2024, capsian program urusan
kebudayaan di Kabupaten Bandung memperlihatkan dinamika
vang cukup baik, Secara umum, indikator utama seperti persentase
kebudayaan yang dilindungi, persentase kesenian tradisional yang
dibina, serta persentase cagar budaya yang dilestarikan
menunjukkan konsistensi pencapaian, bahkan dalam beberapa
kasus melampaui target. Hal ini tampak, misalnya, pada jumlah
borang kebudayaan yang terpelihara yang awalnya ditargetkan
hanya satu pada tahun 2022, namun mampu meningkat hingga
tiga borang pada tahun 2024, Begitu pula pada perlindungan objek
pemajuan kebudayaan, realisasi yang semula direncanakan satu
objek, pada kenvataannya dapat menjangkau hingga tiga objek
pada tahun terakhir pengamatan. Fenomena ini menggambarkan
adanya dorongan positif dari masyarakat maupun kelembagaan
daerah dalam menghidupkan agenda pelestarian budaya.

Meskipun demikian, tidak semua indikator memperlihatkan
capaian serupa. Pada aspek pengembangan kesenian tradisional,
meskipun persentase kesenian yang dibina relatif stabil di angka
lima persen dan jumlah lembaga kesenian tradisional aletif
meningkat dari dua puluh lingkungan seni pada tahun 2022
menjadi tiga puluh lingkungan seni pada tahun 2024, realisas)
anggaran memperlihatkan fluktuasi yang tajam. Demikian pula
kegiatan standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia
kesenian tradisional masih jauh dari target, di mana pada tahun
2022 misalnya, dari target enam ratus peserta, hanya sekitar
seratus enam puluh peserta yang dapat terlibat, Kesenjangan ini
menunjukkan adanya perscalan dalam perencanaan teknis
maupun keterbatasan kapasitas pelaksanaan di lapangan.

Kondisi vang serupa juga terjadi pada program pembinaan
sejarah. Indikator persentase sejarah Kabupaten Bandung yang
terpelihara memang tetap berada pada kisaran lima persen, dan
jumlah sejarah lokal yvang dikelola pun konsisten sesuai target.
Namun, indikator-indikator lain yang berkaitan dengan
pemberdayaan sumber daya manusia sejarah, penyediaan sarana,
maupun akses informasi masyarakat terhadap sejarah belum
berjalan optimal. Pada 2023 dan 2024, misalnya, hampir tidak ada
realisasi kegiatan di aspek tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa
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sejarah, sebagai salah satu pilar kebudayaan, belum memperoleh
perhatian penuh dalam prioritas anggaran maupun kebijakan.

Berbeda dengan sejarah, program pelestarian  dan
pengelolaan cagar budaya memperlihatkan capaian yang lebin
solid. Persentase cagar budaya yang dilestarikan konsisten berada
pada angka empat persen sesuai target, bahkan jumlah penetapan
cagar budaya meningkat dari lima ohjek pada 2022 menjadi tujuh
objek pada 2024. Meski demikian, pendaftaran objek dugaan cagar
budaya belum terlaksana secara rutin. Pada 2022 sempat
terealisasi dua belas objek, tetapi setelah itu kegiatan serupa tidak
berlanjut. Situasi ini menunjukkan bahwa aspek pelestarian
berjalan baik, tetapi sistem pendataan belum berkesinambungan
sehingga berpotensi mengurangi basis informasi kebudayaan
daerah.

Sementara itu, program pengelolaan permuseuman relatil
baru berkembang. Indikator persentase muscum yang dikelola
mulai diarahkan sejak 2023 dengan target sepuluh persen, dan
pada 2024 sudeh terdapat realisasi sarana prasarana museum
meskipun jumlsh museum yang terkelola masih nol. Artinya,
pembangunan fondasi kelembagaan sudah dimulai, tetapi
substansi pengelolaan masih tertinggal. Jika tidak segera diatasi,
museum berpotensi menjadi indikator stagnan. Namun, hal ini juga
membuka peluang untuk melakukan inovasi melalui konsep
museum digital yang lebih murah, adaptif, dan mampu menjangkau
generasi muda yang akrab dengan teknologi.

Dari gambaran tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa
capaian program kebudayaan di Kabupaten Bandung dalam tiga
tahun terakhir memperlihatkan keberhasilan pada aspek
pelestarian yang bersilat fisik dan kuantitatif, seperti jumlah
borang, objek, jenis kesenian, atay cagar budaya. Namun, aspek
vang bersifat penguatan kapasitas sumber daya manusia,
dolkumentasi, dan pengelolaan informasi belum berjalan optimal.
Secara diagnostik, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di
antaranya keterbatasan anggaramn, prioritas pembangunan yang
lehih diarahkan ke sektor lain, serta belum kuatnya dukungan
kelembagaan untuk program yang bersifat non-fisik.
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Dengan demikian, arah kebijakan ke depan periu
menekankan pentingnyva digitalisasi kebudayasan, baik melalui
pengembangan database sejarah dan borang daring, maupun
museum digital. Di samping itu, kemitraan dengan komunitas seni,
perguruan tinggi, dan lembaga adat menjadi kunci untuk
meningkatkan kualitas program. Perencanaan anggaran pun harus
lebih realistis dan disesuaikan dengan kapasitas implementasi,
agar kesenjangan antara target dan realisasi tidak lagi terlalu lebar.
Pada saat yang sama, penguatan SDM budaya melalui pelatihan,
sertifikasi, dan pembinaan yang lebih terstrulktur perlu dijadikan
prioritas, sehingga kebudavaan Kabupaten Bandung dapat terus
berkembang tidak hanya secara kuantitatif, tetapi juga secara
substantif dan berkelanjutan.

2.1.4 HKelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan tepat
sasaran, identifikasi kelompok sasaran menjadi aspek penting dalam
penyusunan dan pelaksanaan program di Dinas Kebudayaan Kabupaten
Bandung. Kelompok sasaran merupakan pihak-pihak yang secara
langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari berbagai
layanan, kebijakan, dan kegiatan yang dilaksanakan pleh dinas. Kinerja
dinas pun secara langsung dipengaruhi oleh ketepatan dalam
menjangkau dan melayani kelompok sasaran, yang tercermin dalam
pencapaian indikator kinerja utama (IKU) serta keberhasilan program
strategis daerah di bidang kebudayaan.

Kelompok sasaran pembangunan kebudaysan di Kabupaten
Bandung periode 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan
mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan serta arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun
2025-2029, Dalam kerangka tersebut, kelompok sasaran diturunkan dari
empat dimensi pokolk pemajuan kebudayaan, vaitu pelindungan,
pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

1. Kelompok Sasaran dalam Dimensi Pelindungan

Dimensi pelindungan kebudayaan diarahkan kepada pihak-pihak

yang memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya,

baik berwujud maupun tak berwujud.
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a. Magvarakat adat dan komunitas budaya lokal menjadi
kelompok utama, karena mereka adalah penjaga langsung
kearifan lokal, tradisi, dan pranata sosial yang diwariskan
antargenerasl.

b. Lembaga adat dan tokoh masyaralat yang memelihara tatanan
budaya tradisional juga menjadi sasaran penting, schingga
dukungan berupa penguatan kelembagaan adat, inventarisasi
warisan budaya, hingga revitalisasi upacara adat menjadi
bagian dari strategi pelindungan.

¢. Pemerintah dess/kelurahan diposisiken sebagai mitra dalam
melestarikan situs budaya dan menjaga lingkungan sosial
budaya agar tetap selaras dengan identitas lokal.

2. Kelompok Sasaran dalam Dimensi Pengembangan

Dimensi pengembangan menekankan pada kreativitas, inovasi,

serta adaptasi budava dengan kebutuhan zaman.

a. Seniman, budayawan, dan peclaku seni kreatif menjadi moter
penggerak, sehingga kelompok ini difasilitasi melalu pelatihan,
ruang ekspresi, dan dukungan produksi karya.

b. Generasi muda, pelajar, dan mahasiswa menjadi kelompok
strategis, sebab mereka diharapkan tidak hanya mewarisi
budaya leluhur, tctapi juga mampu mengolahnya ke dalam
format baru yang sesuai dengan perkembangan digital, media
sosial, maupun industri kreatif.

¢. Lembaga pendidikan, pusat studi, dan komunitas kreatif juga
termasuk kelompok sasaran, karena berperan dalam
menciptakan inovasi pengembangan seni, literasi budaya, dan
kajian ilmiah sebagai dasar kebijakan kebudayaan.

3. Kelompok Sasaran dalam Dimensi Pemanfaatan

Dimensi pemanfsatan berorientasi pada bagaimana kebudayaan

dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam aspek

snsial, ekonomi, maupun pariwisata berbasis budaya.

a. Masyarakat luas menjadi sasaran utama, agar dapat
mengakses, menikmati, dan mengambil manfaat dan produk
dan kegiatan budaya. Pemerataan akses akan memastikan
tidak ada kesenjangan antara wilayah dengan potensi budaya
besar dan wilayah dengan potensi terbatas.
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b. Pelalu usasha dan ekonomi kreatif berbasis budaya menjadi
kelompok sasaran lain yang perlu diperkuat agar warisan
budaya dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi
tanpa kehilangan nilai esensialnya.

c. Pemerintah daerah dan perangkat desa juga termasuk
kelompok sasaran dalam pemanfaatan, karena dapat menjadi
fasilitator penyelenggaraan festival budaya, pameran, maupun
integrasi nilai budava ke dalam pembangunan lokal,

4. Kelompok Sasaran dalam Dimensi Pembinaan
Dimensi pembinaan menekankan pada peningkatan kapasitas,
penguatan kelembagaan, serta tata kelola kebudayaan.

a. Aparatur Dinas Kebudayaan dan perangkat daerah terkait
menjadi kelompok sasaran kunci, karena pembinaan kapasitas
mereka skan menentukan keberhasilan implementasi program
kebudayaan. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, serta
pemahaman filosofis tentang kebudayaan sangat diperiukan.

b. Organisasi kemasyarakatan, lembaga kesenian, dan sanggar
budaya juga menjadi kelompok sasaran pembinaan, agar
memiliki tata kelola yang sehat, berjejaring, dan berkelanjutan.

c. Komunitas digital dan media lokal yang berperan dalam
publikasi dan dokumentasi kebudayaan termasuk sasaran baru
dalam era digitalisasi. Pembinaan diarahkan agar media
mampu mengemas kebudayaan sccara menarik, kredibel, dan

mendidik masyarakat.

Dengan mengacu pada empat dimensi pemajuan kebudayaan,
kelompok sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung 2025-2029
tukan hanya terbatas pada pelaku seni atau masyarakat adat, melainkan
juga meluas ke masyarakat umurmn, gencrasi muda, dunia usaha, lembaga
pendidikan, serta aparatur pemerintahan. Setiap dimensi pemajuan
kebudayaan menuntut pendekatan yang berbeda terhadap kelompok
sasarannya, namun pada akhirnya semua diarahkan untuk menciptakan
ekosistern kebudayaan yang terlindungi, berkembang, bermanfaat, dan

terbina secara berkelanjutan.

2.1.5 Mitra Dinas Kebudayaan dalam Pemberian Pelayanan
Dalam penyelenggaraan pelayanan kebudayaan, Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bandung menempatkan kemitraan sebagai fondasi penting.
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Kompleksitas kebudayaan yang mencakup pelindungan, pengembangan,
pemanfaatan, dan pembinaan tidak mungkin dijalankan secara sepihak,
melainkan memerhukan dukungan lintas sektor. Oleh karena itu, mitra
dalam pemberian pelayanan bukan hanya pemecrintah, melainkan juga
masyarakat adat, lembaga dan komunitas kebudayaan,
akademisi/lembaga riset, dunia usaha, media, hingga lembaga
internasional. Bentuk kemitraan yang dibangun meliputi konsultasi,
fasilitasi, pendampingan, pembiayaan, hingga promosi, yang semuanya
diarahkan wuntuk memperkuat ckosistem kebudayaan Kabupaten
Bandung,.

Mitra pertama vang menempati posisi strategis adalah perangkat
daerah lain di Kabupaten Bandung. Misalnya, dengan Dinas Pendidikan,
Dinas Kebudayaan dapat memberikan layanan berupa penyusunan
muatan lokal berbasis budaya Sunda, hingga program literasi budaya di
sekolah. Dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, layanan
diwujudkan dalam bentuk fasilitasi Festival Budaya yang
mengintegrasikan scni  pertunjukan dengan potensi  pariwisata.
Sementara dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, bentuk layanan
konkrit berupa digitalisasi naskah kuno, dokumentasi arsip sejarah, dan
literasi budava untuk anak-anak sekolah.

Selanjutnya, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi juga
menjadi mitra penting. Melalui Kementerian Kebudayaan, layanan yang
diberikan kepada masyarakat berupa registrasi Warisan Budaya
Takbenda (WBTb), sertifikasi seniman, serta bantuan revitalisasi situs
budaya. Dengan Dinas Pariwisata dan Kcbudayaan Provinsi Jawa Barat,
layanan diwujudkan dalam bentuk fasilitasi partisipasi Kabupaten
Bandung pada Festival Budaya, pameran seni, serta promosi bersama
potensi budaya lintas kabupaten/kota.

Kemitraan vang lebih dekat hadir bersama lembaga adat, tokoh
masyarakat, dan komunitas budaya lokal Bentuk layanannya meliputi
fasilitasi pelaksanaan upacara adat, penyediaan sarana untuk kesenian
tradisional, hingga dokumentasi ritual budaya. Melalui pola ini, lembaga
adat bukan sekadar penerima bantuan, tetapi mitra yang menentukan
arah pelestarian nilai-nilai lokal scsuai dengan tradisi yang dijaga turun-
emuran.

Adapun dengan dunia akademisi/lembaga riset, layanan
kebudayaan diwujudkan dalam bentuk penelitian bersama teniang
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sejarah  lokal, kuliah umum tentang nilai budaya Sunda, serta
pendampingan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyvarakat
berbasis kebudayasan. Sekolah-sekolah pun difasilitasi melalul lomba
baca naskah kuno, festival dongeng, atau program kelas kreatif budaya.
Hal ini menjadikan dunia pendidikan bukan hanya sarana transfer ilmu,
tetapi juga arena pembinaan generasi penerus budaya.

Dengan organisasi kemasyarakatan, sanggar seni, dan kemunitas
kreatif, layanan vang dikembangkan sangat beragam. Misalnya, fasilitasi
izin penyelenggaraan festival budaya rakyat, bantuan alat musik
tradisional untuk sanggar seni, pelatihan manajemen organisasi budaya,
hingga promosi hasil karya komunitas kreatif di pameran daerah maupun
nasional. Bentuk layanan ini bersifat langsung menyentuh akar rumput
dan menjadikan masyarakat sebagal subjek aktif dalam ekosistem
kebudayaan,

Dalam konteks dunia usaha dan media, layanan kebudayaan
diwujudkan dalam bentuk kerja sama sponsorship festival budaya,
publikasi karya seniman lokal, program CSR perusahaan untuk
mendukung pelestarian cagar budaya, hingga kampanye literasi budaya
melalui media digital. Media massa berperan besar dalam memperluas
akses layanan, misalnya dengan menayangkan siaran langsung
pertunjukan seni tradisional, membuat rubrik budaya di surat kabar
lokal, atau mengangkat kisah komunitas budaya dalam format digital
vang lebih menarik bagi generasi muda.

Dengan demikian, layanan kebudayaan yang diberikan Dinas
Kebudayaan Kabupaten Bandung tidak berjalan dalam ruang sempit
birckrasi, tetapi didukung jejaring kemitraan yang luas. Setiap mitra
memiliki peran berbeda: ada yang menjadi konsultan nilai budaya, ada
yang mendukung secara teknis, ada yang menyediakan pembiayaan, dan
ada pula yang memperluas promosi. Semua diarahkan untuk
memastikan bahwa pelayanan kebudayaan mampu melindungi,
mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayasan daerah

gsecara berkelanjutan.
2.2 Permasalahan dan [su Strategis Dinas Kebudayaan

2.2.1 Penelaashan RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025-2020 menempatkan sektor kebudayaan sebagal
bagian penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang
berkepribadian, berkelanjutan, dan inkhasif, Dalam dokumen tersebut,
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pembangunan kebudayaan tidak hanya diarahkan pada pelestarian nilai-
nilai budaya, tetapi juga pada penguatan identitas nasional, peningkatan
peran budaya dalam pembangunan ekonomi dan sosial, serta
pelindungan terhadap warisan budaya, baik benda maupun takbenda.

Foltus utama arah kebijakan nasional di bidang kebudayaan
meliputi: (1] pemajuan kebudayaan melalui pelestarian, pengembangan,
dan pemanfaatan budava lokal; (2) penguatan kelembagaan budaya
termasuk revitalisasi taman budaya, museum, dan pusat seni; (3)
pengarusutamaan budaya dalam pembangunan lintas sektor; serta (4]
fasilitasi dan pendampingan komunitas budaya untuk meningkatkan
peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya. Pemerintah pusat juga
mendorong penciptaan ekosistem budaya yang inklusil melalui kebijakan
afirmatif terhadap komunitas adat dan kelompok rentan, serta penguatan
kapasitas SDM kebudayaan.

Salah satu strategi utama dalam kebijakan nasional adalah
pelaksanaan Strategl Pemajuan Kebudayaen sebagai tindak lanjut dari
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Strategi ini mencalup penguatan data pokok kebudayaan melalui
pemnutakhiran secara nasional, fasilitasi penyusunan Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah (PPKD), serta sinergi program antara pusat dan
daerah untuk mendorong keberlanjutan kebudayaan sebagai sumber
kekuatan pembangunan nasional. Pemerintah juga menekankan
pentingnya perlindungan kekayaan intelektual komunal (KIK), revitalisasi
bahasa daerah, dan pengembangan pendidikan budaya di sSCIMua jenjang
pendidikan.

Transformasi digital juga menjadi prioritas nasional dalam
kebijakan kebudayaan, yang mencakup digitalisasi arsip budaya,
penvebaran konten budaya melalui platform daring, serta integrasi sistem
informasi budaya nasional dan dacrah. Sclain itu, kebijakan nasional
mendorong pelaksanaan diplomasi budaya untuk memperkuat posisl
Indonesia dalam percaturan budaya global.

Dengan arah kebijakan nasional tersebut, Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bandung diharapkan dapat menyelaraskan program-
programnya, baik dalam bentuk pelindungan warisan budaya, penguatan
identitas budaya lokal, pemberdayasn komunitas seni, maupun
penciptaan ruang-ruang ekspresi budaya. Dukungan pusal, baik dalam
bentuk kebijakan, pendanaan, pelatihen SDM, maupun fasilitasi
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kelembagaan, merupakan peluang strategis vang dapat dimanfaatkan
secara optimal oleh daerah dalam memperkuat peran kebudayaan sebagai
bagian integral dari pembangunan Kabupaten Bandung,

222 Review Renstra K/L dan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, scktor
kebudayaan ditempatkan sebagai salah satu pilar penting dalam strategi
pembangunan kerakyatan yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan.
Meski fokus utama dokumen ini lebih menyasar pembangunan ekonom:,
kebudayaan tetap memperoleh porsi signifikan, terutama terkait
pengarusutamaan nilai budaya dalam pengembangan destinasi dan
komunitas.

Provinsi Jawa Barat secara cksplisit mengedepankan penguatan
nilai budaya daecrah melalui program revitalisasi kesenian tradisional,
pengembangan muscum dan museum budaya, serta pendokumentasian
dan perlindungen terhadap warisan budaya, mencerminkan komitmen
dalam Program Pengembangan Nilai Budaya dan Pengelolaan Kekayaan
Budaya. Langksh ini sejalan dengan upaya daerah dalam memperkuat
identitas budaya dan meningkatkan apresiasi publik terhadap budaya
lokal.

Strategi pengembangan kebudayaan provinsi juga menekankan
pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, komunitas, akademisi, dan
sektor swasta, sebagai bagian darli pendekatan kolaboratif. Peningkatan
kapasitas SDM kebudayaan, digitalisasi arsip dan data budaya, serta
fasilitasi pendaftaran HAKI dan Kekayaan Intslektual Komunal (KIK)
menjadi bagian dari kebijakan strategis. Hal ini selaras dengan kebijakan
nasional yang mendorong transformasi digital dan perlindungan budaya
berbasis hukum,

Dengan arahan provinsi tersebut, Kabupaten Bandung merniliki
peluang besar untuk menyelaraskan program kebudayaan lokal seperti
revitalisasi kesenian tradisional, penguatan fasilitas budaya (taman
budaya, balai kesenian), digitalisasi museum, serta dukungan terhadap
komunitas budaya dan KIK lokal sehingga dapat berkontribusi langsung
pada target pembangunan Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ini membuka
ruang sinergi dan akses pendanaan prograr kebudayaan yang lebih luas
dan berdaya guna bagi masyarakat.
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2.2.3 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Kebjjakan urusan kebudayvaan dalam RPJMD Kabupaten Bandung
Tahun 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat identitas dan karakter
masyarakat lokal sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. lsu
strategis terkait pemajuan kebudayean telah menjadi bagian penting
dalam rumusan misi pembangunan daerah, khususnya dalam
mendorong pembangunan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal,
pelestarian warisan budaya, serta penguatan ketahanan sosial melalui
revitalisasi nilai-nilai budaya Sunda.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung, sebagai perangkat daerah
baru hasil pemekaran, memiliki tenggung jawab strategis dalam
mengarusutamakan kebudayaan ke dalam setiap aspek pembangunan.
Dalam dokumen RPJMD, kebijakan pembangunan kebudayaan secara
eksplisit dijabarkan melalui sasaran strategis pembangunan daerah,
seperti meningkatnya indeks pembangunan kebudayaan, terwujudnya
pelestarian cagar budaya dan tradisi lokal, serta meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam aktivitas seni dan budaya.

Program-program utama yang diamanatkan dalam RPJMD
Kabupaten Bandung mencakup:

a. Program Pelestarian Warisan Budaya Daerah, dengan fokus pada
pendataan, perlindungan, dan pemanfaatan cagar budaya serta
ekspresi budaya tak benda.

b. Program Revitalisasi Kesenian Tradisional, melalu pembinaan
komunitas seni dan pelaksanaan event budaya daerah secara
berkelanjutan.

c. Program Peningkatan Literasi dan Edukasi Budaya, termasulc
integrasi muatan lokal dalam pendidikan dan pelibatan generasi
muda dalam pelestarian budaya.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029,
kebijakan pembangunan kebudayaan diarahkan untuk memperkuat
karakter masvarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
berakhlak, serta mendorong pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang
mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pembangunan kebudayaan ditempatkan secara strategis dalam upaya
membentuk jati diri daerah, memperkuat solidaritas sosial, serta sebagai
sarana edukatif dan ekspresi masyarakat lintas generasi.
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Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung secara langsung
berkontribusi terhadap Mist 1, vaitu *Meningkatkan kualitas sumber daya
manusia berakhlak dengan didukung keberpihakan penguatan
kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong
perlindungan bagi anak.” Dalam kerangka ini, peran kebudayaan bukan
hanya sebagai pelestarian seni dan adat istiadat, tetapi juga sebagai
sarana edukasi karakter, penguatan identitas, serta pemberdayaan
kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan komunitas adat.

Kebijakan ini dilengkapi dengan strategi pembangunan Indeks
Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang terdiri dari tujuh dimensi: ekonomi
budaya, ketahanan sesial-budaya, warisan budaya, bahasza, keseman,
literasi, dan budava polittk. Pemerintah Kabupaten Bandung
menargetkan peningkatan IPK melalui kegiatan pelestarian budaya yang
inklusif, terukur, dan berbasis masyarakat.

Lebih lanjut, penelaahan terhadap RPJMD menunjukkan bahwa
arah kebijakan tersebut sejalan dengan Rencana Aksi Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Bandung, khususnya pada rencana aksi ke-18 yaitu
Pelestarian dan Pengembangan Budaya. Rencana Aksi ini memiliki
beberapa poin strategis, antara lain:

1. Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Takbenda - melalui
inventarisasi, registrasi, penetapan, dan perlindungan objek budaya.
Ini selaras dengan sasaran RPJMD tentang peningkatan persentase
objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi.

2. Revitalisasi Seni Tradisi dan Adat Istiadat Lokal - melalui fasilitasi
pertunjukan seni tradisional, pendampingan komunitas adat, dan
penguatan peran sanggar seni. Poin ini mendukung RPJMD dalam
mengembangkan budaya lokal sebagai kekuatan identitas daerah.

3. Pengembangan Festival, Event, dan Atraksi Budaya - sebagai
wahana promosi kebudayaan sekaligus penggerak ekonomi kreatif.
Agenda ini beririsan dengan kebijakan RPJMD terkait peninglkatan
dava saing daerah berbasis potensi lokal.

4. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kebudaysan - melalu
pengembangan sistem informasi kebudayaan, digitalisasi arsip
budaya, dan promosi budaya secara daring. Hal ini mendukung
RPJMD vang mendorong transformasi digital dalam pelayanan
publik.
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5. Penguatan Pendidilkan dan Literasi Budaya — dengan memasuklkan
nilai-nilai budaya dalam pendidikan formal dan non-formal, serta
meningkatkan literasi budaya generasi muda. Agenda ini sejalan
dengan sasaran RPJMD di bidang peningkatan kualitas SDM yvang
berkarakter dan berbudaya.

6. Pemberdayaan Komunitas Seni dan Budaya - melalui fasilitasi
pembinaan, pemberian ruang ekspresi, serta kemitraan dengan
masyarakat. Arah ini mendukung sasaran RPJMD terkait partisipasi
masyarakat dalam pembangunan kebudayaan.

Dengan adanya keterpaduan ini, Dinas Kebudayaan memiliki peran
strategis sebagai pelaksana utama Rencana Aksi di bidang kebudayaan.
Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Renstra 2025-2029 tidak
hanya merupakan implementasi dari RPJMD, tetapi juga menjadi
instrumen nyata untuk mendukung komitmen politik kepala dacrah
dalam menjaga identitas budaya Kabupaten Bandung.

2.2.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung 2024-
2044 merupakan pedoman penting dalam mengarahkan pembangunan
daerah agar berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial,
budaya, dan kelestarian lingkungan. Sebagai bagian integral dari
Kawasan Strategis Nasional (KSN] Cekungan Bandung, Kabupaten
Bandung memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai wilayah penyangga
metropolitan Bandung Raya, tetapi juga sebagai pusat kegiatan pertanian,
industri non-polutif, energi, pariwisata, serta pelestarian kebudayaan.

Arahan RTRW Kabupaten Bandung menekankan pada tiga aspek
utama, vaitu pola ruang, struktur ruang, dan kawasan strategis. Dari sist
pola ruang, Kabupaten Bandung membagi wilayahnya ke dalam kawasan
lindung dan kawasan budidaya yang dikelola secara berimbang, Kawasan
lindung, seperti hutan konservasi, sempadan sungai, dan kawasan
resapan air, memiliki fungsi vital dalam menjaga daya dulkung
lingkungan. Sementara itu, kawasan budidaya diarahkan untuk
pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, energi,
industri, serta pariwisata.

Dalam konteks kebudayaan, penataan ruang memberikan ruang
bagi perlindungan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan tradisi
masyarakat. Misalnya, kawasan wisata budaya seperti Jelekong yang
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dikenal sebagai pusat seni lukis, atau kampung adat seperti Cirendeu,
harus diposisikan sebagai bagian dari ruang budayva yang dilindungi dan
dikembangkan. Arahan RTRW juga menempatkan sektor pariwisata,
termasuk wisata budaya, scbagai salah satu motor penggerak
pembangunan dengan alokasi ruang seluas +630 hektar di berbagai
wilayah seperti Rancabali, Ciwidey, dan Baleendah.

Dari sisi struktur ruang, Kabupaten Bandung mengembangkan
sistem pusat permukiman mulai dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
seperti Soreang-Kutawaringin dan Majalaya-Ciparay, hingga Pusat
Pelayanan Lingkungan (PPL) di tingkat antar desa, Hirarki ini menjadi
penting dalam memastikan bahwa Kkegiatan kebudayaan tidak hanya
terkonsentrasi di pusat kabupaten, tetapi juga tersebar merata hingga ke
wilayah perdesaan, Dengan demikian, akses masyarakat terhadap
fasilitas kebudayaan, ruang ekspresi seni, serta situs-situs bersejarah
dapat lebih merata.

Selanjutnya, pengembangan kawasan stratcgis juga menjadi faktor
kunci dalam mendukung misi kebudayaan. Kawasan Terpadu
Permukiman Tegalluar (KTPT) dan Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu
(KSTB) dirancang tidak hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,
tetapi juga sebagai simpul penyedia fasilitas publik, termasuk pusat sent,
budaya, dan olahraga. Sementara itu, di wilayah Bandung Selatan,
pengembangan kawasan berbasis konservasi dan lingkungan hidup
diarahkan untuk mendukung wisata alam berkelanjutan, pertanian
ramah lingkungan, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Arah ini
sejalan dengan upaya pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan dan
berakar pada kearifan lokal.

Dengan demikian, penelaahan terhadap RTRW Kabupaten
Bandung menunjukkan bahwa kebijakan tata ruang memberikan
kerangka spasial yang dapat mendukung peran Dinas Kebudayaan dalam
mencapai sasaran Renstra 2025-2029. Kesesuaian arah tata ruang
dengan kebutuhan pelindungan warisan budaya, pengembangan pusat
seni, serta integrasi pariwisata budaya menjadi landasan penting dalam
memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Bandung tidak hanya
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian
identitas budaya daerah.
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225 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS] Sesuai dengan Pelayanan Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bandung

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS] RPJMD Kabupaten
Bandung 2025-2029 menegaskan bahwa integrasi aspek kebudayaan ke
dalam pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu pilar penting.
KLHS mengaitkan pelayanan Dinas Kebudayaan dengan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (IPB), khususnya TPB 8.9.1 tentang
promosi pariwisata berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan
ekonomi dan pelestarian budaya lokal.

Berdasarkan capaian TPB 8.9.l.a) jumlah wisatawan
mancanegara, data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Kabupaten
Bandung hanya menerima 1.748 wisatawan mancanegara, meningkat
signifikan menjadi 57.324 wisatawan pada 2023, tetapi angka ini masih
jauh di bawah target nasional Perpres 111/2022, yaitu 16-17 juta
wisatawan. Proyeksi skenario business as usual (BAU) memperlihatkan
jumlah wisatawan tetap meningkat, namun tidak akan mencapai target.
Sebaliknya, skenaric dengan upaya tambahan memperkirakan jumlah
wisatawan dapat mencapai 17,7 juta pada tahun 2029, sesuai target
nasional.

Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan yang harus ditangani
dengan strategi lebih integratif, termasuk melalui penguatan peran Dinas
Kebudayaan dalam promosi budaya dan pariwisata berkelanjutan. Selain
itn, KLHS menyoroti bahwa upaya pelestarian budaya di Kabupaten
Bandung masih terbatas pada tradisi yang sudah terverifikasi, sementara
masih banyak warisan budaya lain yang belum terdokumentasi secara
memadai. Rekomendasi KLHS menekankan perlunya pendataan ulang,
verifikasi, dan digitalisasi tradisi budaya agar pelestarian dapat dilakukan
gecara menyeluruh, adaptif, dan berkesinambungan.

KLHS juga mengarahkan agar dilakukan kajian kelayakan
pembangunan museum daerah. Museum tidak hanya berfungsi sebagai
ruang penyimpanan koleksi, tetapi juga sebagai pusat riset, edukasi, dan
promosi budaya yang dapat mendukung daya tarik wisata Kabupaten
Bandung. Hal ini sejalan dengan rekomendasi agar penguatan
kelembagaan kebudayaan menjadi prioritas, termasuk penyusunan
perencanaan koleksi, kurasi, serta pengembangan kapasitas pengelolaan
kelembagaan.
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Dengan demikian, analisis terhadap KLHS menegaskan tiga agenda
strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung. Pertama, memperkuat
basis data dan digitalisasi warisan budaya agar terintegrasi dengan
kebijakan pembengunan berkelanjutan. Kedua, memprioritaskan
pembangunan museum daerah sebagai pusat pelestarian dan promosi
budaya. Ketiga, mengintegrasikan program pelestarian budaya dengan
pengembangan pariwisata berkelanjutan guna mendukung capalan
indikator TPB. Ketiga agenda tersebut merupakan bentuk kontribuasi
nyata Dinas Kebudayaan terhadap pencapaian pembangunan daerah
vang berkelanjutan, inklusif, serta berkeadilan.

2.2.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung memiliki tugas pokok
melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang kebudayaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi
terschbut, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, baik yang bersifat
internal maupun eksternal. Permasalahan ini menjadi faktor yang
memengaruhi efektivitas pencapaian kinerja dan pelaksanaan program di
bidang kebudayaan.

Beberapa permasalahan utama pelayanan Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bandung antara lain berkaitan dengan keterbatasan sumber
daya manusia yang memiliki kompetensi spesifik di bidang kebudayaan,
seperti tenaga fungsional budaya, kurator, maupun pendamping
komunitas seni. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan program
kebudayaan, termasuk inventarisasi dan pendokumentasian warisan
budaya, belum berjalan optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran pada
program pelestarian dan pengembangan kebudayaan juga menjadi
kendala, sehingga sejumlah kegiatan strategis seperti revitalisasi seni
tradisi dan perlindungan cagar budaya belum dapat dilaksanakan secara
menyelaruh.

Permasalahan berikutnya adalah masih lemahnya sistem informasi
yang mendukung pengelolaan data kebudayaan secara terintegrasi.
Ketiadasan basis data yang komprehensif menyulitkan proses
perencanaan dan evaluasi berbasis bukti (evidence-based planning).
Tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kebudayaan pun
belum merata, sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan akses

informasi dan kapasitas komunitas budaya di beberapa wilayah.




R

Di sisi lain, koordinasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah
maupun pemangku kepentingan eksternal, masih perlu diperkuat. Tanpa
adanya sinergi yang kuat, pelaksanaan program kebudayaan sulit
menghasilkan dampak yang luas, terutama dalam upaya mewujudkan
pemajuan kebudayaan.

Tabel 2.7 Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten

Bandung
Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Sumber Daya | Keterbatasan tenaga Jumlah SDM minim:
Manusia fungsional budaya, kompetensi teknis
kurator, dan pelestarian dan
pendamping komunitas | manajemen
seni kebudayaan masih
rendah
Anggaran Program pelestarian, Alokasi anggaran
pendokumentasiar, terbatas; prioritas

dan revitalisasi budaya

| belum optimal

belanja masih folos
pada urusan lain

| Infrastrultur &

Sistemn Informasi

Data kebudayaan

belum terkelola secara

Belum ada sistem
informeasi

terpadu kebudayaan yang
terintegrasi;
lemahnya
pemanfaatan
telcnologi informasi
Partisipasi Keterlibatan Akses informasi
Masyarakat masyarakat dalam terbatas; kapasitas
keglatan kebudayaan komunitas budaya di
masih belum optimal wilayah tertentu
dan belum merata masih lemah
“Kocrdinasi Lintas Sinergi program Mekanisme
Sektor antarperangkat daerah | koordinasi belum
dan pihak eksternal terbangun baik;
masih belum optimal kolaborasi pentahelix

belum optimal

Pelestarian Budaya

Cagar budaya, seni
tradisi, dan warisan
takbenda belum
terlindung sepenuhnya

Minimnva
pendanaan,
lemahnyva regulasi
ieknis, serta
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Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
kurangnya
dukungan SDM

| pelestarian
Sumber ; Hasil Analisis Disbud, 2025

2.2.7 [su Strategis

Dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, perumusan isu
strategis menjadi tahapan penting untuk memastikan bahwa kebijakan,
program, dan kegiatan vang dirancang benar-benar selaras dengan
tantangan lingkungan strategis, baik di tingkat global, nasional, regional,
maupun lokal. Isu strategis dimaknai sebagai permasalahan pokok yang
berimplikasi besar terhadap arah kebijakan pembangunan kebudayaan
dan memerlukan perhatian serius agar tujuan dan sasaran pembangunan
daerah dapat tercapai.

1. Lingkup Global

Pada tingkat global, perkembangan tcknologi informasi, digitalisasi,
dan arus budaya lintas negara menjadi faktor dominan yang
memengaruhi dinamika kebudayaan. Fenomena globalisasi tidak hanya
membawa peluang, tetapi juga ancaman terhadap kelestarian identitas
budaya lokal. Media sosial, platform streaming, dan teknologi kecerdasan
buatan telah mengubah pola konsumsi budaya, mendorong lahirnya
bentuk-bentult seni baru, selealigus menggeser tradisi lisan, pertunjukan
langsung, dan ekspresi budaya berbasis komunitas.

Selain itu, forum-forum internasional seperti UNESCO mendorong
negara-negara untuk aktif melestarikan warisan budaya dunia, termasuk
vang bersifat tak benda. Kabupaten Bandung, yang memiliki kekayaan
seni tradisi, bahasa, dan pengetahuan lokal, harus merespons dinamika
global ini dengan memperkuat strategi pelindungan budaya,
mengembangkan inovasi digital, serta menempatkan budaya lokal sebagai
bagian dari diplomasi kultural.

2. Lingkup Nasional
Secara nasional, arah kebijakan pembangunan jangka menengah
tahun 2025-2020 menegaskan bahwa kebudayaan merupakan salah satu
fondasi pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Nemor 5 Tahun
2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan empat pilar utama,
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yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan
kebudavaan., Sejalan dengan itu, RPJMN 2025-2029 menekankan
pentingnya penguatan ekosistem kebudayaan melalui penyelamatan
objek pemajuan kebudayaan, peningkatan kapasitas pelaku budaya,
serta integrasi kebudayaan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Bagi Kabupaten Bandung, arah kebijakan nasional tersebut
menjadi pedoman untuk memperkuat kelembagaan kebudayaan,
meningkatkan peran tenaga fungsional budaya, memperluas akses
masyarakat terhadap layanan kebudayaan, dan mengeptimalkan potensi
budaya sebagai sumber kesejahteraan.

3. Lingkup Regional

Pada skala Provinsi Jawa Barat, isu kebudayaan ditempatkan
scbagai salah satu agenda prioritas pembangunan. Renstra Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat 2025-2029 menekankan
pentingnya pelindungan budaya lokal, revitalisasi ruang-ruang budaya,
serta penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Dalam konteks
ini, Kabupaten Bandung scbagai salah satu pusat budaya Sunda memilika
posisi strategis. Wilayah ini dikenal dengan keragaman seni tradisi,
bahasa Sunda vang kuat, serta komunitas budaya yang dinamis.

Namun, seiring dengan urbanisasi, industrialisasi, dan perubahan
tata ruang wilayah, kebudayaan menghadapi tekanan yang cukup besar.
Oleh karena itu, perlu adanya strategi untuk menjaga keseimbangan
antaras modernisasi dan pelestarian kearifan lokal, termasuk melalui
revitalisasi situs budaya, pemberdayaan komunitas seni, serta penguatan
literasi budaya bagi generasi muda.

4. Lingkup Lokal
Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS] RPJMD Kabupaten
Bandung 2025-2029 menunjukkan sejumlah isu yang relevan dengan
pembangunan kebudayaan, Di antaranya adalah:
a. Belum optimalnya pemanfeaatan kearifan lokal dalam pembangunan
daerah.
bh. Kerentanan hilangnya identitas budaya akibat urbanisasi, migrasi,
dan modernisasi.
¢. Rendahnya kesadaran generasi muda dalam menjaga dan

melestarikan budaya.




d. Terbatasnya infrastruktur kebudayaan sepertl gedung

pertunjukan, museum, dan pusat dokumentasi.

. Keterbatasan tenaga fungsional kebudayaan dan sumber dava

manusia yang kompeten di bidang seni dan budaya.

Belum maksimalnya pemanfaatan potensi kebudayaan untuk
mendukung ekonomi kreatif daerah.

Isu-isu tersebut diperkuat oleh aspirasi masyarakat yang

menghendaki agar kebudayaan tidak hanya dilestarikan scbagai simbaol

identitas, tetapi juga dirmanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan

kesejahteraan.

5. Potensi Daerah

Meskipun menghadapi tantangan, Kabupaten Bandung memiliki

potensi besar dalam pengembangan kebudayaan. Potensi tersebut antara

lain:

.

Warisan budaya tak benda berupa seni tradisi (karawitan,
jaipongan, wayang golek, seni beluk, dan lainnya).

Kekayaan bahasa dan sastra Sunda yang masih hidup di tengah
masyarakat.

Keberadaan situs-situs sejarah dan cagar budaya yang dapat
dijadikan ruang edukasi dan pariwisata.

. Komunitas seni dan budava yang aktif, mulai dari sanggar seni,

kelompok masyarakat adat, hingga komunitas kreatif.
Kedekatan dengan pusat pendidikan tinggi di Bandung Raya yang
dapat menjadi mitra pengembangan riset kebudayaan.

Rumusan lsu Strategis PD
Berdasarkan identifikasi permasalahan, telashan isu global,

nasional, regional, serta potensi daerah, maka isu strategis kebudayaan
Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dapat dirumuskan sebagai
berilout:
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Tabel 2.8 Isu Strategis Dinas Kebudayaan

Potensi Daerah yang

sy KLHES vang Relevan

Isu Lingkungan Dinamis

Permasalahan PD = . . Isu Strategis PD
Menjadi Kewenangan PD dengan PD (Glebal) (Masional) |Regional)
Warisan budaya tak Hilangnya sebagian warisan Belum optimalnya Homogenisasi U s fiﬁl T Perlindungan budaya | Penguatan
henda (seni tradisi, budava akibat urbanisasi, alih | pemanfaatan kearifan budaya akibat tentang lokal Jawa Barat pelindungan dan
bahasa Sunda, fungsi lahan, dan minim lokal dalam globalisasi Pemajuan revitalisasi warisan
pengetahuan loloal) dokumentasi pembangunan daerah Kebudayaan, budaya lokal sebagai
RPJMN 2025~ identitas daerah
2029
[pelindungan
objek budaya)
“orunitas seni. sangmar, | Rendabnya kesadaran generasi | Rendahnya kesadaran Pergeseran nilai | Penguatan | Pendidikan karakter | Peninghatan literasi
pesantren budayva muda terhadap kebudayaan generasi muda terhadap | akibat | ckosistem berbasis budaya budaya dan
pelestarian budaya digitalisasi dan | pelaku budaya, pelibatan generasi
media sosial pembinaan muda dalam
penerasi muda pelestarian budaya
Lembaga adat, kemumnitas | Terbatasnya tenaga IungskrtnaJ Keterbatasan SDM Perubahan Penguatan Penguatan kapasitas | Penguatan SDM dan
scni, perguruan tinggi dan infrastruktur kebudayaan | kebudayaan kebutuhan SDM dan kelembagaan budaya | kelembagaan
seni di Bandung Raya kompetensi kelembagaan Jabar kebudayaan
global kebudayaan
[digitalizasi
budaya)
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Potensi Daerah yang
Menjadi Kewenangan PO

Permasalahan PI

HI_EJ;I KLHE vang Helevan

lsu Lingkungan Dinamis

isu Strategis PD

Produk kriva, fesyen,
kuliner, seni pertunjukan
khas

‘Kurang;n;.'a pemanfastan
budaya sebagai basis
pembangunan ekonomi

Kearifan lokal (leuweung
larangan, tata mang

adat, gotong rovong)

Sumber- Hasil Analisis Disbud, 2025

Kurang terintegrasinya budaya
dalam perencanaan
Fembangunan

dengan FD (Glebal) iMasional) (Regional)
Belum mal:ai';n_ahya Tren global Budaye sebapgai | Pengembangan Pemanfaatan
pemanfaatan potensi ekonomi kreatll | sumber ekonomi kreatif kebudayaan untuk
budaya untuk ekonomi berbasis kescjahteraan berbasis kearifan mendorong ckonomi
daerah budaya [RPIMN 2025— | lokal kreatil dacrah
2029
Belum optimalniya | 1su Elobal FPemajuan Budaya sebagai Integrasi nilai-nilai
integrasi budaya dalam pembangunan | kebudayaan basis pembangunan | budaya dalam
pembangunan berkelanjutan dalam daerah Jabar PeErencanaan
berkelanjutan [SDGs) pembangunan pembangunan
berkelanjutan dacrah berkelanjutan
[RPJMN 2025
2029)
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BAB Il
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung
Tahun 2025-2029

Dalam sebuah perencanaan pembangunan, penetapan tujuan dan
sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis terpenting vang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggl dalam perencanaan vang selanjutnya
akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas. Penjabaran dari
tujuan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung, yaitu hasil
yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang terineci, dapat diukur dan
dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek.

Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai
di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan., Adapun
sasaran adalah penjabaran dar fujuan yaitu hasil yang akan dicapal secara
nyata oleh Dinas Kebudayaan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur
melalui penetapan indikator beserta targetnya. Penetapan tujuan dan sasaran
strategis diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan
alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi tap
tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun yvang akan dijabarkan lebih lanjut
dalam suatu rencana kinerja (performance plan) tahunan.

Oleh karena itu, tujuan dan sasaran yang akan dirumuskan harus
bersifat *SMART", artinya bahwa tujuan dan sasaran harus spesifik (Specific),
dapat diukur (Measurable), dapat dicapai (Achievable), dapat dilaksanakan
[Relevant] dalam waktu tertentu [Time Bound). Tujuan dan sasaran vang SMART
akan mampu menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan untuk
kemudian menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029,

3.1.1 Tujuan
Tuan: Terwujudnya Berkebudayaan Mane Tujuan ini mengarah
pada upaya membangun kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung
yvang berbudaya, berkarakter, dan menjadikan kebudayaan sebagai
landasan utama pembangunan daerah. Berkebudayaan maju berarti
terciptanya ckosistern budaya yang hidup, produktif, dan inklusif, di
mana nilai-nilai budaya Sunda mampu tumbuh dan berkembang selaras
dengan tantangan zaman. Kemajuan kebudayaan tidak hanva diukur dari
jumlah kegiatan kesenian yang dilaksanakan, tetapi juga dari seberapa
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kuat budaya lokal menjadi identitas, sumber inspirasi, serta kekuatan
sosial dan ekonomi masvarakat.

Upaya ini meliputi pelestarian warisan budaya, pengembangan
ckspresi seni kontemporer yang berakar pada tradisi, serta pemanfaatan
budaya sebagai sumber pembelajaran, penguatan karakter, dan
pemberdayaan masyvarakat. Dinas Kebudayaan mendorong agar
kebudayaan tidak sekadar menjadi ornamen seremoni, tetapi benar-benar
hadir dalam kehidupan sechari-hari—dalam pendidikan, tata kelola
komunitas, pengembangan desa budaya, hingga kegiatan ekonomi kreatif
berbasis budayva lokal. Dengan terwujudnya berkebudayaan maju,
Kabupaten Bandung dapat menjadi daerah vang kuat dalam identitas,
berdaya dalam inovasi, dan harmonis dalam keberagaman,

Dalam upaya tercapainya tujuan Dinas Kebudayasn agar
Terwujudnya Berkebudayaan Maju di Kabupaten Bandung, Indeks
Pembangunan Kebudayaan (IPK] menjadi instrument pengukuran vang
disusun pemerintah untuk menilai capaian pembangunan kebudayaan
sccara nasional dan daersh. [PK mencakup beberapa dimensi, sepert
Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sesial Budaya, Warisan
Budaya, Kebebasan Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender, yang
mencerminkan bagaimana kebudavaan dilestarikan, dikembangkan,
dibina sckaligus dimanfaatkan dalam kehidupan masvarakat. Melalui
IPK, pemerintah dapat memetakan potensi, tantangan, serta arah
kebijakan kebudayaan agar lebih terukur dan berkontribusi nyata
terhadap pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung.

3.1.2 Sasaran

Sasaran: Meningkatkan Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda
terhadap Pembangunan Daerah. Sasaran ini berfokus pada bagaimana
nilai-nilai dan ekspresi budaya Sunda tidak hanva bertahan di tengah
arus globalisasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap
pembangunan daerah. Ketahanan budaya mencerminkan kemampuan
masyarakat dalam mempertahankan, melestarikan, dan mewariskan
kebudayaan lokal dari generasi ke generasi. Sementara kontribusi budaya
mengacu pada peran budaya dalam membentuk perilaku sosial vang
positif, mendukung scktor ekonomi kreatif, serta memperkuat jati diri
daerah di tengah dinamika pembangunan.

Pencapaian sasaran ini mencakup meningkatnyva dokumentasi dan
pelindungan warisan budaya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni
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dan budaya, keterlibatan generasi muda dalam pelestarian tradisi lokal,
hingga penguatan kelembagaan komunitas budaya di tingkat desa,
Dengan sasaran ini, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung tidak hanya
menjaga warisan leluhur, tetapi juga mengaktifkan budava sebagai
kelkkuatan pembangunan yang dinamis dan transformatif.

Hal ini sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2010 tentang Cagar Budaya menjadi landasan utama bagi Dinas
Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pelestarian Objek Diduga Cagar
Budaya/Cagar Budaya daerah. Melalui regulasi ini, Dinas Kebudayaan
memiliki peran strategis untuk melakukan inventarisasi, penetapan,
perlindungan, serta pengelolaan cagar budaya agar tetap terjaga nilai
sejarah, ilmu pengetahuan, dan identitas kebangsaan. Dinas Kebudayaan
juga berwenang membentuk dan memberdavakan Tim Ahli Cagar Budaya
(TACB), memiasilitasi penelitian, serta memastikan bahwa setiap
kebijakan pembangunan dacrah selaras dengan prinsip pelestarian Objek
Diduga Cagar Budaya/Cagar Budaya.

Selanjuinya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan yang memberikan landasan kuat bagl Dinas
Kebudayaan dalam merumuskan dan melaksanakan program
kebudayaan di daerah. Melalui kewajiban penyusunan Pokok Pikiran
Kebudayvaan Daerah (PPKD), Dinas Kebudayaan menjadi motor penggeralk
vang memastikan seluruh potensi lokal di Kabupaten Bandung vang
tercantum 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK| yaitu Tradisi Lisan,
Manuskrip, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi
Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyvat, dan Olahraga Tradisional
agar dapat terinventarisasi, terlindungi, dan dapat dikembangkan secara
berkelanjutan, Hal ini menempatkan Dinas Kebudayaan bukan hanya
sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagal institusi strategis
yvang memfasilitasi partisipasi masyarakat dan menjaga kesinambungan
warisan budaya,

Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang
Pemajuan Kebudayaan ini memberi ruang bagi Dinas Kebudayaan untuk
menjadikan kebudayasn sebagai arus utama pembangunan daerah.
Melalui pengembangan seni, bahasa, permainan rakvat, hingga
pengetahuan dan teknologi tradisional, Dinas Kebudayaan dapat
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mendorong tumbuhnya kreativitas, inovasi, serta penguatan ekonomi
berbasis budaya. Dengan demikian, peran Dinas Kebudayaan semakin
relevan tidak hanya dalam pelestarian identitas, tetapi juga dalam
mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dan
pembinaan kebudayaan,

Selain itu, Undang-Undang ini memberi ruang bagi Dinas
Kebudayaen untuk mengembangkan dan memanfaatkan Objek Diduga
Cagar Budaya/Cagar Budaya dalam kontcks pendidikan, pariwisata,
maupun diplomasi budaya. Hal ini mendorong dinas tidak hanva
berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga sebagai penggerak
pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. Dengan demikian,
keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar
Budaya memperkuat peran Dinas Kebudayaan sebagai garda depan
pelestarian warisan budaya, sekalipus memastikan pemanfaatannya
memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran yang dirumuskan Dinas
Kebudayaan Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan

gﬁﬁﬂﬁ e TARGET TAHUN
REJMD YANG | T0OEAN i gl i 9024 [oons | 0as | a027 | atse | 2088 | 2080 i
RELEVAN
A 02} {03} f04) i05) 06} f07) (o8] (09} {10) 11 {12)
Meningkatnya | Tersujudnya Indeks 56,16 56,27- | 566,31- | 5A,T3- | 57,15- | 57.,57- | 58,00- | Ditentukan melalui 7
Ketahanan Berkebudayaan Pembangunan 86,53 | 96,73 | 57,29 | 57,87 | 5844 | 59,02 | Dimensi, vaitu : Ekonomi
dan Maju Kebudayaan Budaya, Pendidikan,
Kontribusi [Poin) Ketahanan Sosial Budaya,
Budaya Warisan Budava, Kebebasan
Sunda Ekspresi Budaya, Budaya
Literasi dan Gender
Meningkatkan | Persentase 27 45 45 54 54 63 63 (Jumlah objelk
Ketahanan ohjek pemajuan kebudayaan vang
dan PEITLR] LT dilindungi, dikembangkan,
Kontribusi kebudayaan dimanfaatkan, dan dibina |
Budaya VANE Jumlah objek pemajuan
Sunda dilindung, kebudayaan yang terdata) x
terhadap dikembanghkan, 10
Pembanpunan | dimanfastkan,
Daerah dan dibina
(Peraentase)

Sumber; Hasil Analisis Disbud, 2025
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3.2 Strategi Dinas Kebudayaan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra
Dhnas Kebudavaan Tahun 2025-2029

Strategi merupakan pendekatan jangka menengah yang menyeluruh
untuk menjawab tantangan serta mengoptimalkan potensi vang ada dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran vang telah ditetapkan. Dalam
konteks Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung sebagai perangkat daerah
baru hasil pemekaran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, strategi
pembangunan kebudayasn dirancang dengan memperhatikan dinamika
kelembagaan, kondisi sumber daya vang tersedia, serta arah kebijakan
pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Bandung Tahun 2025-2029,

Sebagai perangkat daerah baru hasil pemekaran dari Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung
menghadapi kebutuhan mendeszak untuk membangun kelembagaan yvang
kuat, profesional, dan berkelanjutan. Strategl pengembangan kelembagaan
disusun dengan memperhatikan Kondisi faktual dan dinamika lingkungan
strategis melalul pendckatan analisis 3WOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, dan Threais). Pendekatan ini penting untuk memastikan
bahwa kelembagaan Dinas Kebudayaan mampu menjalankan tugasnva.
Strategi pengembangan kelembagaan dan pelaksanaan fungsi-fungsi
kebudayvaan disusun dengan memperhatikan fakior iniernal dan eksternal
berikut:

A. Kekuatan (Strengths)

1. Struktur Organisasi yang Mandin
Pembentukan Dinas Kebudayaan sebagal perangkat daerah
tersendiri yang terpisah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
menjadi landasan awal yang kuat dalam pengelolaan urusan
kebudayaan secara fokus dan terarah. Mandat kelembagaan vang
lebih spesiik i1 memungkinkan peényusunan program dan
kegiatan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan
pengembangan budaya lokal di Kabupaten Bandung,

2. Landasan Regulasi Nasional yvang Kuat
Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan memberikan dasar hukum vang kokoh bagi
pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kelembagzan.
Dukungan regulatifl ini mempertegas urgensi pelestarian budaya
dalam pembangunan nasional dan memberikan ruang bagi daerah
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untuk mengembangkan model pelindungan dan pemanfaatan
budaya secara mandiri.

Ketersediaan SDM Fungsional dan Komunitas Seni Aktif
Tersedianya sumber daya manusia fungsional kebudayaan serta
keberadaan komunitas seni yang telah eksis dan aktl di
masyarakat menjadi modal sosial dan kultural yang penting.
Interaksi wyang sudah terbentuk antara pelaku budaya dan
masyarakat menjadi penggerak utama dalam membangun
ekosistem kebudayaan yang dinamis dan berkelanjutan.
Dukungan Pohtik dan Priontas Pembangunan Dacrah

Dukungan dari pemerintah daerah dan masuknya pelestarian
budaya sebagai bagian dari misi pembangunan sumber daya
manusia menunjukkan komitmen politik yang tinggi. Hal ini
menciptakan peluang untuk mengintegrasikan kebudayaan dalam
berbagai sektor pembangunan dan memastikan tersedianya alokasi
anggaran serta perhatian strategis dalam pengelolasnnya.

B. Kelemahan (Weaknesses)

1

Tahap Transisi Organisasi dan Tata Kelola yang Belum Stabil
Sebagai organisasi baru hasil pemekaran, Dinas Kebudayaan masih
berada dalam proses penyesuaian struktur dan sistem kerja
internal. Belum terbentuknya tata kelola yang stabil dapat
berdampak pada efektivitas pelaksanaan program, terutama dalam
hal koordinasi lintas bidang dan pengambilan keputusan strategis.
Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang

Infrastruktur pendukung seperti ruang dolkumentasi, laboratorium
budaya, gedung komunitas, dan fasilitas publik lainnya belum
tersedia secara memadai. Hal ini menghambat pelaksanaan
kegiatan pelestarian dan pelayanan kebudayaan yang bersifat
edukatif, partisipatif, dan kolaboratif.

Kapasitas ASN yang Belum Merata

ASN yang bertugas dalam urusan kebudayaan memiliki tingkat
kompetensi teknis dan manajerial vang beragam. Beberapa masih
memerlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, bimbingan
teknis, dan pengembangan profesional agar mampu melaksanakan
program-program kebudaysan secara optimal.
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4. Belum Tersedianya Sistern Informasi Kebudayaan Terintegrasi

Saat ini belum tersedia sistemn informasi dan basis data pemajuan
kebudayaan yang terdigitalisasi dan terstandar. Ketiadaan sistem
ini menyulitkan proses perencanaan berbasis data, pengelolaan
aset budaya, dan layanan informasi kepada publik secara efektif
dan efisien.

C. Peluang (Opportunities)

Fasilitasi dari Pemerintah Pusat

Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat untuk
memperkuat kelembagaan budaya daerah membuka peluang bag
Kabupaten Bandung untuk memperoleh fasilitasi dalam bentulk
pendanaan, program afirmatif, hingga kemitraan dengan institusi
nasional dalam upaya pemajuan kebudayaan.

Pemanfaatan Teknologl Informasi

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar untuk
mempercepat transformasi kelembagaan. Digitalisasi dolumen,
publikasi karva budava, serta pelayvanan data budaya secara
elektronik dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan
kepada masyarakat.

Kerja Sama Strategis dengan Lembaga Lain

Terdapat potensi besar untuk membangun kerja sama dengan
perguruan tinggi, media, lembaga swadaya masyarakat, serta
komunitas budayva dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan
dan jangkauan program. Kolaborasi ini juga dapat memperkaya
perspektif dan metode dalam pelestarian budaya.

Integrasi Budaya dalam Sektor Lain

Budava memiliki peluang besar untuk diarusutamakan dalam
gselktor-gelcior pembangunan lain seperti pendidikan, pariwisata,
dan ekonomi kreatif. Hal ini membuka ruang bagi Dinas
Kebudayaan untuk memperluas peran dan kontribusinya dalam
pencapaian pembangunan daerah secara holistik,

D. Tantangan {Threats)

1.

(3lobalisasi dan Pergeseran Minat Generasi Muda
Tantangan besar muncul dari arus globalisasi dan dominasi budaya
populer yang menggerus minat generasi muda terhadap warisan

budaya lokal Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan
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terputusnya rantal pewarisan nilai-nilai budaya di tingkat lokal,
selealigus menurunkan legitimasi lembaga budayva tradisional.

2. Fluktuasi Kebijakan Anggaran dan Prioritas Daerah
Ketergantungan pada kebijakan fiskal daerah dan perubahan
prioritas politik bisa berdampak pada kesinambungan program.
Kegiatan kebudayaan berpotensi terdampak jika tidak diposisikan
sebagai kebutuhan strategis yang melekat dalam pembangunan
daerah.

3. Kurangnya Koordinasi Antar-Perangkat Daerah
Program-program kebudavaan sering kali bersinggungan dengan
sektor lain, namun lemahnya keoordinasi antar-perangkat daerah
berpotensi menciptakan tumpang tindih kebijakan dan fragmentasi
implementasi program, schingga hasilnye menjadi tidak optimal.

4, Kesenjangan Digital dan Rendahnya Literasi Budaya Dagital
Masih terdapat kesenjangan dalam kemampuan memanfaatkan
teknologi digital, baik di kalangan ASN maupun komunitas budaya.
Literasi yang rendah ini menjadi tantangan dalam mendorong
transformasi layanan kelembagaan kebudayaan berbasis teknologi
vang adaptif dan efisien.

Selanjutnya, Stratepi pembangunan kebudayaan disusun dengan
mengacu pada empat pilar pemajuan kebudayaan yaitu pelindungan,
pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan yang dipadukan dengan
indileator kinerja utama berupa Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
dan persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi,
dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina. Melalui pendekatan tersebut,
pembangunan kebudayaan tidak hanya berfokus pada pelestarian nilai dan
tradisi, tetapi juga diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi
peningkatan kesejahteraan masvarakat, memperkuat identitas lokal, serta
memperkaya peradaban bangsa.

Implementasi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dilakukan dalam
lima tahap pelaksanaan. Masing-masing tahapan memuat folcus kebyjakan,
kegiatan strategis, dan target indikator kinerja yang mendukung
pencapaian misi pembangunan daerah.

A, Tahap Konsolidasi dan Dasar Penguatan (Tahun 2026)
Tahapan ini difokuskan pada penguatan landasan strategis,
kelembagaan, dan perencanaan teknis sebagai fondasi pelaksanaan
Renstra. Langkah-langkah awal diarahkan untuk menghimpun data
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dasar melalui inventarisasi objek pemajuan kebudayaan, identifikasi
objek kesenian, sejarah lokal, dan cagar budaya. Selain ity
kelemmbagaan pengelola museurn mulai  dirancang, termasuk
penyusunan rencana induk kebudayaan daerah. Tahap ini bertujuan

menciptakan basis vang solid untuk implementasi berkelanjutan.

B. Tahap Implementasi Awal dan Sertifikasi (Tahun 2027)

Setelah fondasi awal dibentuk, tahap ini menandai dimulainya kegiatan
substantif di lapangan. Sertifikasi objek kesenian mulai dilaksanakan,
didukung dengan kegiatan pengamanan dan penyelamatan objek
budaya yvang telah teridentifikasi. Sejarah lokal mulai dikemas dalam
bentuk edukatil bagi masyarakat, dan museum daerah mulai aktfl
dengan peran edukasi dan pelestarian. Pelibatan komunitas lokal mulai
didorong dalam kegiatan kebudavaan.

C. Tahap Penguatan Kapasitas dan Pembinaan (Tahun 2028)

Fokus pelaksanaan tahun ketiga adalah memperkuat kapasitas pelaku
budaya dan lembaga kebudaysan. Pembinaan komunitas seni, juru
pelihara, dan pengelola sejarah dilakukan secara sistematis. Objek
kesenian yang tersertifikasi terus ditingkatkan, dan kegiatan edukasi
sejarah diperluas ke satuan pendidikan dan forum masyarakat. Upaya
ini juga diiringi dengan pelatihan pengelolaan budaya yang partisipatif
berbasis kearifan lokal.

D. Tahap Pengembangan dan Perluasan (Tahun 2029)

Pada tahap ini, program kebudayaan diarahkan untuk menjangkau
wilayah dan komunitas yvang lebih luas. Sistemn digitalisasi informasi
budaya mulai dikembangkan, menyediakan basis data yang terbuka
dan mudah diakses. Festival budaya, promosi karya seni, dan
pemanfaatan ruang publik budaya semakin diperluas. Museum daerah
ditingkatkan kualitasnya, baik dari sisi koleksi maupun
interaktifitasnva.

E. Tahap Konsolidasi dan Evaluasi Akhir (Tahun 2030)
Tahapan ini merupakan penutup siklus lima tahunan dengan fokus
pada konsclidasi capaian dan evaluasi menyeluruh terhadap indikator
strategis. Penyesuaian kebijakan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi
dan praktik baik yang telah teruji. Disusun pula dokumen

pembelajaran yang akan menjadi dasar perencanaan kebudayaan
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berikutnya, serta integrasi nilai-nilai budaya dalam pembangunan SDM
berkarakter.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Kebudayaan

Tahap [ (2026} ﬂﬂ?ﬁ.ﬂiﬁﬁl Wﬁﬁmﬂﬁ:’fm TahapIV (2029) | Tahap V (2030]
Konsalidas dan Nad diatt Kepaitbun das Pengembangan I{nnmlil:l!mid:lm
Dazar Penguatan Bartiflasi Pomnbi dan Perluasan Evaluasi Akhir

{1] (2] (3] {4 (3]
Menghimpun data | Sertifiliasi abjek Pembinaan LSistern digitalisasi | folus pada
dagar rmelalu kesenian melalui: | komunitas seni, | informesi budava | konsolidasi
- inventarisasi - PCOEAMAnEN juru pelihara, dan | mulai capaian dan
objek dan pengelola sejarsh | dikembanglan, evaliins
pemajuan penrelamatan dilakitkan secara | menyediaksn menyeluruh
kebudayaan abjek budaye alatemats. Ghjek bsis data yang terhedap indikator
- identifikasi yang telah kesenian vang terbulka dan atratems

ohjek lesernian, terydentifileasi. tersertifikesi terus | mudah dinleses.

sejarah kalkal, - Edukasi ditingleatlean, dan | Festival budaya,

dan cagar Sejarah lokal kegiatan edukesi | promosi karva

budaya. bagi sejarah diperloas | zeni, den
- Penyusunan masyarakat, ke =atuan pemaniaatan

kelemnbagaen - Aktivasi pendidikan dan ruang publik
uthl=lailuil mEESIm forum budaya sermabidn
+ PENYUSURLAND daerah masyarakat, diperhaas.
rencana indulke | - Pelibatan Muigenm daerah
kebudayaan komunitas lokal ditingkatkan |
daerah kualitasnya, baik i
dari sisi kolelos:
maupun
| interakgificasnya

Sumber: Hasil Anelisis Disbud, 2025

3.3 Penyajian Lokus Dinas Kebudayaan

Penyajian lokus program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten

Bandung merupakan

langkah penting untuk

memastikan arah

pembangunan kebudayaan dapat dilaksanakan secara tepal sasaran,
berbasis wilayah, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Berdasarkan arahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029,

penyusunan lokus Renstra perangkat daerah dilakukan dengan
mempertimbangkan  karakteristik kecamatan maupun  wilayah
pengembangan, schingga penempatan program kebudayaan dapat

terintegrasi dengan tata ruang dan rencana pembangunan sektoral
lainnyva.

Kabupaten Bandung memiliki keragaman wilayah yang tidak hanya
dilihat dari aspek geografis, tetapi juga dari kekayaan potensi budaya yang
tersebar di seluruh kecamatan. Di wilayah utara, seperti Kecamatan
Cileunyi, Rancaekek, dan Cilengkrang, dinamika pertumbuhan perkotaan
yang cepat menuntut penyediaan ruang budaya modern, seperti galeri seni,
ruang kreatif, dan pusat komunitas seni yang mampu menampung
ekspresi generasi muda. Sementara di bagian tengah, vang meliputi
Soreang sebagai ibu kota kabupaten serta Majalaya, Ciparay, dan
selitarnya, lokus kebudayaan diarahkan untuk mengembangkan pusat
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pelayanan budaya, termasuk penguatan museum daerah, pusat arsip
budaya, serta fasilitas pembinaan kesenian.

Di sisi lain, wilayah selatan Kabupaten Bandung seperti Ciwidey,
Rancabali, dan Pangalengan memiliki kekuatan pada scktor wisata budaya
dan kearifan lokal yang berbasis komunitas adat maupun tradisi agraris.
Kawasan ini menjadi prioritas lokus bagi pengembangan desa wisata
budaya, pelestarian seni tradisi, serta penguatan identitas lokal vang
terintegrasi dengan pariwisata berkelanjutan. Adapun di wilayah timur,
seperti Paseh, Cikancung, dan Pacet, lokus program kebudayaan
difokuskan pada revitalisasi seni fradisi, pengembangan sanggar, serta
pendampingan komunitas seni vang tumbuh di tingkat desa,

Pembagian lokus ini sejalan dengan struktur ruang Kabupaten
Bandung dalam RTRW 2024-2044, di mana pusat-pusat pertumbuhan
perkotaan, kawasan wisata, dan pusat pelayanan lingkungan
diproveksikan sebagai simpul kegiatan masyarakat. Dengan demikian,
penyajian lokus Dinas Kebudayaan tidak hanya menempatkan lokasi
kegiatan secara administratif, tetapi juga menghubungkannya dengan arah
pengembangan wilayah dan kebutuhan strategis daerah.

Melalui pendekatan spasial ini, diharapkan program dan kegiatan
kebudayaan dapat lebih adaptif, terukur, dan berdampak luas. Penyajian
lokus yvang berbasis wilayah kecamatan maupun wilayvah pengembangan
juga memungkinkan terwujudnya pemerataan layanan kebudayaan,
sehingga masyarakat di seluruh Kabupaten Bandung memiliki akses yang
setara terhadap fasilitas, kegiatan, dan pelayanan kebudayaan..

Tabel 3.3 Lokus Dinas Kebudayaan

B — TEEET

| Fagu Lndiksti

], . [ F02n 2027 2028 2029 2030 Sioakod

1 Program 2,086 520,350 | 1.075.530,250 | 1.075.520.260 | 10755620050 | 1073520350 | S&umah
Penpembangen | | Kecamaimn
Kebudayaan Tacrl [ | ol

2 | Progrem 950 B31.900 | 250831400 | 280831400 | 250831400 | 250.831.400 | Seluruh
Penpgrmbangan | Krcamaian
Kesemian
Tradistamal —

3 | Program 10 000, 000 100,00 000 100,000, (0 10C.000. OO0 10000000 | Selurh
Pemhingan Kecametan
Sejamah

4 | Program &62.000.000 G52.000,000 | a6 000000 a2 000 D00 AEZ 000000 | Selureh
Pelestarian | Hacamatan
das [

Syt | | |

3 | Program 100000000 L0, 000, DD LoD 000 | 100,080,000 100,000,000 | Seumnih
Pengelalaan Kecamalan
Permuseumean

Bumber: Hasll Analisis Disbud, 2025
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3.4 Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2029

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar
strategi yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara terarah, terulour, dan
berkelanjutan. Dalam kerangka mendukung visi pembangunan daerah dan
menjawab tantangan strategis kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kabupaten
Bandung merumuskan arah kebijakan yang selaras dengan arah kebijakan
RPJMD 2025-2029,

Arah kebijakan berikut disusun untuk memastikan pencapaian tujuan
Renstra vaitu mewujudkan masvarakat Kabupaten Bandung yang berkarakter
dan berdaya saing melalui pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan
budaya lokal, serta mendukung pencapaian sasaran secara terstruktur selama
perinde 2025-2029. Adapun arah kebijakan Dinas Kebudayaan yang akan
dilaksanakan antara lain:

A. Pelindungan Kebudayaan

Arah kebijakan pelindungan difokuskan pads upaya menjaga warisan

budaya, baik berwujud maupun tidak berwujud, agar tetap lestari dan

tidak punah di tengah arus modernisasi. Dinas Kebudayaan akan
memperkuat inventarisasi, registrasi, serta penctapan objek pemajuan
kebudayaan sebagai warisan budaya daerah. Selain itu, penguatan
kelembagaan, penyusunan regulasi, serta pelibatan masyarakat adat dan
komunitas budaya akan menjadi bagian penting dalam strategi
pelindungan.

B. Pengembangan Kebudayaan

Dalam kerangka pengembangan, kebijakan diarahkan untuk

menghidupkan kembali tradisi, seni, dan praktik budaya yang mulai

tergerus, melalui pendeckatan inovatif tanpa menghilangkan nilai aslinya.

Dinas Kebudayaan juga akan mendorong riset, dokumentasi, serta

pemanfaatan teknologi digital untuk pengembangan budaya secara

berkelanjutan. Pengembangan ekosistem kreatilf berbasis budaya,
termasuk scni pertunjukan, kerajinan, kuliner, dan ekspresi budaya
kontemporer, akan menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan
daya hidup kebudayaan lokal.

C. Pemanfaatan Kebudayaan

Kebijakan pemanfaatan diarahkan agar kebudayaan tidak hanya

dipandang sebagai warisan, tetapi juga sebapai sumber identitas,

kekuatan sosial, serta daya tarik daerah. Dinas Kebudayaan akan
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mengoptimalkan kontribusi kebudayaan dalam memperkuat sektor
pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif, serta memperluas akses
masyarakat terhadap ruang ekspresi budaya melalui festival, museum,
sanggar, dan platform digital. Dengan demikian, kebudayaan dapat
memberi manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat
sckaligus memperkokoh jati diri Kabupaten Bandung,
. Pembinaan Kebudayaan

Arah kebijakan pembinaan berfokus pada pembangunan kapasitas
pelalu budava, seniman, komunitas, dan lembaga adat agar mampu
menjadi motor penggerak pelestarian budaya. Pendidikan karakter
berbasis nilai budaya lokal akan diperkuat, terutama di kalangan generasi
muda, guna memastikan adanya regenerasi pelestari budaya, Selain itu,
Dinas Kebudayaan akan meningkatkan pembinaan kelembagaan dan
memperluas partisipasi masyarakat, akademisi, serta komunitas budaya
dalam upaya pemajuan kebudayaan secara berkesinambungan.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan
| Dperasionalisas

Mo | NEPK Arah Kebijakan RPIMD Arsh Kebijakan Renstra PD | Ket
{1} {2 [3] ]! (5]
Meningkatnys 1. Penguatan nila lubur L. Pelindungan
Hetabanan dan kebuedayaan lokal delam sendi Kebudayaan
Kontribusi k=hidupan masyarakat, | 2. Pengembangan
Budaya Sunda dengan berpsaskan kepada Kebudayaan
Panecasila 4, Pemanfaatan
2. Perlindungzn kebudayasn Kebudayaan
lokal, niled budaya dan tredisi | 4, Pembinsan Kebudayasn
masyarakat

Rumber: Hasil analigis Dighud, 2025

Melalui arah kebijakan tersebut, Dinas Kebudayaan Kabupaten
Bandung diharapkan mampu menjaga, melestarikan, dan
mengembangkan  nilai-nilai  Iuhur  budaya lokal — sckaligus
memanfaatkannya untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten
Bandung tahun 2025-2029.
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINER.JA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4,1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target,
dan Pagu Indikatif

Pelaksanaan urusan kebudayaan dalam periode Renstra 2025-20209
dijabarkan melalui program, kegiatan, dan subkegiatan vang dirancang secara
sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.
Setiap program disusun dengan indikator kinerja yang terukur, target capaian
tahunan, serta dukungen pagu indikatif yang dialokasikan secara berimbang
dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerash dan prioritas
pembangunan,

Program utama Dinas Kebudayaan diarahkan untuk mendukung
pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Bandung
sebagai indikator tujuan perangkat daerah. Dari indikator sasaran, fokus
kebjjakan diturunkan menjadi peningkatan persentase objek pemajuan
kebudavaan vang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina secara
berkelanjutan. Hal ini dijalankan melalui serangkaian kegiatan prioritas yang
meliputi pelestarian cagar budaya, pengembangan kesenian daerah,
pendckumentasian warisan budaya takbenda, pemeliharaan permuseuman,
fasilitasi festival budaya, serta pembinaan komunitas seni dan tradisi lokal.

Setiap kegiatan tersebut kemudian diperinci menjadi sub kegiatan yang
bersifat operasional, masing-masing sub kegiatan dilengkapi dengan indikator
kinerja. Indikator-indikator tersebut dirancang untuk memastikan bahwa
keluaran foutput) dan hasil [outeome) kegiatan dapat diukur secara jelas serta
selaras dengan target pembangunan daerah.

Dalam hal penganggaran, pagu indikatif ditetapkan sebagai pedoman
perencanaan pembiayaan kegiatan kebudayaan. Meskipun keterbatasan fiskal
daerah menjadi tantangan, pengalokasian anggaran difokuskan pada kegiatan
yang bersifat prioritas terhadap pencapaian sasaran. Pengelolaan pagu indikatif
juga diarahkan untuk menjaga keberlanjutan program tahunan, sehingga tidak
hanya bersifat seremonial tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang
dalam pemajuan kebudayaan. Berikut uraian program/kegiatan/ sub kegiatan
Dinas Kebudayaan Tahun 2025-20249:
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Tabel 4.1 Program,/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rensira Dinas Kebudayaan

Tereusannya Doluamen
Perencanaan Peranglat
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Maerah

232001, 2,00 0001
Penyusunan Dokumen
Porencanaan Perangiat
Daerah

WEPK DAN
PROGRAM KEGIATAN
G | TUJUAN SASARAN DUTCOME OUTPUT INDIKATOR el IKET,
RELEVAN L :
Meningkatnva | Terwujudoya Indeks Pembangunen Kebudayaan Pengulkuran Rata-rata dari 7
Ketahanan Berkebudayaan [Pain) elieriensi
dan Maju
Kontribisi
Budsawya
Eunlﬂﬂ. = T R r 5.
Meninghkatlkan Persentase objek pemajuan Ed:llu.ﬂ_'] antara capaian objek
Ketahanan dan kebudayann yang dilindung, pemajuan mhun begalan {n)
Kontrbus: dikembangkan, dimanfeatken, dan dengan objek pemajuan tmhun
Budaya Sunda dibina srbelumnya (n-1)
terhadap
Pembarngunan
Dacrakh s
S Meningksinya Indeks Reformasi Birokrast 22201 - PROGRAM [:1_1:1-.-_1-:5 RB = Milai BB Genernl +
Tata Kelola Peranghat Dasrah [Poin) PENUNJANG URUSAN Milai RE Tematik
Frtermul PFEMERINTAHAN
Perangkat Dacrah LDAERAH
KABUPATEN/KOTA —
o Tndeks 'b.l.HJ':a_ltl:ﬂ;-n Risika 222,01 - PROGRAM Eetiap Komponen (Perencanaan,
Perangkat Deerah (Poin) PENUNJANG URIUSAN Enpabilitas, Hasil) dinilai dan diberi
PEMERINTAHAN skor, lnle dijumiabhkan
NAERAH menghaszilkan nilai IMR,
KABUPATEN/KOTA
Terlaksanamya Nilai AKIP 2.22.01.2.01 -
Perencanzan, Perencanaamn,
Pengaggaran dan Penpganggaran dan
Evwaluas Kinera Evaluasi Kinerja
Perangkat Dacrah Perungkat Daernh

Jumiah Dokumen=Tetal seluruh do
kumen perencanaan yang disusun
dan sah dan selurah FD




T4
NEPK AN
PROGRAM /KEGIATAN/
ﬁmn TUJUAN SASARAN GUTCOME OUTPUT INDIKATOR fisng it KET.
RELEVAN

Tersedianyva Dokwmen
REA-SKPD dan Laporan
Hasti Koordinos
Perpyusinan Dokumen
RKA-SEFPE

Jumiah Dokumen REA-SKPD dan
Laparan Hasil Roordinesi
Penyusunan Dokumen REA-SEPD

222 0L.2.01.00032
Koordinasi dan
Penyusunan Dokomen
REA-SKPD

Jumlah Dokumen=Total dokumen
REA-SKPD+Lapnran hasil

kemardinast penylsinan

Tersedianya Dokumen
Perubahas REA-SKPL
dan Laporan Hasil
Hoprdinasi Pendusunan
Dokumen Perubahan
RIEA-SEPD

| Jumlah Dokumen Perubahan

REA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Ferubahan REA-BEFD

222 01.2.01.0003Koond
inast dan Penyusaoan
Dokumen Perubahan
REA-SKPD

Jumlah Dokumen=Total dokumen
perubahan RKA-SKPD+Laporan
hasil koordinasi penyusunin
dokumen perubahan

Tersedianya Dolkumen
DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Kocrdinasi
Penvusunan Doekumen
DPA-SKED

Jumlah Dolkumen DPA-SKPT dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SEPD

23 01,2.00.0004
Koordinasi dan
Penyusunan DFA-SEPD

Jumlah Dokemen=Total dokumen
DPA-SKPD+HLaporan hasil
koordinasi pemyusunan

Tersedianya Dokumen
Perubshan DPA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusanan
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubaban
DPA-SKPD dan Laperan Hasil
Eoordinasi Penyusunan Dakumen
Perubakan DPA-SEPD

2.22.01.2.01.0005
Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan
CPA- SKFD

Jumbah Dekumen=Total dolumen
perubahan DPA-SKPDH+Laporan
hasil koordinast peryusunan
dokumen perabahan

Tersedmmya Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtsar Bealisasi
Kinerja SEPD dan
Laparan Hasil
Keordinasi Penyusunan
lLaporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerjs SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan [khisar Realisasi Kinerja
SKFPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capatan Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinega SKPLO

2.22.01.2.01.0006G
Koordinast dan
Fenyusunan Lapsran
Capaian Kinegja dan
lkhiisar Realisaszi
Hinerja SKPFD

Jumibah Laporan=Total dolbumen sa
h dar selurah SKPD+Dokumen hiss
il koordinasi dart OPD pengarmpu

Terlaksananya Evaluasi
Kinerja Peranghkat
[raxerah

Jumlith Laporan Evaleas] Kinetja
Perangkat Dasrah

2022001 .,2,01,0007
Evaluas Kincta
Pecamghkat Dasrah

Jurmlal Laporan=Total dobkumen
evaluasi kinerja dari seluruh PD

Terselengpammyn
Walddata Pendukang

Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenpgaraan Walidata

2220012010008

Penyelenggarann
Walidata Pendubkung

Jumlah Dolmmen=Total dokumen
hasil penyelenpggaraan fungsi Walid
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NEPE DN
SASARAN FROGRAM /KEGIATAN/
RREIMD YANG TLULLIAM HASARAN OUTCOME CLITPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KET.
RELEVAN

Bratistik Seluoral

Fendukung Statistk Sektoral

Sianstik Sektoml

ate Pendukung aleh selurb OPD d

Cacrah Daerah Duaerah alam 1 tahun

Terlaksananyva Jumlah Data Statistik Sektoral 20201 .2.01 0009 Jumlah Data=Total unit daka statist
Pengumpulan Data Daerah vang Telah Dikumpulkan Pelaksanaan ik seltoral yvang valid dan terdoloumn
Sintisiik Sektoral dan Diperiksa Lingkup Perangkat | Pengumpulan Data entaszi per PD

Diaerah Daerah Siatistik Sektoral

Daerah

Terlnkzananya Forum
FPerangkat Daerah
Berdasarkon Bidang
Urusan yang Diampu
dalam Rangka
Penyvusunan Doloumen
Perencanaan Peranghoat
Daerah

Jumiah Berie Acara Hasil Forum
Perangkal Dacrah Berdasarkan
Bidang Urausan yang Diampu
dalam Rangka Pesyusunan
Dolumen Perencanaan Peramgka
Daerah

2.22.00.2.01.0010Pelak
sanaan Forum
Perangkat Dacrah
Berdazsarkan Budang
Urusan yang Diampo
dalam Rangka
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Total=Toal berlla acara
hasl forum PD berdasarkan Bidang
yang diampa

Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Urusan
Selnin Renstra PD dan
Renja PO

Jiuymlah Dokumen Perencaraan
Urusan Selai n Benstra PD dan
Ronja PD vang disusun {Dokumen)

2.22.01,2.01.0011 -
Penpusunan Dokumen
Perencansan Lirisan

Belain Renstia PO dan
Renja PD

Jurniah Dokumen=Total dokumen
perencanaan+Dokumen yang
disusun

Terkoordinasikannya
Penmgkatan Partisipasi
Maasyarakat dalam
Penyelenggarnan Urosan
Pemerintehan Daceah

yang Dinmpa

“| Jumlah Substansi Koordinasi

Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam
Penyelenggarman Wrisan
Pemerintohon Dasrah yang

Diampa (Substansi]

Tarcapainys
Sinkronisasi dan
Harmonises Pusat dan
Daerah dalam Rangka
Mendukung Tanget
Pembanganan Nasional
melalui Koordinasi
Telknis Pembanpunan

2.32,01,2.01.0012 -
Koordinast Peningkatan
Partizipasi Mazsyarakat
dalam Penyelenggaramn
Urusan Pemerintohon
Daerah Daam

Jumlah Total=Total subtans
koordinasi peningkatan partisipasi
masyarakat

Jumlah berita Acara Hasil
Sinkronizasi dan Harmonisasd
Pusat cdian Daerah dalam Rangloa

Mendubung Target Pembangunan
Masional melalul Koordinasi

Teknia Pembangunan {Berita
Acara)

2.22 01.2.01.0013 -
Sinkronizasi dan
Harmonisas Pusat dan
Dacrah dalam Rangks
Mendukung Targel
Pembangunan Nesional
melalul Koordinmsi
Teknis Pembangunamn

Jumlah Total=Twal berts acara
hasl sinkronisasitTotal berita
acara hasil harmoenizsasi pasat dan
dacrah




Felaksanean Akuntans
SKPD

(Dolamen)

Pelaksanann Akuntars
SKPTY
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i PROGREAM /KEGIATANS
it | raauaN SASARAN OUTCOME QUTRUT INDIKATOR S OBEBIATeN KET.
RELEWVAN
Terlaksananya Presentase Dokumen Polaksanaan | 2.22.01.2.02 - Jumlah Total=Dakumen
Administrasi Keugngan | Administrasi Keusngan vang tepat | Administrasi Kewangan | pelaksanasn
Perangkal Dacrah yang wikii Peranpkat Daerah administrasi keuangan
susei SAP il -
Tersedianye il dan Jumlah Orang yang Menerima Oaji | 2.22.00.2,02.0001 - Jumlah ASN dibaryar= 3 bulan
Tunjangan ABN dan Tunjangan ASHN Penyedinan Gagi dan (Toinl ASN dibayerkan geji dan tunj
{Orrang bailan) Tumangan ASN | Amgan)

i Tersadinnya Jumiah Dokamen Hasil 2:22.01,2.02.0002 - | Jumlah Dokumen=Total dokumen
Administrasi Penyediaan Administras Penyrediaan hasil penyedisan administrasi
Pelaksanann Tugas ASN | Peleksanaan Tugas ASN Administrasi pelaksanaan tugss ASN dalam 1

[ habeinpracn) Pelakeangan Tugas ASN | tahun
Terlaksananya Jumlah Dobumen Penplsusahaan | 2.22.01.2.02.0003 - Jumbah Dokumen=Total dokumen
Penatausphann dan dan Pengujianf Verifikasi Pelaksanuan praatausabaan+ Dokumen
Pengajian/ Verilkasi Keunngan SKFD |Deloumen) Penatousanhann don pengujian /veriikasi losuangan
Keuangan SKPD Pengujian /Verifikasi BKFD
L Heuangan SKPD

Terlaksananya Jumlah Dokumen Koordinagi dan | 2.22.02.2.02.0004 - Jumlah Dokumen=Total dokumen
Konrdinasl dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Knordinasi dan koordinasi+ Dokumen pelaksanaan

akuntanai SKFD

Tersedinnyn Laporan
Keuangan Akhir Tabun
SKPD dan Laperan Hasll
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Alkhir
Tahun SEKPL

Jumlah Laporan Kegangen Akhir
Tahun SKPD dan Lapomon Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Eewangan Abkhir Tahun SEPD
|Laporan

222,00 .2.02.0005 -
HKoordinmasi dan
Penyusunan Laporan
Heuangan Akhir Tahun
SHIPD

Jumlah Total=Lapomn Keuangan o
ari SKPD+Laporan Hasll Keordinssi
BEAD

Tersedinnya Dok men

Jumish Mokumen Bahan

3.27.01,2,02,0006 -

Bahan Tanggapan Tanggapan Pemerilesan dan Pengelolaan dan
Pemeriksaan dan Tindak | Tindak Lamjut Pemeriksaan Fenyiapan Bahan

Lanjut Perneriksaan [Dokcimmen| Tanggapan Pemeriksasan
Tersedinnya Leporan Jumlsh Laporan Heuangan 2.22.01,2.02 0007 -
Keuangan Bulanan/Triwulanan fSemesieran | Koordinasi dan
Bulanan/ Triwulanan/Se | SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
mesteran SEPD den Penyusunan Laporan Kenangonn Keusangan

Laporan Koordinasi Bulanan f Triwulen/Semesieran Bulanan /Triwulan fSem
Penyusunan Laporan HEPD [Laporan] esteran SKPD

Keuangan

Jumlah Dokumen=Total dokumen
Bahan tanggnpan
pemeriksaan+ Dokumen tindak

lanjut pemerikiaan

Jumlah Total=Total laporan keunang
an perlodik SKPD+ Laporan hasil ko
ordinasi penyusunan
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NEFK DAN
; FROGRAM / KEGIATAN/
Eﬁﬁgmﬁ TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTEUT INDIKATOR Sl KET.
RELEVAN

Bulanan/ Triwulaond / Se
TEERRETET EKFJ_'._'F

Tersedinnya Dokumen
Pelaporan dan Analisis
Prmnn'isq Fealisas
AnpEAran

Jumloh Dolkumen Pelaporan dan
Analisiz Prognosis Realisasi
Angearan [Dakumer)]

2.22.01,2.00.0008 -

Penyusanan Pelaporan
dan Analisis Prognosis

Reilisasi Anggaran

Jumlah Dokumen=Total dobumen
pelaporan *Dolumen analisis
prognosis realisasi anggaran

Terlaksananya
Administrasi BMD yang
fepal wakiy

Presentase Pementhan Dolbumen
Administrasi EML

22201203 -
Administrasi Barang
Milik Daerah padis

Jumlah Totel=Dokumen
admirnsicas BMD

= Peranglat Dacrah
Tersedianys Rencana Jumiah Rencann Kebumihan 2.22.01.2.03.0001 - Jumlah Total=Total rencana
Kebutuhan Barang Militk | Barang Milik Dacmhb SKPD Penyusunan kebutuhan bamng milk dacrah
Dasrah SKPD {Diokumen) Perencanaat pada SKFD dalam 1 tahun
Rebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD B
Terlaksananyn Jumiah Dokumen Pengamanan 2.22.01,203, 0002 - Jumlah Dokumen=Total dokumen
Pengamanan Barmng Barang Milik Daerah SEPL Perigamanan Barang pengamanan barang milik daersh
Mililk Daerah SKFD | Ddormen) Milik Dacrah SKPD SKPD dalkym 1 tnhun

Tersedianya Laporan
Hazil Penilaian Barang
Milik Daerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian
Barang Milik Deerah
SRPD

Jumlah Laporan Hasil Penilnian
Barang Milik Daemh dan Hasil
Konrdinasd Penilaian Barang Milik
Daerah SKPD

222012030003 -
Koordinasi dan
Penilaian Barang Milil
Dacrah SKPD

Jumlah Total=Total Gporan haasil
penilatntlsporan hasil koordinasi
penilaian

Teraksananya
Pembinian,
Pengmwasan, dan
Pengendalian Barang
Milik Deerah pada SKPD

Jumiah Laporan Hasil Pembinsan,
Pengnwasan dan Pengendalian
Brrang Milik Dasrah pada SKPD
(Laparan)

2201, 2030004 -
Pembinaan,
Pengawasan dan
Pengendalian Barang
Milik Daerah pada
SKPD

Terlaksananye
Rekonsiiasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Caerah
padea SKPD

Jumlbah Laporan RBekonsiliast dan
Penyusunan Laporan Barang Milik
Paerah pada SKEPD (Laporan)

222 01.2.03.0005 -
Rekonsilinsi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
pacla SEKPD

Jumlah Total=Tatal lporan hasil
pembinaan, peagawasan dan
pengendalian barang milik daerah
pada SKEPLY dalam 1 tahun

Jumlah Total=Total kaporan
rekonsiliasi~Pomusunan laporan
barang milik dasrah pada SEPD
dalom 1 tehan
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‘S 2 PROCGREAM /EEGIATAN f
Rm‘; 3 TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR i bieanasa KET,
KRN Terlaksananya dumlah Penatavsahaan 2.22.01,2.03,0006 - Jdunbah Togal=Toial laporan

Penptausahaan Barsng
Milik Daerah pada SEPT

Barmng Milik Daerah pada SKPD
(Laporan)

Penatausahann Barang
Milils Diaerah pada
ZKPD

penatausahaan Barang milik
daerah pada SKFPD dalam 1 tahun

Terlaksananys
Pemanfaatan Barang

| Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Hasil
Pemanfoatan Barang Milik Daerah
SKPD {Dokumen|

Terlaksanarya
Administrasi
Pendapatan yang tepat

winkiu

Presentase Pemenwhan
Administrusi Pendagatan Daerah
Eewenangan Perangkat Dacrah

23200 .2.03.0007 -
Pemanfaatan Barang
Milik Daerah SEKPD

Jumiah Bokumen=Totnl dokomen
hasil pemanfaatan barang milik
dacrah SKPD dalam | tahun

2.22.01.32.04 -

Adminislras
Fendapatan Dnerak
HKewrnnangan F&mnp}ml
Dasrah

Jumlah Total=Dokumen
administrasi pendapatan dacrah
hewenangan perangkat dacrah

Tersedianya Rencana

Jumlah Dokumen Rencana

297 01.2.04.0001 -

Jumiah Dokumen=Total dokumen

Pengelolnan Retrthuai Pengelolaan Retribusi Dagerah Perencansan : . rencana pengelolaan retribusi
Daerah (Dokumen| Fl.;nmﬁ::hhan Retribusai dacrah dalam 1 tahun

D
Tersedianya Hasil Jumlah Dokumen Hastl Analisis 2,23 01,2048 000Z - Jumlah Dokumen=Total dokumen
Analisis sera serta Pengembangan Retribusd Analisn dan hasl analisia sera
Penpgembangan Retribusi | Daerah dan Kebijakan Retribusi Pergembxangan pengembangan #Nokumen
Dacrah dan Kebijolan ThaeTah Retribusi Dacrah, serta | kebipakan

Retribust Deerah

Penyusunaen Kebijakan

- Retribusi Dacmah
Terlaksananya ~ | Jumlsh Laporan Hasil Penyuluhan | 2.22.01.2.04.0003 - Jumlah Total=Taotal laporan hesil
Fenyuluhan dan dan Penyebarluasan Kebjjakan Penyuluhan dan penyaluhan dan penyebariuasan
Fenyebariuasan Retribusi Daemb (Laparan] Penyebatluadan kebijakan retibusi doermhb dalam 1

Echijakan Retribusl
Daerah

Eebijolan Betribusi
Daerah

tmhun

Tersedianya Data Ohjel,

Jumiah Date Ohjek, Subsel dan

2.22.01.5.04. 0004 -

Jumlah Data=Total unit data objel,

Subjek dan Wajib Wajib Retribusi Daerah (Dokumen) | Pendataan dan subjek dan wajib retibusi dasrah
Retribuwsi Daerak Pendaftaran Objek dalam 1 tahun

Retribusg Daerah =
Terlaksananya Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, | 2.22.01.2,04.0005 - Jumlah Total=Total laporan hisil
Fengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data | Pengolahan Data penpelslaan, pemeliharaen dan

Pemeliharaan, dan
Pelaporan Data
Eetribusi Dacmhb

Retribus Daermah {Laporan)

REetribusi Daerah

pelaporan data retibus dacrah
dalam 1 tahun
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Tersedisnya Dokumen
Eetetapan Retribusi
Dacrah

Jumlah Dokumen Hetetapan
Retribusi Daerah [Dokumen)

o 22012040006 -
Penctapan Wajib
Rerribusi Dacrah

Jumlah Dokumen=Total dokuimen
ketetapan retribusi daerah dalam 1
tahun

Tersedianya Laparan
Penpelolaan Retribusi
Dasrah

Jumilah Laporan Pengelolaan
Retribusi Dacrah [Dokumen)

2.03.01.2.04.0007 -
Pelaporan Penpgeloiaan

| Retribsi Daerah

Jumlah Total=Toial laparan
pengelolasn retibusi dasrah dalam
1 tahun

Teraksananya Persentase Pemenuhan 2.2201.2.05 - Jumlah Total=Dokumen
Administrasi Adminisirasi Kepegawainn Administras] administrasi kepegawaian
Kepegawaian yang tepat | Perangkat Daerah Hepegawaion Peranghkat

wakiu Daemh

Tersedianyr Unit
Peningkaton Sarana dan
Prasarna Disiplin

Jumlah Unit Peninghatan Sarana
dan Prasarana Disiplin Pegawai
(Unit)

2.22.01.2.05.0001 -
Peningkatan Sarans
dan Prasarans Disiplin

Jumiah Paket=% flamilsh anit
peningkatan sarana dan prasarana

disiplin pegewai)

Pregrwai = “‘
T-'zf:_e&ian;m Pakaian Jumlah Paket Pakalan Dinas 2.22.01.2.05.0002 - Jumlah Faket=¥,
Dines beserta Atribug beserta Atribut Kelenghapan Fengadaan Paloian (Juinlak pegawal yang menerima pa
helengkapan i|Palket) Drimas beseria Atribat ket pakaian lenglkop)
Kelengha pannya

Terlaksananya Jumlnh Doloomen Pendataan dan | 2.22.01.2.05.0003 - Jumlah Dokumen=¥ periode
Pendatran dan Pengslahan Adminiatrasi Pendataan dan (Dokumen pendataan+pengelahan
Pengelahan Administas | Kepegawaian {Dokurmen) Pengolahan administrasi]
Kepegawaian Adminiatrasi

| | AElAn
Terlaksananya Jumlah Dokamen Hosil Kpordinasi | 2.22.01,2,05,0004 - Jumlah Dokomen=Total dokumen
Koordinasi dan dan Pelaksanasan Sistém Koordinasi dan hasil koordingsitDokumen
Pelaksanaan Sistem Informeasi Kepegawaian {Dolkamen) | Pelakeanaan Sistem pelalksanaan sigtem informasi
Informasi Kepegawaian Informasi Kepegawaian | kepegawaian

Terlnksananya

Monitoring, Evaluas,
dan Penilaian Kinerja
Pegawai

Jumlah Dolumen Monataring,
E'«raluil.a_.i. dan Pempilaian Kinerja
Pegawal |Dokumen)

2.22.01.2.05.0005 -

Monitoring, Evaluasi,

dan Penilainn Kinerga
wia

Jumlah Dolumen=% perinde
{Dokumen manitoringtevaluasi+pen
ilmian kinerga)

Terlaksananya Jumiah Pegawai Pensiun yang
Pemulangan Pegawai Dipulangkan [{rang)

Yarg Pensiun

Terlnksananya Jumlah Laporan Hasil

Pemulangan Pegawai

Pemulangan Pegowal yang

2.22.01.2.05.0006 -
Permnulangan Pegawal

yang Pensiun

[ Jumlah Paket=F, (humlish pegawai

pensiun yang dipulanghan)

2.22.01.2.05.0007 -
Pemulangan Pegawal

Jumlah Laporan=§ periods
[Bokumen laporan hasil
pemulirgan pegawai yang
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KET.

yang Meminggal dalam

" Meninggal dalam Melaksanalkan

Melaksanakan Tugas | Tugas (Laporan]

Terlaksananya
Pemindahan Tugas ASN

yang Meningegal dalam
Metaksanakan Tugas

tugas)

Jumilah ASN yang
dipindahiupaskan (Orang)

2.22.01.2.05.0008 -

Terlaksananyi
Pendidikan dan
Polatinan Pegawai
Berdpsarkan Tugas dan

Jumlah Pegawal Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikutl
Pendidilkan dan Pelatiban [Orang)

222012050008 -
Pendidilin dian
Pelatihan Pegowa
Berdasarkan Tugas dan

Pemindahan Tugas ASH

Jumish Paket=} |Jumiah ASN yang
dipindahtupaskan)

Jumbah Pegawai=T{pegawai per SKP

D yang mengikutl pelathan sceuai €

ki

Fungsi . Fungsi

Terlaksananyn Jumnlah Orang vang Mengilouti 2.22.01.2.05.0010 - Jumlah Dokumen=F(Orang yang
Spelalisaai Peraturin Basialisasl Peratumn Perundang- Spsinlisasi Perataran mengikuti sosialisasi peraturan
Perundang-Undangan Lindangan (Orang) | Perundang-Undangan perundang-undangan|

Terlnksananya
Bimbingan Teknis
Implementast Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Orang vang Mengnlout
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perandang-Undangan
Lk

Terlakaananya
Pelayanan Administraal
Lmum Perangkat
Dasrah

pelayanan Administrast Umam
Peranghal Doeraly

Presentase Dokumen pemenuhen

2.2201.2.05.0011 -
Bimbingan Teknis
Implementasi Pereturan
| Porundang-Undangan

| prrundang-undangan]

Jumbah Dokumen=Y[0Orang yang
mengibuti Bmbingan telknis
imppementas persluran

2.22.01.2.06 -
Administrasi Umim
Perangkat Daerah

| Jumilah Total=Dokumen
pemenuhan peloynnan administros
amim p:m.nghﬂ.l'. dasrah

Tersedianya Romponen
[nstainsd
Listml f PEnerangan
Bangunan Kentor

Jumbah Paleet Komponen Instalas
Liztrile /Penerangan Banpunan
Kanior yang Dizediakan [Pakei)

3.22.01.2.06.0001 -
Penyediaan Komponen
Inatalasi

Listrik, Penerangan
Bangunan Kanbor

Jumiah Paket =% (unit distribusi
atan pengadaan komponen Hstrik
per periode]

Tersed iy Peralatan
dian Perlenpgkapan

Jumiah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang

3.92.01.2.06.0002 -
Penyedinan Peralatan

Jumlah Paket=% [unit pengadaan
atau distribusi perlenghapan kKantor
per periode]

Kantor Disedinkan (Paket) dan Perlengkapan
Kanior

Tersedianya Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah E-EE.GII.E.%.{H]{I-’! -

Fumah Tangg: Tanggm vang Discdiakan [Paket| Penyedinen Perabotas

Rumah Tanmrs

P T Y

Jumlah Paket=% (unit distribas
atay pengadaan perolotan rumah
tanpga per periodi]

Tersedianyn Bohan
Logistik [Kanlae

Jumlnh Paket Bahan Logiatik
Kantor yang Disediakan [Paket)

222012060004 -
Penvediaan Bahan
Logisiitk Kantor

Jumlah Paket=Yunit distribus
Iogistik kantor per periode)
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RELEWVAN Tersedianya Barang Jumlah Paket Barmng Cetskan dan | 2.22.01.2.06.0005 - Jumlah Paket=¥{unit 1Iiiatn'huni
Cerakan dan Fenggandaan yang Discdiakan Penyediaan Barang legistik kantor per periods]
Penggandaan [Paloet) Cetalkan dan
Penggandaan

Tersedianya Bahan
Bacaan dan Pesaturan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Pernturan Perundang-

2.22.001.2,.06.0006 -
Penyediaan Bahan

Jumlah Dokumen=Y periode
(Dokumen bahan bacaan dan

Prrundang-undangan Undangan yang Disediakan Bacaan dan Peraturan peraturan perundang-undangan
{Dokumen| Perundang-undangan per periade)
Tersedianya Jumlah Paket Bahan Material 2.22.01.2.06.0007 - Jumlah Paket=E{unit bahan/
Bahan/ Materisl vang Disediakan [Paket) Panyediaan matenal per periede)
Rahan/ Materal

Terlaksananya Fasilitas

Jumlah Laporan Fasilitost

2.22.01.2.06.0008 -

Jumlah Laporan=y{Dokumen

Kunjunpgsn Tamu Eunjungan Tamu (Laparan) Fasilitasi Kunjungan laporam fastitas: kunjungan tamu
Tamu per periode)

Terlaksananyi Jumluh Laporan Penyelenggaraan | 2.22.01.2.06.0009 Jurnlah Laporan=3 (Dokumen

Penyvelenggaraan Repsi Rapat Koordinas! dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat | laporan i:cgmlan rapat keoordinas

Keordinasi dan SKPD (Laporan) Koordinaal dan konsultasi per periode)

Konsuliasl SKEFL

Jumlah Dekumen Penatsusahamn
Argip Dinamis pada SKPD
Crolumen)

Konsultnsi SKPL

2.22.00.2.06.0080

Terlaksananyva
Cukungan Pelaksanasn
Sigtern Pemerintahan

Jumlah Dekumen Dukungan
Pelaksanaan Sistem Pemernntahan
Berbasis Elektronik pada SKPD

Dukungen Pelalsanaan
Histem Pemerintahan

Jumiah Dokumen=% periode
{Dekumen penatansahasn srsip

KPD | dinamis pada SKPTY

Jumlah Dokumen=Y periode
{Dokumen dukungan pelaksanaan
sigiem pemerintihan berbasis

Berbasis Elekironik (Crokcurmen) Berbasis Elekironik elektronik pada SKFLY

pada SKFD pada SKPD o

Terlakaananys Presentase Dolkumen Pelayanan 233 01.2.07 = Jumlah Tﬂtii=ﬂ+:ll-n.|.rrluln pelayanan
Pengadaan Barang Milik | Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik | pengadaan barang milik daerah
Draerah Dacrah Penumang

Urasan Pemerintah
Dacrah

Tersedianya Kendaraan
Perorangan Dinas amay
Kendarazn Dinas
Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraar
Dinas Jebatan yang eediakan
[Linit}

223012070001 -
Pengadaan Kendaruan
Perorangan Dinas atau
Eendaraan Dinas

Jumlah Unit=Y (kendaraan
perorangan dinas atau Kendaraan
dinas jabatan aktif per permnghat
daerah]

Jakatan
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® ¥al Tersedipnva Kendaraan | Jumlah Unll Kendarasn Dinas 2.22.01.2.07.0002 - Jumlah Unit=} (kendaraan

Dinas Operasional atau
Lapangan

Operasional atau Lapangan yang
Drimediakan {Unit)

Pengadoan Kendaraan
Dinaz Operasional atau
Lapangan

operasionalf lapangan alctif per
perangkat daerah)

Tersedimmein Alnt Besar

Jumlah Unit Alat Besar yang

2.29.01.2.07.0003 -

Jumlah Unit=Y{unit alat be=sar per

Digedinkan [Linit] Pengadaan Alat Besar periods)
Tersedianya Alat Jumiah Unit Alat Angkutan Darat | 2.22.01,2,07,0004 - Jumilah Unit=E{unit alat angkutan
Anglkutan Darat Tak Tak Bermotor yang Disediakan Pengadaan Alat darat k bermotor per periode)
Bermotdr {Unit) Angkutan Darat Tak

Bermolor

Tersedianya Mebel

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan (Unit|

2.22,01.2.07.0005 -
Penpadasn Mchel

Jumlah Paket=¥[unit distribuos
atau pengadasn mebel per periode)

Tersedianys F_'ern]ui.u.n
dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin

Lainnya vang Disediakan [Unit)

4.2201.2.07.0006 -
Pengadnan Peralatan
dan Megin Lainnya

Jumlaky Unit=¥ jumnit
peralatan/ mesin lainnya yang
tersedia dan tercatat)

Tersedinnya Aset Tetap | Jumlsh Unit Aset Tetap Lainnya 2.22.01.2.07.0007 - Jumlah Unit=F{unit azet tak tetap
Lainnyg yang Disedakan (Unit) Pengadaan Aset Tetap lainnya per periods)
Laninnyn
i Tersedianya Aser Tak Jumlah Usit Asct Tak Berwujud 2.22.01.2,07 0008 - Jumlah Unit=F{unit aset tak
Berwijud vang Disedinlmn (Uni) Pergadaan Aset Tak beramjud per periode)

Benaujud

Tersedianys Gedung
Kantor atay Bangunan
Laintyva

Jumlah Unit Gedung Kantor stau
Bangunan Lain i Yarng
Disediakan (Unit)

2.22.00.2,07 0005 -
Pengadaan Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainmnya

Jumlah Unit=Y funit gedung kantor
atan bangunan lainnya per peciode]

Tersedianya Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor etay Bamgunan
Lainnya

Jumlah Unlt Samana dan
Prasarana Gedung Kantor atan
Bangunan Lamnoya yang
Dasediakan [Linit)

2.22.01.2.07.0010 -
Pengpdaan Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan

dumlbah Unig=%{unit sarana dan
prasamna gedung kantor atau
bampgunan lainnya per periode)

Latniva _
Tersedianva Sarena dan | Jumlah Unit Sarmna dan 22012070011 - Jumilah Unig=¥ [unit sarana dan
Prasarana Perdukung Prasarang Pendukung Gedung Pengadaan Sarana dan | prassrana pendulung gedung

Gedung Kantor atau
Bangunen Lainmys

Kantor atau Bangunan Lainnya
Yang Dizecliakan [E.I'rll'tl'

Prasarana Pendukang
Gedung Kantor atan
Bangunan Lainnya

kantor ataw banglinan lainaya por
periode)




Penyediaan Jass Sural
Menyuarnt

Surat Menyursi [Laporan]

Papipediaan fasn Burat
Menyurat
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AN Terlaksananya Presentase Laporan Penyediaan 2.22.01.2.08 - Jumiah Total=Laporan penyediaan
Penyediaan Jasa Jasa Pentinjarg Penyediaan Jasa jasa penunjang urusan pemerintah
Penunjang Urusan Urusan Pemeriniahan Dacrah Penunjang Urusan daerah
Pemerintah Daerah - Pemerntahan Dacrah .
Terlaksananya Jumlah Laporan Peayediaan Jasa | 2.22.01.2.08.0001 - Jumlah Laparen=¥ [laporan jasa

sural menyusl yang teraedia
dalam periode pelaporan)

| Tersedinnyma Josa

Koemunikasi, Somber
Daya dir dan Listrilk

Jumlsh Laporan Penvediaan Jass
Komunikesi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan [Laporan|

2.22.01 ,.2.08.0002 -
Penyediaan Jasa
Kommuanibasi, Samber
Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan=} [laporan
penyediaan per periode/ per unit
kerjal

Tersedianya Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 2,22.01.2.08.0003 - dumlah Laporan=E(lnporan
Pn.-rﬂiatarl:h::]an Peralatan diun Perlenghapan Penyedigan Jasa penyedinan jasa peralatan dan _
Perlenghnpan Kantor KEantor vang Discdiakan (Laporan) | Peralatan dan perlenghapan kantor yang tersedia
Perlenghkapan Eantor dalam perinde pelapoman)

Tersedinnya Jasa Jumlah Laporan Penyedinan Jasa E.H-Dl_.i.ﬂﬂ.lﬂﬂ-ﬂ- - Jumlah Ij'pnrnn-*Il:lnpm‘n.n jusn
Pelavanan Umum Pelayenan Umum Kantor yeng Penyediaan Jasa wmim kantor yang tersedia dalam
Eantor THsmediakan [Laporan) Felevanan Umum periode pelaporan)

- Kantor g =
Terpeliharanya Barang Presentase BMD dalam Kondisi 2.22.00.2.00 - Jumiah Total=Laporan penilaian

Milik Dacrah

Baik

Femeliharnan Barng
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan

BMD dalam kondisi baik

Diagrah
Tersedianya Jasa Jumlsh Kendaraan Perorangan 2.292.01,2.00,0001 - Jurmlak Imﬂldﬂl’ailll'l iahatan=%junit
Permnelibaraan, Binya Dinas atau Kendaman Dings Penyediann Jasa kendaraan yang dirawal dan
Pemelihargan don Pajak | Jabatan yang Dipelihara dan Pemelinaraan, Biaya dibavar pajaknya dalam 1 tahun]
Kendaraan Perorangan dibayvarkan Pajakoya [Unit) Pemelihinraan, dan
Dhinas atau Kendaraan g:jak. Hn::m:lag:an i
i TOTE n Dhnas atan
[rinas Jabatan Hﬂﬂﬂﬂlﬁ et
Jabatan
~ Tersediamya Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 2.22.01.2.00.0002 - Jumlah kendaraan= {unit
Pemebharin, Bisnva Operasional atau Lapangan yang Penyedinnn Jomm kendaraian yang dirnwat dan

Pemeliharaan, Pajak dan
Periginan Kendorann

Dipelihara dan dibayarkan Pajak
dan Perisinanmya (Wnit)

Pemelitharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
dan Periiiiat

dibayarkan kewajibannys dalam 1
tahun)
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RELEVAN =

Dinas Operasinnal aiau

Kendaraan Dinas

Lapangan Operasional atau
lagaag?ﬁnﬂﬂmﬂﬂ Jumlah Unit=Fjunit alat besar
: Tersedianya Jasa Jumlah Alat Besar yang Dipelibara | 2.22.01.2.09. . el t=}junit VANE
F‘zmi:-]ih.:r:;,uﬁ, Biaya dan dibayarkan Perizinannya Penvediaan Jass dipelihare dan dibayarkan

Pemeliharaan dan
Penzinan Abal Besar

[Lnit]

Pemaliharaan, Biapa
Pemeliharman dan
Peryanan Alat Bosar

Tersedianya Jasa

Jumlnh Alat Angleutan Darat Tak

perisnannya dalam 1 taboen)

2.22.01.2.00.0004 -

Pemebharaan, Piaym Bermotnr yang Dipelihara dan Penyediaan Jasa darat tok bermotor yang dipelihara
Petseliharaan dan Dibavarkan Perizinannya {Unit) Pemeliharaan, Biaya dan dibayarkan perizinannya dalam
Perizinan Alat Angkutan Pemeliharaan dan I tahun]
Duarat Tak Bermotor Perizminan Alat Anglkuian

_ Drarit Tak Bermotor
Tertaksananya Jumish Mebel vang Dipelihara 222,01 2090005 - Jumlah mebel digelihara=¥F[unit

Pemeliharaan Mebel

(Uit

Pemeliharasn Mebel

| dalam | tahun)

Terlaksananya
Pemeliharsan Peralatien
dan Mesin Lainoyas

Jumlah Peralatan don Mesin
Labnrya yang Dipelibara [Unit]

2.2 012 000008 -
Pemelibaraan Peralatan
dan Mesin Lainnye

mebel yang diperbailki/dipelihara

dumleh mebel dipelihara=} [unit
mehel rang diperbaikd/dipelihara
dlalarn 1 tahan)

Terlsksananya Jumlah Aset Telap Lainoys yang 222012090007 - Jumlsh MFE‘LLHIJ'I asst tetap
F'ume!i;hnrgﬂgl Asel Tetap | Dipelihara [Unit) Pemeliharaan Aset leinnya vang dipelihara dalam |
Lainmya Tetap Lainnya | tahun} S
Teraksananya Jumlah Aset Tak Bersrujud yang 223 01.2.09.0008 - Jumliah Aset=}(unit aset tak
Pemeliharaan Aset Tak Dipeihara (Unit) Pemelihaman Azel Tak bervujud yang dipelihara dalam 1
Berwujud e Berwujud tahun)

Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor dan E.‘EE.H:':.E.‘LH.DD{I‘Q' o Jumlah Gﬁdl..'lﬁg YAng
Pemeliharaan/Rehabilita | Bangunan Lainnya yang Pemeliharaan /Rehabiliy | Dipelibara=F(unit bangunan

ai Gedung Kantoer dan
_Bangunan Lainnya

Dipelihara )/ Dirchabdbitas (Wnit

asi Gedung Kanior dan
Bangunar Lainnya

dengan kegiaton pemeliharasn atau
rehobilitasi dalam 1 tahun)

TeriaKsananya
Pemeliharann / Rehabilita
ai Qarans den Prasarana
Credung Rantor atay
Bangunan Laimnya

Jumlah Sorana dan Prasarana
Giedung Kantor ataa Bangunan
Lainsya yang

Dipelihara / Direhabilitasi [Lni)

3.22.01.2.09,0010 -
Pemeliharaan f Rehabitit
asl Barana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunat
Lainnyms

Jumloh Unit=%[unit sarana dan
prasarana gedung kamior atag
bangunan leinnya yang
dipelihara /direhahilitasi dalam 1
tahun)




Pemeliharaan, Behabilita

Pendubung Cedung Kantor atan

Pemeliharaan f Rehahilii
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mﬁﬁnmv e | TusuaN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR e e KET.
RELEVAN 2 - e .
= Terlaksananya Jumbsh Sorona dan Prasarana 2.32.01.2.08.0011 Jumlah Unit=Fjunit sarana dan

prasarana pendubung gedung

¢ Sarana dan Prmsarana | Bangunan Lainnya ying asi Sarana dan kantor atau bangunan lainnya yang
Pendukung Gedung Dpelihara Dirchabilitasi [Unit) Prasarana Pendubung dipelihara/dirchabilitesi dalam 1
Kantor atau Banguamnan Gedung Kantor atau Labiun)

Lainnya Bangunan Lainnya |

Terlaksananya Luas Tanah yang Dilakukan 2,22.01.2.09.0012 - Jumlah Luas tanah=}{Luas tanah
Pemeliharaan Rehabilita | Pemeliharaan (Rehabilitas (Ha) Pemcliharaan /Rehabilit | yang dilakukan pemelihaman /

si Tanah asi Tanah rehabilitesi dalam 1 tahun)
Tierlaksananya Persenlase pemenuhan 22201211 - Jumlah smng=Kepala Daerah

Adminiatrasl Keunngan
dan COperasional Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Administras Keuangan dan
Dperasional Kepala Daernh dan
Walkil Kepala Dagrah

Administrast Keuangan
dan Operasional Kepala
Daemmh dan Walkil
Kepala Daerah

akti+Wakil Kopala Daerah aktif

Tersedionyn Gaji dan
Tunjangan Kepala
Dasrah dan Wakil
Kepula Dacrah

Jumlah Orang vang Menerima Gaji
dan Tunjangan Kepala Daerah dan
Wikil Kepala Dacrah
(Orang/Bulan)

23201.2.1L.0001 -
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Jumlah crang=Kepala Daerah
akiifrWakil Kopala Decah akuf

Tersedianya Fakaian
Binas dan Atnhit
Kelengkapan Kepala
Daereh dan Wakil
KEepala Doaerab

Jumiah Paket Pakaian Dinas dan
Atribut Kelenghuapan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
yang Disedinkan (Paket)

Te:rl'.u.'l:-u.u.nnn.}'-;i Medical
Check Up Kepala Daerah

Jumlakh Orang yang Mengikoabi
Medical Check Up Kepala Dacrah

2220121 1.0002 -
Penyediann Pakaian
Dinas dan Atribai
Kelenghkapan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Dperab

Jumlich Paket=¥[Jumlah paket
pakaian dinas dan atribut
kelengkagan kepala daerah dan
wakdl kepala daerah per periode)

T22201.2.11.0003 -

Pelaksanaan Medical

Jumilah Orang=%[Ormng yvang
mengilati medical check up kepala

dan Wakil Kepala dan Wakil Kepeala Dacrah {Orang) | Check Up Kepala daerah dan wakil kepala daerah per
Dasrah Daerah dan Wakil periode)

Kepala Daerah
Tersedianyn Dana Juminh Orang vang Menerima 22201211000 - Jamilah Gmul::ri{ﬂ'nlng YUng
Penunjang Opcrasional Dana Penunjang Operasional Penyedinan Dhna menerims gaji dan bumyzeigan
Kepala [aerah dan Kepaln Doerah dan Wakil Kepala, Penunjang Opcrasional kopala docrah dan wakil kepals

Wakil Kepala Dasrah

Caerah {Crang/Bulan)

Hepala Daerah dan
‘Wakil Kepals Daerah

dacrah per perinde)
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et | TOMGAR SASARAN OUTCOME OUTPUT [NDIKATOR i e bt KET,

ERvan Meningkatnya Tingkat Partisipast Masyarakat 2.22.02 PROGRAM Jumlah partisipasi msyarakal
peran serta Terhadap Pengembangan PENGEMBANCGAN terhadap objek pengembangan
masyarkal Kebudayaan KEBUDAYAAN kebudaynan yang dilindung mhun
dalam N Jumlsh partisipast masyamka
pengembangan kl-u'hadbud ap objelk pcr:t.?ﬁmdban:fnh

E EVEAD Yang ciilimd uang mhun
Meningkatnya Ohjck Jumlah Objele Pemajuan 2.22.02.2.01 Pengelolan | Objek pemajuan kebudayaan yang
Kebudayaan yang Kebudayvaan vang dikstarikan n Kebudnysian yang dilestarikan Tahun N § x 10
terkelale Masvarakat Pelakunya Objek pemajean kebudayaan yang
dalam Daerah dilestarikan tahun
Kabupaien /haola N-1
Terdaksananya Jumlah Ghjek Pemajuan 22202201000 Ohicle pemajuan kebudoyaon yang
Pelindungan, Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, dilakukan pelindungan,
Pengemhbangan, Pelindunpgan, Pengembangn, Pengembangan, pengembangan, pemanfaatan
Pemanfaatan Ohjck Pemanfaatan Pemaniaatan Ohjck Tahun N [ = 100%: Objek pemajuan
Pemajuan Kebudayaan Pemajuan Kebudovaan | kebudayaan yang dilalukan
pelindungan, pengembangan,

pemaniaatan tahunh-1

Terlaksananya
Pembinaan Sumber
Daya Manusia,
Lembaga, dan Pranati

Jumlah Peserta Pembingan
Sumber Days Manusia, Lenbaga,
dan Pranats Kebudayaan

2. 2202.2.00.0002
Pembinaan Sumbor
Daya Manuaia,
Lembaga, dan Pransta

Peseria pembingan sumber daya
maiiisn, lembagn dan pranatn

| kebudaysan tahun N f = 100%

Peserta pembinaan sumber dave

Ketudsaan manusia, lembaga dan pranata

ek kebudayann tahun
. Nl
Jumlah PPKD Eabupaten Kota 2,22,02.2,01.0003 PPKD kabupaten /kota yvang

mﬁﬂm?t yang Disusun, D:’muptikhmmn dan | Penyusanan, disusun, dimutakhirkan dan
Pemutakhiran, Ditetapkan Femutakhiran, ditetaplan tahun M / 2 1005
Penempan PFED Penetapan Pokok PPRD kabupaten,/kota yang
Kabupaten, Kolw Mkiran Kebudawanmn disusurn, dimutakhirkan dan

Daerah (PPELDY ditetapkan tahun

Kabupaten [ Kata N-1
Terlnksananya Jimlah Sumber Daya Manusia 2.22.02.2.01,0004 Sumber dayn manusia kebudayaan

pembinaan Sumber
Dayve Manusia Bidang
Kebudavaan

Kebudayvann yvang Dibina

Pembinaan Samber
Daya Manusia
Kebudayaan

yang dibina tabon N fox D005
Sumber daya manusia kebudayaan
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| TUMUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR e e e KET.
RELEVAN yang dibina tahun
H=1
Terlaleannanya Jumlah Lembaga dan Pranata 2,22 03 2 010005 Lembagn dan pranats kebudayaan
anbinpumnbmga Kebudavaan yang Dihina Pembinaan Lembaga vang dibina tahun N f x 100%
dan Pranata dan Pramnata Lembags den pranata kebudayaan
Kebudaysan Kebudayaan yang dibina tahuni-1
Meningkatnya Jenis Persentase Jumlah Jenis Kesenan | 2.22.02.2,02 Pelestarian | Jumlah jenis kesenian wadisional
Keseninn Tradisiocnal Tradisional dasreh vang Eeseninn Tradisional dacrah vang dilestarikan tahun N /
duerah yeng dilestarikan | dilestarikan yang Masyarakat = 100% _ o
Pelakunya dalam Jumlah prris kesenian tradistonal
Daerah dacrah yang dilestarikan tahun
kabupaten / Kota M=1 e
Terlaksananve Jumlah Ohpek Pemajuar Tradisi 2,22 02.2.02.0001 Ohjek ]_:remajuﬁ.n u‘gdia.i budayn
Pelindungan, Budave yang Dilakukan Pelindungan, vang dilakukan pelindungan,
Pengembangan, Pelindungan, Pengembangan dan Pengembangsn, pengembangan dan permaniintan
Permanfaatan Ohjek Pemanfastan Femanfaatan Chjek mhun N / x 100%
Pemajuan Tradisi Pernajusn Tradisi Ohjele pemajuan tradisi budiya
Budaya Budaya yang dilakulkan petindungan,
pengembangan dan pemenifrzatan
tabiam
3 N-1
Terlaksananya Jumiah Laporan Pembinazn 3.22.02.32.02.0002 hpﬂmp pembinaan sumber dayva
Pembinaan Sumber Sumber Daya Manusta, Lembaga, | Pembinaan Sumber manusia, lembagn dan prandata

Daya Manusia,
Lembeags, dan Pranata
Tradisonal

dan Pranata Tradisional

Daya Manuais,
Lembaga, dan Promats
Tradisional

Terscdianys
Penghargaan kepada
Pihak yang Berpregtas
atau Berkontribusi Luar
Biasa Sesuai dengan
Prestasi dan
Eontribusinvea delam
Pemajuan Ecbudayaan

Jumlah Orang/Lembagm vang
Diberi Penghargsan untuk Mercks
yang Berjasa dalam Pemajuar
Kebudayaan

2.22.02,2,02.0003
Pemberian Penghargasn
kepada Pihak yvang
Berprestasi slal
Berkontribusl Luar
Binaa Sesuai dengan
Prestus: dan
Kontribusinyva dalam

Pemajusn Kebudavaan

tradisional wmhun N 2 100%%
Laporan pembinsan sumber daya
manugia, lembags dan pranata
tradismrel tabun

-1

Orang/lembaga yang diberi
penghargasn untuk mercka yang
berjasa dalam pomajuan
kebudayaan tahun N/ x 100%
Orangflembaga yang diben
penghargaan uniik mercka yang
bherjasa dalam pemajuan
kebudayvaan tahun-1
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R:Iﬁﬁn YANG TLLILIAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KET.
RELEVAN
Meningkatnya Presentase Kesenian Tradislonal 2,22.00 PROORAM Jurnlah kescnian tradisional vang
peran serta yvang Dilestarikan dan PEMGEMBANCGAN dilestarikan dan dilkkembanglan
masvarakat Diikembangkon KESENIAN S o= 100%
Ll TRADISIONAL Jumlah kesenian tradisional
pengembangan terdala
kesenian
tradisional "

Meningkatnya lembigs Jumiah lembaga atan pelakog 2.22.03.2.01 Pembinaan | Lembaga atau pelaku kesenian

dan pelaku kesenian kesenian tradisional yang tendata Kesenlan yang tradisiomnsl yacge terdata

yang aktil dan terbina dan terealidasi Masyambkat Pelskunya | / x 100%

dalarm Daerah Jumlah kesenian tradisional
kabupaten/ Kota tervalidasi

Terlakesnany Jumbih Sumber Daya Manusia 2.22.03.2.01.00K1 samber days manuasia kesenian

Pendidikan dan Kesenian Tradisional yang Peningkatan Pendidikan | tradisional yang mendapat

Pelatihan Sumber Daya | Mendapat Pendidikan dan dan Pelatihan Sumber pendicikan dan pelatiban

Manusia Kesenian Pelatihan (Ditingkatkan Daya Monusia Kesenlan | 2« 1O0%

Tradisional Kompstensinyal Tradiaional sumber daya manusia kesenian
trachistonal yang mendapat
pendidikan dan pelatiban terdata

Teraediamyn Jumiah Sumber Daya Manusia 222002010002 Bumber dayva manusia kesenian

Standardisnsi dan Kesenian Tradizonal yang Sirandardisasi dan traclisional yang mengikuti proses

Sertifiliasi Sumber Daya | Mengikuti Proses Standarisasi Bertifikns Sumber Daya | standarisasi

Manusia Kesenian Manusia Kesenian J = 100

Tradiziona! Sesual Tradizsional Sesual Sumber daya manusia kesenian

dengan kebutuhan dan dengian Kebutuhan dan | tradisional terdetm

Tuntutan Tunluian —

Terlaksananya Jumlah Lembagn Keaenlan 2.23.03.2.01.0003 Lembngn kesenian tradisions] yang

Peninghatan Kapasitas Tradisional yang Ditingkatkan Peningkatan Kapasitas | ditingkatkan kapasitasnya/ x

Taia Kelola Lembags ngaﬁiw Tata Kelala L.embaga 1Umfu|..-l:mbﬂga kesenian tradissoral

Kesentan Tradisional 2 Kesenian Tgimimn| terdata

Meningkatnya Tingkst Partisipasi Masyaralat 222,04 PROGEAM Tingkat Parizipaszi Masyarakat
akses masysrakal Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal PEMBEINAAK SEJARAH | Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal
terhadap tahun N

informasi seiarah

S o= 100es
Tingksat Partisipasi Mesyarmkai
Terhudiap Tinjenan Sejarah Lokal

| Target 5 Tahun
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> Eﬂﬂﬁtmf:m TUJUAN SASARAN QUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN Wk
RELEWVAN _ Meningkatnya Sejarah Jwmlah Sejarah Lokal yang 5. 22 04.2.0] Pembinanan | Sejarah lalal yang tercatot dan
Lokal yang terkelola tercatal dan terdokumentasikan Hejarnh Lokal dalam 1 terdokumentasikan tahun M
{Satu) Daerah J = 100%,
Kabupaten Kty Sejarah lokal yang tercatat dan
N terdokumeniasikan Target 5 Tahun
Teraksananya Jumlah Sumber Daya Manusia 2.22.04,2.01.0001 Ethl:r daya manusia dan lembagn
Pemberdayaan Sumber | dan Lembaga Sejarah Lokl Pemberdayaan Sumber | ssjarab lokal provins yarg
Dave Manuska dan Provinsi yang Diberdayakan Daye Manusia dan dilerdayakan tahan M
Lembaga Sejarah Lolal Lermbagn Sejarah Lokal | / x 100% _
Previngi Kabupaten/Kaota Surmber dayva manusia dan lembaga
acjarah lokal provins yvang
. diberdayakan Target 5 Tahun
dianva Sarana dan | Jumlah Serana den Presacrana 2.22.04.2.01.0002 Sprang dan prasarana pembinaan
E;fmn;yﬁm hinaan Pembinaan Sejarah Penyedioan Sarana dan | sgjarah tahun N
Sejarah Pragarana Pembinaan Fox 100
Sejarah Barana dan prasarana pembxdnann
sgjarah Target 5 Tahun
Tersedianya Data dan Jurmlah Daoloumen Data dan 2.22.04.2.01.0003 Dokumen data dan informasi
Informasl Sejarah yang Infermast Searah yang Dapat Peningkatan Akses sajarah vang dapal diakses
Diakses Masmralal Diak=es Masyarakat Mazyvarakat T:rh.l-n:i_a'p masyarakat talun NS x
Data dan Informasi 100%Dokumen data dan informasi
Sejarah sejarah yvang dapat dinkscs
mesvarakal Tamget 5 Tahun
Meningkatmya Persentase Cagar Budaya dan 2.22.05 PROORAM Jumbah cagur budaya tinghkat
warisan budaya Warizan Budava Tak Benda vang FELESTARIAN DAN knbupaten yang ditetapkan
yang dilestarikan dileastankan PENOELOLAAN CACAR | f x 1005

BLITIAYA

jumlah objek didugs cagar budaya

Meningkatnya Cagar
Budaya yang ditetapkan

Persentase Cagar Budaya
Peringkat Kabupaten yang akan
ditetapkan

2.22.05.2.01 Penetapan
Cagar Budaya Peringkat
Kabupaten ) Kola

| Jumlah cagar budsya tinghat
| knbupaten yang ditetapkan

/% 100%
jumlah objek diduga cagar budaya

Jumlah Objek Didugs Cagar
By yeing Didafarkan

222052010001
Pendalaran Objek
Didugs Cagor Budaya

Objek diduga cagar budaya rang
didnftarkan

/ x 100%.

jumlah objek diduga cagar budaya
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G| TEMUAN SASARAN OUTCOME QUTPUT INDIKATOR il b KET.
RELEVAN : _
= Jumlah Objek Cagnr Budays yang | 2.22.05.2.01 .0002 Objek cagar budays yvang
Dritetaplkan Penetapan CAgar clitetaplian
Bradeym Jox L0,
jumilah objek diduga capar budaya
Jumlah Warisan Budnya Tak 2.22.05.2.00 0003 Warisem budaya tak benda yang
Benda yang Diusulkan Pengesulan Warisan clitesii lkean
Budayn Tak Benda J = L00%
jumiah diduga warisan budeva tak
) Al benda =
Meningkatnya Jumlah | Jumlah Cagar Budaya yang 2.22.05,2.02 Cagar budaya yang dipelihara
Cagar Budaya vang pelihara Pengelolaan Cagar J o 100
gudah dikelola Budaya Perimghat jumlah objek didugs cagar budava
Eabupaten Kaba
Terlakspnanya Cagar Jumlah Ohjek Cagar Budaya yang | 2.22.05.2.02,0001 Objek cagar budeaya yang
Budayva vang Dilindungt | Dilindungi Pelindungan Cagar dilindungi/ x 1008 jumlah objek
. Budaya di budaya
Terlaksanakannya Jumlak Oblek Cagar Budayva yvang | 2.22.05.2.02.0002 Objek cagar budeaya yang
Pengembangan Cagar Dikembangkan Pengembangan Cagar dikembanglkan
Budaya Budaya J = 10R%
jumbah objel didugs cagar budays
Terlaksanamnya Jumlah Objek Cagar Budaya yang | 2.22.05.3,02.0003 Objek cagar budsya vang
Pemanfantan Cagar Dimanfaatian Pemanfaatan Cagar dimanfantican
Bruadaya Budaya Jo= 10
. ) jumiah objel didugs cagar budaya
Terlaksansnys Jumlah Cagar Budaya din Objek 2.22,05.2.02.0004 Cagar budaya dan objek pemajuan
Inventarisasi Cagar Pemajuan Kebudayasn yang Inventarisast Cagar kebudayaan yang dilnventarisasi
Budaya dan Objek Diinventarisasi Budaya dan Obiek Jox 100%
Pemajuan Kebudaynan Pemajuan Kebudayaan juminh ohjel didugs cagar budaya
dan objek pemajuan kebudsyaan
Meningkalnya Poraentase Kunjungan Wisstawan | 2.22.06 PROGRAM PENEU R UngE MOSs1Lm
tata kelaln ke Museum PERGELOLAAN S 100%
4 il budays
Meningkatnye Jumlah Presentase Pendirian Mussum 2.232.06,2.01 Jumlah pendirian museam daerh
mrseum sejarah Dacrah | Daerah yang terbangun Pengelolian Musswm yang terbangun
yang terbangun Eabupaten /Kota J w1008
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SASARAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN ;
RPJMD YANG TN
RELEVAN

Jumlah museum doerah yang
terbangun

Terlaksananyn
Pelindungan,

Jumlah Koleksi Museum yang
Dilakukan Pelindungan,

2.22.06,2.01.0001
Pelindungan,

Koleksi museum yang dilakukan
pelindungan, pengembangan dan

Pengembangan, dan Penpembangan, dan Pemanfataan | Pengembangan, dan pemaniaaian koleksi secara
Pemanfstann Koleksl Koleksi Secara Terpadu Pemanfatonn Kaolekal terpadda
Secara Terpadu Secara Terpadu /= 10 _

N jumlah koleksi museum
Tedoksananya Jumlah Sumber Daya Manusia 2.22.06.2.01, 0002 Surnber dayva manwsin

Peningkatan Mutu dan
Kapasitas Sumber Dy
Manusia Permuseunin

Permusewman yang Ditinglosthan
Mutu dan Kepastiasnya

Pembinaan dan

Peningkatan Mutu dan
Kapasitae Sumber Daya
Manusia Permuseuman

permuseuman yang ditinglatikan
mittu dan kapasitasoya/ x
1¥gjumlah sumber days manusia
PErmU s mLn

Meningkatnya Pelavanan
dan Akses Masyarakat
Terhedop Muscum

Jumntah Pelayanan dan Akses
Masyarakat Terhadap Musedm

2.22.06.2.01.0003
Peningkatan Pelayanan
dian Akses Masyarakat
Terhadap Mussum

Pelayanan dan akses masyaralat
terhading museum

S LD
jumlah pelayanan dan akses

Terlaksananya
Penyvediaan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarans Museum

Jurnlah Sarana dan Prasamn:s
Museum yang Tersedia dan
Terpelihara

222 06.2.01.0004
Penvediaan dan
Pemeltharaan Sarana
dan Prasarong Mussdm

Barana dan prafaming museum
yvang tersedia dan terpelihara
Fox LG

Jumlal ssrana dan prasarana
FIVL SELIET

Terlalksananys
Revitnlisast Sarana don
Prasarana Mussam

Jumlah Sarans dan Prasarana
Muscum vang Dircvitalisasi

22206201 0005
Revitalisasi Sarana dan
Prasarana Mussum

Sarana dan prasarans e
yang direvitalisasi

S = 10405

jumlah sarana dan pmsarana
T L SELET

Terlaksananya

Juemlah Layvanan Operasioreal

2.2206:2.01.0014

Lavanan pperasional musewm

Pengelolaan Operasional | Mussum Pengelolaan Operasional | fx 1005
Muscum Muscum jumlsh layanan operasional
IS

Terlibatnya Masyarakat
dalam Penyvelenggaraan

Jumlal Orang vang Terlibat dalam
Penvelenparaan Keglatan Poblhik

222 06.2.01.0015
Pelibatan Masyarakat

Orang vang Leclibat dalam
penyelengaraan kegiatan publik di

Kegistan Publik di i Museum dalam Penyelengg TR SELm
Musewm Kegintun Publik di PR L
Museum

Jumbah sumber doyas mnusia
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REJMD YAN
RELEVAN

Terlaksananya
penyediaen den
pi:m{:hi'hm-nnn Eafana
dan pragarana Tamnsn
Buadaya

Jumbah penyediaen dan
pemeliharaan sarana dan
prazarans Taman Budays

2.220.06.2.01 0016
Pemvediann dan
Pemeliharaan Samna
dan Prasarana Taman
Biideys

Terlaksananyi
Pengelolaan Operasional

| Taman Budays

Jumlah Layanan ﬂpmaal'n-nal

Taman Budayu

222062010018

Fn:n].'bd:ir.-mn dan pem:lﬂ:.-u.rn.ﬂ' 1
warana dan Prasarana tAmAan

budaya
Jx 100%

Jumiah taman budaya

: I..éljr-anun operasinnal temen

Pengelolaan Operasionsl | budaya/ x 1P umlah taman

Taman Budaya

| budaya

Sumber: Hasil Analigis Disbud, 2025
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Tabel 4.2 Rencana Program,/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIOANG URLISAN | FROGRAM | BABRLINE TARGET DAN PAGL INTTKATIF TAHUN —
DUTCOME | KECIATAN | INDIEATOR SLUTCOME § OUTPUT TAHUN e LUy - e a0 okl
BUBKEIATAR OUTPUT 024 TARGET PAGU TARGET PACHL TARGET PG TARGET PAGL TARGET AL

1 E 2 ] 4 ] G i [l ) 1] 11 12 13 [
277 - URUSAN PEMERINTAHAN 15,555, 625365 12,136, 74 1,590 L8156, 741,990 13,1306, 740 950 13 136741900
BLOANG KEELIDAY AN : -
Z.22.01 - PROGEAM PENUNJANG 5
LHUZAN PFEMERINTAHAN DAERAH B 456ITETES 048, 260, 40 100880 00, 44 S8, 2090 344 16938.300.340 [ ¢
KAHUPATEN] KOTA =
Meninghatnya Tata Kelala Insernal Incehn Reformasi Baniusd o &2 456 273,715 Bl 0,048 300,340 4 10948390, 340 E5 10UEMH. 290340 66 10 948.3590.340
_Perangkat Darrah Dacrah {Pi
) Indeles Mannemen Risiko Permnghai i &) i &3 64 65
Ltk [Paing
@ ¥R 65,901 - Perencan o
o 214, 190340 TR T340 2T, T 40 SETE T340 278.790,340
Lipsrrsh
Terlakannanya Perencanans, :
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4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah
Subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan HKabupaten
Bandung pada periode 2025-2029 disusun tidak hanya untuk memenuhi

mandat urusan kebudayaan,

tetapi juga diarahkan agar selaras dan

berkontribusi langsung terhadap pencapaian program prioritas pembangunan
daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun
2025-2029. Dengan demikian, seluruh subkegiatan yang dirancang memiliki

keterkaitan erat dengan tujuan strategis pemerintah daerah, yakni peningkatan

kualitas

sumber

daya manusia,

penguatan

identitas

budaya

lokal,

pengembangan ekonomi kreatif, serta pemerataan pembangunan wilayah.

Tabel 4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas

Pembangunan Daerah

NO

FROGRAM |

PRIORITAR

QUTCOME

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

(1

3]

L3

[4]

2.22.

0.00.0.00.32.0000 - I

INAS KEBLDAYAAN

2:22.00 -
FROGRAM
FENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN

Meningkatnva peran
gerta masvarakal
dalam pengembangan
kebudayaan

2.22.02.2.01 - Pengelolaan
Kebudayaan yang Masyarakat
Pelakunya dalam Deersh
Kabupaten/ Kota

2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan,
Pengembangnn, Pemanfeatan Objek
| Pemnjuan Kebudayaon

FNa;R1A8

2.22.02.2,01.0002 - Pembinaan
Sumber Daya Manuosia, Lembags,
| dan Pranata Kebudayasn

PN3;R18

2.22.02.2.02 - Pelestarian Hesemian
Tradisional yang Masyarakat
Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten ) Kots

]

2.02.02.2.02.0002 - Pembinaan
Sumber Daya Manasia, Lembaps,
dan Pranata Tradisional

B 18

2.22.03 -
FROGRAM
PENGEMBANCGAN
KESENIAN
TRADISIONAL

Meninghkatnys peran
sirta mesyarnlat
dalam pengembangan
kesenian tradisicnal

3,23,03,2.0] - Pembinaan Kesenian
vang Masyarakat Pelakunya dalam
Daerah Kabupaten /Kota

R18

203 032.01.0001 - Peninglatan
Pendidikan dan Pelatihan Sumber
Drayva Manusia Kesenian Tradisional

R1B

2.72 03,201 0002 - Standardisaai

| dan Sertifileasi Sumber Daya

Muanusia Kesenlan Tradisional
Sesuai dengan Kebutuhan dan
Tuntutan

R1&5

3.332.03.2.01 0003 - Peningketan
];l:a,pp:ai.tnn Tata Kelola Lembaga

Kesenian Tradisional

23.22.04 -
PROGRAM

SEJARAH

Memingkatriya akees
masyarakat terhadap
informas selarah

R18

2.22.04.2.01 - Pembingan Sejarah
Lokal dalam 1 (Sam) Deersh
Kabupaten /Kot

R1E

222042010005 - Peningkatan
Akses Masyaraket Terhadap Data
dan Informasd Sgfarah

18
|

e
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PROGRAM
MLk PRIORITAS OUTCOME REGIATAN /SUB RECIATAN KET.
1 (=2} =] o [ 4] 151
4 22205 - Menlngkamnya warisan | 2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar R 18
PROGRAM budays yang Budnva Peringlat Kabupaten )/ Kots |
PELESTARIAN DAN | dileatarican 2.22.05.2.01.0002 - Penetapan | PNB ;R 18
PENGELDLAAN 'Enau,r BEudaoya
CAGAR BUDAYA 2.22 05,2 02 - Pengs=lalaan Cagar R i8
Budava Peringkat KabupatenfKota
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan 18
Cagar Budava
2.22.05.2.02.0002 - Pengembeangan | PN5;R 18
Cagar Budava
5 2.22.06 - Meningkatnya tars 2.22.06.2.01 - Pengelolaan Mussum | E 18
PROGRAM kelols mueseum Eabupaten /kois
PENGELOLAAN 2.22.06.2.01.0003 - Peninghatan R 18
FERMUSEUMAN Pelayanan dan Aksea Masyarakat
Terhadap Museum
.22 06.2.01.0004 - Penyedinan R 18
dan Pemeliharaan SBarane dan
Prasarana Mustum |

Sumber: Hasll Analisis Disbud, 2025
Het ;

PN 3 = Suh Keglatan dalam Mendukung Asta Cita: Melanjutkan pengembangan infrastrukiur dan
meningkathan lagangsn lkerja yang berlcualitas, mendorong kewirousahaan, mengembangkan industri
kreati! serta mengembanghkan agromaritim industr di sentra produksi melaiul peran akiif koperasi.

PN B = Sub Kegiatan dalam Mendulung Asta Cita: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis
dengan lingkungan alem dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk meTncaApal
masvarakat veng adil dan Makmur

R 1R = Sub Kegiatan dalam Mendukung Rencana Alesi Bupat: Pelestarian dan Pengembangan Budaya

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun
2025-2029 melalui IKU FD

Target keberhasilan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dalam
periode 2025-2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama Peranglkat Daerah
(IKU PD) yang herfungsi sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran
strategis. IKU PD diposisikan sebagai instrumen utama untuk menilai
kontribusi Dinas Kebudayaan terhadap visi, misi, dan tujuan pembangunan
daerah scbagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-
2029,

Pada periode Renstra ini, sasaran kinerja Dinas Kebudayaan difokuskan
pada pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai indikator
utama. Upaya peningkatan IPK dilakukan melalui pelindungan, pengembangan,
pemanfaatan, dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan yang tersebar di
seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Dengan demikian, keberhasilan
pencapaian tujuan Renstra tidak hanya diukur dari sisi keluaran program,
tetapi juga dari sisi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kebudayaan
daerah.




113

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan

Baseline Target Tahun
No Indikator | Satuan | Tahun | Eet
204 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 all
AR F] {02 G321 ) D) i) {71 (L7} ] (L] (11}
2.22.0.00.0,00.32.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
1 | Indeks Pembangunan Pain 56,16 | 56,27- | 56,31- | 56,73- | 87,15- | 57,87- | 58,00- | Ditentukan melalui
Kebudeyaan 56,55 | 56,73 | 57,20 | 57,87 | 68,44 | 59,02 | 7 Dimensi, yaiw :
Ekomomi Budaya,
Pendidilan,
' Ketahanan Sosial
Budaya, Warisan
Budaya, Kebebasan
Ekspresi Budaya,
Budaya Literasl
dan Gender
Sumber; Hasil Analisis Disbud, 2025
4.4 Target Kinerja Penyclenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun
2025-2029 melalui TKK
Selain melalui IKU PD, pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan juga diukur
melalui  Indikator Kinerja Kunci (IKK] yang menjadi acuan dalam
penyelenggaraan urusan kebudaysan di daersh. IKK berfungsi untuk
memastikan bahwa setiap program dan kegiatan operasional mampu
mendukung pencapaian sasaran pembangunan kebudayaan secara langsung.
Target pencapaian IKK disusun secara bertahap selama lima tahun,
dengan mempertimbangkan baseline yang telah dicapai pada periode
sebelumnya. Melalui pendekatan ini, kinerja penyelenggaraan urusan
kebudayaan dapat lebih diarahkan, terukur, dan selaras dengan target
pembangunan daerah.
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci
Baseline Target Talan Ket
Mo Indilcaror Satuan T-':ﬁ:guqn e 2036 | 2027 | 2028 | 2020 2030
1) (02) (3] (4] s | @ | om | om | e | a0 a1
%.22.0.00.0.00.32.0000 - DINAS KEBUDAYAAN B
bangu Pui 56,16 | 56,27- | 36,31~ | §6,73- | 57,15~ | &7,57- | 58,00- | Ditentukan melalui
; E-i:uk;nm = - 56,55 | 56,73 | 57,20 | 57,87 | 58,44 | 59,02 | 7 Dimenal, yalta:

Elkonomi Badays,
Pendidilan,
Ketahanan Soaisl
Budaya, Warizan
Budaya, Kebebasan
Ekspresi Budayd,
Budaya Literesi

| dan Gendar

Sumber: Hasil Analizis Digbud, 2025
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4.5 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Penyusunan Eenstra Dinas Kebudayaan Tahun 2023-2029 mengacu
kepada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 sebagai pedoman
utama. Serta berpijak pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025-2029.
Dukungan terhadap Tematik Pembangunan Kabupaten Bandung yang
disampaikan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, terdapat
dalam tematik pembangunan Kawasan Ekonomi Terpadu. Fokus dukungan
pembangunan tersebut dalam pengembangan kebudayaan vang digunakan
sebagai Daya Tarik Wisata, Dukungan dapat dilakukan lebih rinci dalam
Kebijakan Pembangunan Pariwisata Hijau di Kabupaten Bandung.

1. 5ub Tema : Kawasan Ekonomi Terpadu

Kabupaten Bandung memiliki kekayaan budaya berupa desa adat dan
kawasan heritage yang berpotensi besar menjadi pusat ekonomi budaya
dan daya tarik wisata unggulan. Beberapa di antaranya adalah Desa Adat
Cikondang di Kecamatan Pangalengan, vang dikenal dengan tata ruang
tradisional dan tradisi masyarakat Sunda vang masih terjaga, serta
Kawasan Heritage Majalaya vang memiliki jejak sejarah penting sebagai
pusat industri tekstil dan perdagangan di masa lalu. Namun demikian,
potensi tersebut hingga saat ini belum dikelola secara optimal
Permasalahan mendasar terlihat pada keterbatasan sarana prasarana
pendukung kegiatan budaya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam
pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, serta belum
terintegrasinya wupaya pelestarian warisan budaya dengan sektor
pariwisata dan pengembangan UMKM. Akibatnya, kontribusi sektor
kebudayaan terhadap perekonomian daerah masih relatif kecil
dibandingkan dengan potensi yang tersedia.

Tujuan pengembangan kawasan ckonomi terpadu melalui desa adat dan
kawasan heritage adalah menjadikan sektor kebudayaan sebagai salah
satl penggerak utama perckonomian lokal. Dengan tata kelola yang baik
dan profesional, desa adat dan kawasan heritage tidak hanya berfungsi
sebagai penjaga kelestarian nilai dan tradisi, tetapi juga sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi kreatif yang melibatkan masyarakat lokal secara
aktif. Harapannva, keberadaan kawasan budaya di Cikondang dan




115

Majalaya mampu meningkatkan kesejahterasan masyarakat sekaligus
memperkuat identitas budaya Kabupaten Bandung,

Terdapat dua faktor kunci keberhasilan (crifical success factors) yang
harus dicapai. Pertama, penguatan tata kelola desa adat dan kawasan
heritage yang berkelanjutan serta berbasis masyarakat. Hal ini menuntut
adanya kebijakan yang mendorong kolaborasi antara pemerintah,
komunitas budaya, dan pelaku usaha dalam mengelola potensi budaya.
Kedua, tersedianya sarana prasarana serta ckosistem ekonomi kreatif
yang mampu mendukung pengembangan budaya lokal, Sarana tersebaal
dapat berupa pusat informasl budaya, galeri, panggung seni, maupun
fasilitas untuk pengembangan produk kreatif yang bernilai ekonoma.
Kondisi vang diperlukan unfuk mencapai tujuan tersebut mencakup
adanya regulasi yvang mengintegrasikan sektor kebudayaan dengan
pariwisata dan UMEKM, ketersediaan infrastrulktur budaya yang
representatif, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan
event budaya, produksi kerajinan, dan kuliner khas. Selain 1tu, sinergi
lintas perangkat daerah juga mutlak diperlukan, baik melalui promosi
destinasi budava oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
pengembangan UMEKM berbasis budaya oleh Dinas Koperasi dan UKM,
maupun dukungan pendidikan berbasis muatan lokal budaya oleh Dinas
Pendidikan.

Dinas Kebudayaan sendiri berkomitmen untuk mengawal agenda tersebut
melalui beberapa program strategis, seperti Program Pengembangan
Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program
Pembinaan Sejarah, serta Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar
Budaya. Kolaborasi dengan perangkat daerah lainnya akan memperkuat
upaya menjadikan desa adat dan kawasan heritage sebagai destinasi
budaya yang berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu memberikan
manfaat ekonomi dan sosial bagl masyarakat sekitar,

4.6 Inovasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Inovasi dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan merupakan sebuah
keniscayaan di tengah dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Dinas
Kebudayaan Kabupaten Bandung schagai leading sector dalam penyelenggaraan
pemerintah urusan kebudayaan memiliki tanggung jawab besar tidak hanya
menjaga kelestarian budava, tetapi juga menghadirkan inovasi-inovasi agar
kebudayaan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Melalui inovasi,
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kebijakan kebudayaan dapat lebih dekat dengan masyarakat, mendorong
partisipasi publik, serta memberikan manfaat nyata dalam pembangunan
daerah.

Selain melaksanaankan pemajuan kebudayvaan daerah, Dinas
Kebudayaan dituntut untuk kreatif dalam mengembangkan program yang
menjawab kebutuhan generasi muda. Penggunaan teknologi digital,
penyelenggaraan festival berbasis komunitas, serta penciptaan ruang ekspresi
budaya vang inklusif merupakan contoh nyata inovasi yang dapat memperkuat
ckosistemn kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya menjadi
warisan masa lalu, melainkan juga modal sosial dan ekonomi bagi masa depan.
Inovasi juga berarti membangun kolaborasi lintas sektor. Dinas Kebudayaan
tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus bermitra dengan berbagai
stakeholder. Melalui kolaborasi, inovasi kebudayaan dapat terintegrasi dalam
pembangunan daerah, misalnya melalui pengembangan desa wisata berbasis
budaya, digitalisasi arsip scjarah, maupun program literasi budaya di sekolah.
Akhirnya, inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan harus tetap berpijak
pada nilai kearifan lokal Kreativitas dan terobosan program tidak boleh
menghilangkan  identitas  budaya, melainkan  memperkuat  dan
menyesuaikannya dengan konteks kekinian. Dengan cara ini, kebudayaan
dapat terus hidup, berkembang, dan memberikan kontribusi bagi peningkatan
kualitas hidup masyarakat sekaligns memperkokoh jati diri bangsa. Serat
kebudayaan dapat tepat dekat dan hidup dengan pemiliknya, yaitu masyarakat
itu sendiri.

A. SADAYA BEDAS (SISTEM APLIKASI DATABASE KEBUDAYAAN BEDAS)
Sistem Aplikasi Database Kebudayaan BEDAS hadir sebagal instrumen
penting untuk menjawab kebutuhan data kebudayaan yang alkurat.
Melalui pendataan yang sistematis, pemerintah, akademisi, maupun
masyarakat dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenal aset
budaya vang dimiliki. Data tersebut dapat dimanfsatkan sebagai dasar
perumusan kebijakan, perencanasan program pelestarian, pengembangan
ekonomi kreatif, hingga pendidikan kebudayaan.

Adepun tujuan dari pelaksanaan SADAYA BEDAS yaitu:

1. Mewujudkan basis data kebudayaan Kabupaten Bandung yang
akurat dan komprehensif
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2. Menjadi dasar perumusan kebijakan dan program Pemajuan
Kebudayaan Daerah Kabupaten Bandung
3. Mendukung pelindungan dan pelestarian Warisan Budaya di
Kabupaten Bandung
SADAYA BEDAS bertujuan untuk menghimpun informasi secara
sistematis mengenai potensi budaya, baik yang bersifat benda maupun
takbenda, vang di wilayah Kabupaten Bandung. Untuk mendapatkan
data kebudayaan vang kuat dan sahih, pelaksanaan kegiatan akan
diakukan dalam tiga tahap:

1. Tahap pengumpulan data
2. Tahap pengelolaan/pengolahan data
3. Tahap penginputan

Data vang terkumpul akan mencakup kategori vang sudah disebutkan di
atas. Pengolahan data akan memunculkan hasil kesimpulan serta
bagaimana kondisi, keberlanjutan sckaligus tantangan yang dihadapi
oleh masing-masing unsur budaya. Pada titik ini, Dinas Kebudayaan
sebagai pengampu Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bandung akan
menentukan arah kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang

dihasilkan.
. SAPA PESONA BUDAYA INDONESIA

SAPA PESONA BUDAYA BEDAS dirancang untuk menghadirkan ruang
ekspresi seni budaya bagi masyarakat Kabupaten Bandung dalam
melestarikan dan mengembangkan seni budaya lokal di Kabupaten
Bandung. Sebagai upaya untuk mendorong masyarkat agar aktif terlibat
dalam pelestarian seni pertunjukan dan workshop kebudayaan secara

langsung. Tujuan dari Inovasi ini yaitu:

1. Menyediakan ruang dan fasilitas bagi masyarakat untuk
menampilkan ckspresi budaya

2, Menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya
melestarikan seni dan tradisi lokal

3. Memifasilitasi ruang untuk menampilkan ekspresi budaya dan
sebagai sarana edukasi, hiburan, sekaligus pelestarian seni
pertunjukan budaya

4. Memperkuat jaringan pelaku budaya, pemerintah, dan masyarakat
untuk mendukung keberlanjutan pemajuan kebudayaan.
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Bentuk kegiatan Sapa Budaya yaitu pertunjukan atau pagelaran seni
budaya, dalam kegiatan vang menjadi penampilan utama yaitu potensi
kesenian dan kebudayaan yvang ada wilayah-wilayah yang ada di
Kabupaten Bandung. Sapa Budaya merupakan kegiatan yang
menampilkan Seni Pertunjukan Tradisional yang menampilkan beberapa
potensi kesenian di antaranya yaitu:

s Tari Tradisional: Tari Jaipong, Tari Merak, Tari Topeng, dsb.

e Musik Tradisional: Angklung, Degung, Kacapi Suling, Karinding.

s Teater Rakvat: Wayang Golek, Longser, Sandiwara Sunda.

« Pencak Silat: Seni bela diri tradisi yang sekaligus mengandung nilai

filosofi.

Salah satu inovasi yang diupayakan olch Dinas Kebudayaan, yaitu dengan
menghadirkan kendaraan yang dapat menjadi panggung pagelaran
sehagai solusi bagi daerah yang jarang mendapatkan panggung untuk
menampilkan potensi seni budaya.

C. M.D.S (MUSEUM DIGITAL SEJARAH) KABUPATEN BANDUNG

Muscum Digital Sejarah Kabupaten Bandung merupakan media baru bagl
edukasi sejarah masyarakat, Perpaduan antara kemajuan teknologi dan
nilai-nilai luhur sejarah Kabupaten Bandung hadir dengan memberikan
materi edukasi yang menarik bagi masyarakat, schingga dapat
memperkuat identitas masyarakat Kabupaten Bandung yang berakar pada
sejarah dengan cara yang menarik dan adaptif dengan teknologi.
Kehadiran inovasi ini, diharapkan bisa memberikan warna baru bagi
pelestarian kebudayaan. Secara khusus, tujuan dari pelaksanaan inovasi

ini yvaitu:
1. Media baru untuk edukasi masyarakat terkait sejarah
2. Pelestarian pengetahuan sejarah Kabupaten Bandung
3. Pemanfaataan film sebagai media untuk pemajuan kebudayaan
4. Pengembangan kreativitas dan industri digital di Kabupaten

Bandung

Pendirian M.D.5 (Museum Digital Sejarah) Kabupaten Bandung ditujukan
untuk masyarakat Kabupaten Bandung itu sendiri. Secara khusus,
terdapat beberapa sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:
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1. Generasi muda (pelajar/mahasiswa) sebagai target utama edukasi
sejarah.

2. Masyarakat umum yang membutuhkan media alternatif untuk
memahami sejarah.

3, Pelaku budaya dan sejarawan sebagsi narasumber dan kolaborator
dalam film.

4, Komunitas perfilman dan sineas lokal sebagai penggerak produksi
dokumenter.

5, Institusi pendidikan dan pemerintah daecrah sebagai pengguna dan
pemanfaat hasil film.

D. INKUBAS] KEBUDAYAAN - RUPAKA BEDAS (RUANG PEMAJUAN

KEBUDAYAAN BANDUNG BEDAS)
Kebudayaan merupakan inti dari sebuah peradaban yang tidak hanya
menyimpan nilai-nilai luhur, tetapi juga menjadi sumber inspirasi untuk
menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Namun, arus
modecrnisasi yang begitu cepat membuat sebagian tradisi berisiko tergerus
dan kehilangan relevansinya di mata generasi muda. Dalam konteks
inilah diperlukan sebuah ruang inovatif yang mampu menjembatani
antara pelestarian dengan pengembangan, agar kebudayaan tetap hidup,
berkembang, dan memberi manfaat nyata.
Inkubasi kebudayaan hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut.
Melalui pendekatan ini, pelaku budaya, komunitas, maupun generasi
muda mendapatkan kesempatan untuk didampingi, diasah kapasitasnya,
serta difasilitasi dalam mengembangkan ide, karya, maupun produk
budaya. Inkubasi bukan hanya ruang belajar, tetapi juga arena kolaborasi
dan penciptaan nilai baru yang menempatkan kebudayaan sebagai
kekuatan strategis dalam pembangunan daerah.
Pemilihan nama Rupaka vang berarti wujud/gambar dalam Bahasa
Sunda bermakna sebagai sebuah wadah untuk setiap kegiatan
kebudayaan di Kabupaten Bandung. Diharapkan RUPAKA BEDAS dapat
menjadi sebuash wadah untuk pemajuan kebudayaan di Kabupaten
Bandung. RUPAKA sendirn merupakan singkatan dari Ruang Pemajuan
Kebudayaan.
Adapun tujuan utama dari pelaksanaan Program ini yaitu:

1. Melahirkan generasi baru kreator dan penggerak kebudayaan.
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2. Mengembangkan produk, karya, dan narasi budaya yvang relevan di
era kini.
3. Mendorong budaya sebagai sumber daya ekonomi budaya, ekonomi
kreatil dan pariwisata,
Fokus pelaksanaan dari Inkubasi Kebudayaan yaitu untuk para Pelaku
Budaya di antaranys seniman, budayawan, komunitas adat dan penulis
scjarah lokal. Sementara tujuannya yaitu untuk menghasilken sebuah
produk budaya yang berbentuk seperti seni pertunjukan dan berbagai
kegiatan riset/inovasi seperti digitalisasi naskah, museum virtual, dan
peta kebudayasan interakti. Kegiatan dan event seperti festival budaya,
lawatan sejarah dan kegaitan kreatif kebudayaan lain dapat dihadirkan
dari kegiatan ini. Adapun manfaat dan dampak yang diharapkan yaitu:

1. Produk/karya budaya siap publik/siap pasar.

2. Model program pendidikan budaya lokal.

3. Festival/agenda budaya berkelanjutan.

4, Jaringan pelaku budaya lintas komunitas dan daerah.
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BABV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra] Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung
Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman arah
pembangunan kebudayaan daerah dalam jangka menengah lima tahunan.
Penyusunan Renstra ini berangkat dari amanat RPJMD Kabupaten Bandung
2025-2029, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayasn, serta berbagai regulasi yang relevan. Dengan demikian, dokumen
ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari sistem
perencanaan pembangunan daerah.

Keseluruhan analisis dan penjabaran dalam Renstra menunjuldcan
bahwa kebudayaan memiliki peran sentral dalam memperkuat identitas daerah,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong pembangunan
ekonomi kreatif vang berkelanjutan. Sasaran strategis yang ditetapkan
menckankan pada peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK),
peningkatan persentase objek pemajuan kebudaysan vang dilindung,
dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina, serta peningkatan partisipasi
masyarakat dalam kegiatan kebudayaan.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Dinas Kebudayaan telah
merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan vang mencakup aspek
pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
Kegiatan yang dimaksud antara lain pelestarian cagar budaya, pengembangan
kesenian tradisional maupun modern, penguatan lembaga budaya, fasilitasi
festival dan pameran seni, pengelolaan permuseuman, serta pembangunan
sistem informasi kebudayaan vang terintegrasi. Dengan desain ini,
pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung diharapkan dapat berjalan
lebih terarah, terukur, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung
2025-2029 dirancang untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan
dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Prinsip utama yang
dijadikan dasar adalah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),
yang mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan

efisiensi.
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Pertama, pelaksanaan Renstra ini menuntut adanya keterpaduan
perencanaan antara kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten. Dengan posisi
Kabupaten Bandung sebagai bagian dari kawasan strategis nasional Cekungan
Bandung, maka kebijakan kebudaysan di daecrah harus mampu menjawab
kebutuhan pembangunan lokal sekaligus selaras dengan arah kebyjakan
regional dan nasional.

Kedua, dibutuhkan sinergi lintas sektor vang kuat. Urusan kebudayaan
tidak bisa dijalankan secara parsial, melainkan memerlukan dukungan
perangkat daerah lain, dunia pendidikan, komunitas seni, pelaku ekonomi
kreatif, akademisi, media, serta masvarakat luas. Kolaborasi pentahelix ini
menjadi kunci agar kebijakan kebudayaan benar-benar berdampak luas.

Ketiga, pelaksanaan program kebudayaan harus menjamin pemerataan
akses. Lokus kegiatan perlu didesain agar tidak hanya terkonsentrasi di wilayah
perkotaan, tetapi juga menjangkau kecamatan dan desa di wilayah selatan
maupun timur Kabupaten Bandung yang memiliki potensi budaya besar namun
masih terbatas fasilitasnya.

Keempat, penguatan sumber daya menjadi prasyarat utama. Ketersediaan
tenaga fungsional kebudayaan, kapasitas kelembagaan, serta dukungan sarana
prasarana harus diperkuat agar pelaksanaan Renstra tidak berhenti pada
tataran konsep, melainkan mampu diimplementasikan dengan baik.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan

Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan tahapan krusial untuk
memastikan bahwa seluruh rencana yang dituangksn dalam Renstra benar-
benar terlaksana sesuai dengan arah dan target yang telah ditetapkan.
Mekanisme pengendalian dilakukan secara berjenjang melalui pemantauan
rutin terhadap pelaksanaan program, SCrApan anggaran, seria pencapeian
indikator kinerja.

Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama
(IKU) dan Indikator Kinerja Kunei (IKK) yang telah dirumuskan dalam dokumen
ini. IKU dipakai untuk mengukur pencapaian tujuan strategis, seperti
peningkatan IPK, sedangkan IKK digunekan untuk menilai capaian sasaran
operasional, misalnya persentase cagar budaya yang dilindungi, tingkat
partisipasi masyarakat, jumlah kunjungan museum, serta jumlah kegiatan
budaya yang difasilitasi.
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Pengendalian dan evaluasi dilakukan setiap tahun melalui penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), serta laporan akuntabhilitas kinerja
lainnya. Evaluasi tahunan berfungsi untuk menilai efektivitas program,
menemukan kendala vang dihadapi, dan memberikan rekomendasi perbaikan.
Sementara itu, evaluasi menycluruh pada akhir periode Renstra menjadi dasar
penting dalam penyusunan Renstra perinde berikutnya, sehingga
kesinambungan kebijakan dapat terjaga.

Selain evaluasi internal, dibutuhkan pula mekanisme evaluasi partisipatif
yvang melibatkan masyarakat, komunitas budaya, akadcmisi, dan mitra
pembangunan. Hal ini untuk memastikan bahwa hasil evaluasi tidak hanya
bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan
pengalaman langsung para pemangku kepentingan.

Dengan adanya sistem pengendalian dan evaluasi yang kuat, pelaksanaan
Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung 2025-2029 diharapkan dapat
berjalan konsisten, adaptif terhadap perubahan, serta menghasilkan capaian
vang memberi manfaat nyata. Pada akhirnya, dokumen ini bukan hanya
pedoman formal, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan Kabupaten
Bandung sebagai dacrah yang berdaya saing, berkarakter, serta mampu
menjaga dan mengembangkan kebudayaan sebagai pilar utama pembangunan
berkelanjutan.

Soreang, 18 September 2025
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

Ttd

IRVAN AHMAD
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